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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 












































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa 
 َل ْﻮـَﻫ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah 
 
a a  َا 
kasrah 
 
i i  ِا 
d}ammah 
 









fath}ah  dan ya>’ 
 
ai a dan i  َْﻰـ 
 
fath}ah dan wau 
 











fath}ah dan alif atau ya>’ 
 
ى  َ... | ا  َ... 
 





a dan garis di atas 
 
kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 
 






 َتَﺎـﻣ : ma>ta 
ﻰـَﻣَر : rama> 
 َﻞـْﻴِـﻗ : qi>la 
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 َﻷا  ُﺔـَﺿْوَر ِلﺎَﻔْﻃ  : raud}ah al-at}fa>l 
ﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔْـَﻟا  ُﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤْـَﻟا  ُ◌  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا  ُ◌  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎﻨَـّـَﺑر : rabbana> 
 َﺎﻨــَْﻴـّﺠَـﻧ : najjaina> 
 ّﻖـَﺤْــَﻟا  ُ◌  : al-h}aqq 
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima 
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﱡﻰِــَﺑﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
 ُﺲـْﻤـﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔَــَﻟﺰْــﻟﱠﺰَﻟا  ُ◌  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ﺔَﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا  ُ◌  : al-falsafah 
 ُدَﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َْﺄـﺗ َنْوُﺮـُﻣ  : ta’muru>na 
 ُعْﻮـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘ 
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲا ُْﻦـﻳِد di>nulla>h  ِﺎﺑ ِﷲ  billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُﻫـ ِﷲا ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﰲ ْﻢ     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 











B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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Masalah pokok tesis ini adalah bagaimana islamisasi Kerajaan Bone. 
Penelitian ini dibangun atas tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana kondisi 
Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam, 2) Bagaimana islamisasi Kerajaan Bone, 3) 
Bagaimana akulturasi Islam dengan masyarakat Bone. Penelitian tesis ini bertujuan 
untuk; 1) mendeskripsikan kondisi Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam, 2) 
mendeskripsikan secara jelas tentang proses kedatangan, penerimaan, dan 
terbentuknya kerajaan yang bercorak Islam di Kerajaan Bone, 3) mengetahui 
akulturasi Islam dengan masyarakat Bone. 
 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. 
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, antropologi dan sosiologi. 
Sumber data ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, 
sedangkan metode pengumpulan dan pengelolahan data yakni: heuristik, kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi.  
Penelitian ini menemukan bahwa Kerajaan Bone adalah kerajaan yang sangat 
berpengaruh di Sulawesi Selatan tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi pola-
pola kehidupan ekonomi dan kebudayaan. Dalam islamisasi Kerajaan Bone tercatat 
sebagai kerajaan terakhir yang menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan (1611 
M) di Sulawesi Selatan, pada masa Raja XII La Tenri Pale Sultan Abdullah (1611-
1626 M), akan tetapi sebelumnya yakni Raja X We Tenrituppu menjadi raja Bone 
yang pertama masuk Islam pada tahun 1611 M di Sidenreng sebelum musu selleng. 
Islam sebagai agama baru cepat dianut oleh rakyat Kerajaan Bone, dikarenakan raja 
menjadi ulama dan didukung kepercayaan To Manurung bahwa raja adalah personi-
fikasi dewa di bumi, sehingga masyarakat menerima apa yang diperintahkan oleh 
raja, seperti ungkapan bahasa Bugis polo papa polo panni (patah tulang patah sayap) 
sebagai ungkapan tentang tidak ada daya dan upaya untuk tidak melaksanakan 
perintah raja. Lamaddaremmeng adalah raja yang sangat fanatik dalam beragama 
dan dia pulalah yang membentuk perajabat syariat di Kerajaan Bone. La Patau 
merupakan raja yang menyatukan Islam dengan kebudayaan Bone, sehingga pada 
masanya dikenal istilah dalam Bahasa Bugis tenna ugi kotenna selleng (bukan orang 
Bugis kalau tidak beragama Islam). Akulturasi dalam politik, sosial dan budaya 
masyarakat Bone, memperlihatkan bentuk negosiasi di mana syariat Islam 
dilaksanakan secara bersama-sama dengan tradisi lokal. 
Implikasi penelitian ini adalah kesuksesan pengembangan Islam pada 
masyarakat di Kerajaan Bone pada abad XVII-XVIII, karena adanya kerjasama 
antara umara dan ulama. Berangkat dari pengalaman sejarah ini, maka sebaiknya 
para ulama hendaknya menjadi pendamping pemerintah atau pemerintah 
menggandeng ulama sebagai mitra dalam pengembangan syiar Islam di masyarakat 
dan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif untuk 
melestarikan nilai-nilai religius yang pernah mengakar dalam tradisi masyarakat 







A. Latar Belakang Masalah 
Islam masuk di berbagai suku bangsa kepulauan Indonesia tidak berlangsung 
dengan jalan yang sama.1 Demikian juga dengan penyebaran Islam di berbagai 
daerah Nusantara tidak berlangsung secara bersamaan,2 Dikarenakan faktor geografi 
dan tujuan perdagangan. Islamisasi di Nusantara merupakan suatu proses yang 
bersifat evolusioner.3 Proses kedatangan dan penyebarannya dilakukan dengan 
melalui beberapa saluran yang berbeda, ada yang melalui proses perdagangan, 
perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan, tasawuf dan sebagainya.4 
Keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah ketika didatangi Islam juga 
berlainan.5 Oleh karena itu, cara dan strategi ulama menyebarkan ajaran Islam di 
Nusantara sangat bervariasi, metode penyebaran ajaran Islam di Sumatera berbeda 
dengan metode yang digunakan untuk menyebarkan Islam di daerah Jawa, begitu 
juga dengan ulama pembawa ajaran Islam di daerah Sulawesi Selatan.  
Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan terlambat jika dibandingkan dengan 
daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan 
                                                          
1H.J. De Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari 
Majapahit ke Mataram (Cet. III; Jakarta: Grafiti Press, 1989), h. 18. 
2Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) (Ed. II; 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 1.  
3Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam di Nusantara (Bandung: Mizan, 2003), h. 
23. 
4Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari 
Abad XVII sampai XVIII Masehi (Cet. I; Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 28.  
5Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Ed. I; Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2006), h. 194.  
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Maluku. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Gowa baru berpengaruh dalam bidang 
perdagangan pada akhir abad XVI dan awal abad XVII.6 Secara resmi kerajaan yang 
pertama memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan adalah Kerajaan Gowa-Tallo. 
Kerajaan Gowa-Tallo, kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya 
disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Barat Daya pulau 
Sulawesi, yang merupakan transito sangat strategis. Sejak Gowa-Tallo tampil 
sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate 
yang telah menerima Islam dari Gresik/Giri.7 Di bawah pemerintahan Sultan 
Babullah dari Ternate yang dijuluki “Raja Tujuh Puluh Dua Pulau” karena 
pengaruhnya membentang hampir seluruh Pulau Maluku dan pulau-pulau sekitar-
nya,8 mengadakan perjanjian persekutuan dengan Kerajaan Gowa-Tallo. Dalam 
pertemuan tersebut Sultan Babullah menawarkan bantuan dan sebagai imbalannya 
Kerajaan Gowa-Tallo dituntut untuk masuk Islam,9 namun Raja Gowa-Tallo 
menolaknya. Pada masa Datuk Ri Bandang Abdul Makmur Khatib Tunggal orang 
Minangkabau dari Koto Tangah, datang bersama Khatib Sulaiman yang kemudian 
dikenal dengan nama Datuk Patimang dan Khatib Bungsu yang bernama Datuk Ri 
Tiro, Raja Gowa-Tallo baru menerima Islam. Dengan demikian, mulailah islamisasi 
dilakukan di kerajaan kembar Gowa-Tallo.10 Ahmad M. Sewang menilai, bahwa 
                                                          
6Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 80. 
7Badri Yatim, op. cit., h. 223. 
8Christian Pelras, The Bugis, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis (Cet. I; Jakarta: 
Nalar, 2006), h. 157. 
9J. Noorduyn, De Islamisering Van Makassar, Terj. S. Gunawan, Islamisasi Makassar 
(Jakarta: Bhratara, 1972), h. 13. 
10Mukhlis Paeni, dkk., Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 90. 
3 
 
kedatangan datuk tiga serangkai merupakan babakan baru terhadap islamisasi di 
Sulawesi Selatan.11  
Raja pertama yang memeluk agama Islam ialah Raja Tallo yang menjabat 
sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa. Baginda bernama I Mallingkaang Daeng 
Mannyonri’, dan diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul-Islam. Selanjutnya, Raja 
Gowa yang bernama I Manngaranngi Daeng Manrabbia, juga memeluk agama Islam 
dan Baginda memperoleh gelar Sultan Alauddin.12 Tanggal resmi penerimaan Islam 
pada Kerajaan Gowa-Tallo adalah pada malam Jumat, 22 September 1605 M, atau 9 
Jumadil Awal 1014 H.13 Bahkan dalam waktu dua tahun rakyat Gowa-Tallo telah 
memeluk Islam. Hal ini ditandai dengan dilakukannya salat Jumat yang pertama di 
Tallo, yakni pada tanggal 9 Nopember 1607 M (9 Rajab 1016 H).14 
Setelah Raja Gowa dan Tallo menganut agama Islam, agama baru ini 
dimaklumkan sebagai agama resmi kerajaan, maka kedua kerajaan itu menjadi pusat 
penyiaran Islam dan memegang peranan penting dalam mengembangkan agama 
Islam ke seluruh daerah, bahkan sampai keluar daerah Sulawesi Selatan. Menurut 
syariat Islam, bahwa setiap muslim adalah dai. Seperti yang terkandung dalam QS 
At-Tau>bah/9: 71 sebagai berikut: 
                                                          
11Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 88. 
12Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: 
Hasanuddin University Press, 1998), h. 150.  
13Idem., “Agama Islam di Sulawesi Selatan” (Laporan proyek penelitian peranan ulama dan 
pengajaran Agama Islam di Sulawesi Selatan, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung 
Pandang, 1976), h. 12. Lihat juga, Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia (Ed. I; Jakarta: 
Majelis Ulama Indonesia, 1992), h. 89. Lihat juga Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 100. 
14Ahmad M. Sewang dan Wahyuddin G, Sejarah Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 
Press, 2010), h. 71.  
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 ِرَﻛْﻧُﻣْﻟا ِنَﻋ َنْوَﮭْﻧَﯾَو ِفوُرْﻌَﻣْﻟﺎِﺑ َنوُرُْﻣﺄَﯾ ٍضْﻌَﺑ ُءﺎَﯾِﻟَْوأ ْمُﮭُﺿْﻌَﺑ ُتﺎَﻧِﻣْؤُﻣْﻟاَو َنوُﻧِﻣْؤُﻣْﻟاَو…. 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar……15 
Nabi Muhammad menekankan juga kepada setiap muslim untuk 
menyampaikan dakwah walaupun satu ayat.16 Hal ini juga sesuai dengan tradisi yang 
telah lama diterima oleh para raja, keturunan To Manurung. Tradisi itu 
mengharuskan seorang raja untuk memberitahukan “hal baik” kepada yang lain.17 
Kewajiban ini dipenuhi oleh Kerjaan Gowa-Tallo dalam hal ini, Sultan Alauddin 
dengan mengirim seruan kepada Raja Bugis yang masih menganut agama lain, 
supaya masuk Islam sebagai jalan yang paling baik.18 Menurut Ahmad M. Sewang, 
utusan kerajaan Gowa-Tallo kepada kerajaan-kerajaan tetangganya di Sulawesi 
Selatan dengan membawa hadiah untuk diberikan kepada setiap raja yang didatangi. 
Hadiah itu dimaksudkan sebagai bukti keinginan untuk berdamai.19 
Politik pengislaman dijalankan oleh Kerajaan Gowa-Tallo dengan kuat. 
Keadaan itu didasarkan kepada perjanjian (ulu ada’), yang merupakan “ikrar 
bersama” para raja-raja lainnya di Sulawesi Selatan: “…..bahwa barangsiapa (di 
                                                          
15Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Semarang, tt), 
h. 158. Lihat juga: QS Ali ‘Imran: 104 dan 110; QS Fus{ilat: 33; QS An-Nahl; 125. QS Al-
Anbiya>’:107. 
16  ﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُﷲ ﻲﱠﻠَﺻ َﻲِﺑ ﱠﻧﻟا ﱠَنا وُرْﻣَﻋ ِنْﺑ ِﷲ ِدْﺑَﻋ ْنَﻋ(ىرﺎﺧﺑﻟا هاور) ًﺔَﯾآ ْوَﻟَو ﻲﱢﻧَﻋ اْوُﻐﱢﻠَﺑ َلﺎَﻗ َم Lihat Abi Abdillah 
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhary, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 145.  
17Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 
26. 
18Abu Hamid, “Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-
Makassar di Sulawesi-Selatan”, dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.) Bugis Makassar dalam Peta 
Islamisasi (Ujung Pandang; IAIN Alauddin, 1982), h. 74. 
19Ahmad M. Sewang, Islamisasi…., h. 111. 
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antara raja-raja itu) menemukan sesuatu jalan yang lebih baik, maka yang 
menemukan jalan itu berkewajiban memberitahukan pula kepada raja-raja 
sekutunya”.20 Seruan pengislaman itu oleh beberapa kerajaan kecil menerima dengan 
baik dan berlangsunglah pengislaman di kerajaan itu dengan damai. Kerajaan-
kerajaan yang menyambut pengislaman dengan cara damai, seperti Sawitto, 
Balanipa di Mandar, Bantaeng dan Selayar.21 
Kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng, yang 
tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe (tiga negeri puncak kerajaan),22 
menolak ajakan Kerajaan Gowa tersebut dengan keras. Terutama Bone menolak 
keras ajakan tersebut, karena menganggap bahwa hal ini adalah semata-mata siasat 
Raja Gowa untuk menguasai daerah-daerah Bugis. Seruan Gowa yang ditolak oleh 
raja-raja Bugis disambut oleh Kerajaan Gowa dengan mengangkat senjata terhadap 
mereka.23 Pasukan Kerajaan Gowa menyerang kerajaan Tellumpoccoe yang dikenal 
sebagai “Musu Selleng” atau “perang Islam”. Akan Tetapi, Musu Selleng lebih dapat 
diartikan sebagai ekspansi politik ekonomi, terutama jika dihubungkan dengan posisi 
                                                          
20Mattulada, “Penyebaran Agama Islam”, dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan 
Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 225. Lihat juga. Abdurrazak 
Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), h. 33.   
21Ahmad Sewang, Islamisasi…., h. 112. 
22Persekutuan Tellumpoccoe adalah persekutuan bersama tiga kerajaan Bugis, yakni 
Kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo, yang disepakati pada 1582, di Bunne daerah Timurung yakni 
suatu kesepakatan bersama untuk menyatukan ketiga negeri mereka dalam suatu bentuk union 
(persekutuan). Bagaikan tiga bersaudara, Bone dianggap saudara tertua, Wajo tengah, dan Soppeng 
saudara bungsu. Isi perjanjian tersebut, baca Abdurrazak Daeng Patunru, op. cit., h. 54-57. 
23Abu Hamid, “Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan”, dalam 
Taufiq Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 
342.   
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Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang menuntutnya untuk mencari daerah-
daerah komoditi.24 
Penyerangan laskar Kerajaan Gowa kepada Kerajaan Bugis, akhirnya 
kerajaan yang terikat dalam aliansi Tellumpoccoe mengalami kekalahan dan harus 
memeluk Islam. Soppeng menerima Islam pada tahun 1609 M, Wajo menerima Islam 
tanggal 10 Mei 1610 M dan Bone, saingan politik Gowa-Tallo sejak pertengahan 
abad ke-16, tanggal 23 November 1611 M.25 Dengan menyerahnya Bone pada 1611 
M, maka seluruh Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, secara resmi telah memeluk 
agama Islam.26  
Raja Bone XII La Tenripale Arung Timurung diberi gelar Toakkeppeang 
Matinroe Ri Tallo, adalah raja yang pertama menerima Islam secara resmi sebagai 
agama Kerajaan Bone, setelah mengakui kekalahan pada Musu Selleng dari Gowa, 
setelah itu diberi gelar Sultan Abdullah. Akan tetapi, pendahulu dari La Tenripale, 
yakni Raja Bone X (1602-1611 M) We Tenri Tuppu (perempuan) secara diam-diam 
berangkat ke Sidenreng menemui Adattuang Sidenreng La Patiroi yang telah 
menganut agama Islam. Keberangkatan baginda ke Sidenreng untuk mempelajari 
secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya agama Islam itu. Tiba-tiba saja dalam 
kunjungannya ke Sidenreng baginda terkena penyakit yang menyebabkan mangkat 
di Sidenreng, dan digelarilah “Matinroe Ri Sidenreng” (yang artinya: yang mangkat 
                                                          
24Ahmad M. Sewang, Islamisasi…., h. 120 - 121. 
25Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional …., h. 26. 
26Christian Pelras, The Bugis., h. 161. 
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di Sidenreng).27 Menurut Andi Rasdiyanah, We Tenri Tuppu masuk Islam pada 
tahun 1610 M.28 
We Tenri Tuppu selanjutnya digantikan La Tenriruwa Raja Bone XI  kakek  
Arung Palakka dari putrinya We Tenri Sui’. Sebelum Kerajaan Bone diserang dalam 
kesendiriannya, terlebih dahulu Raja Gowa mengirim surat kepada Raja Bone La 
Tenriruwa supaya menerima Islam sehingga tidak diserang.29 Ternyata beliau 
merespon dengan sangat baik ajakan koleganya itu, dengan modal utama yang 
dipegangnya adalah kesepakatan bahwa, “…..bahwa barangsiapa (di antara raja-raja 
itu) menemukan sesuatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu 
berkewajiban memberitahukan kepada raja-raja sekutunya.” Meski pada saat itu 
tidak langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. La Tenriruwa kembali ke Bone 
mengumpulkan rakyatnya dan berseru agar agama Islam diterima sebagai agama 
resmi kerajaan. 
Ajakan Raja Bone tidak mendapatkan tanggapan positif dari Dewan Ade 
Pitue, para pembesar kerajaan, dan juga rakyatnya. Hal ini tentu saja mengecewakan 
Raja Bone. Karena penolakan itu, maka Raja Bone bersama permaisurinya dan 
orang-orang yang masih setia kepadanya untuk meninggalkan Lalebbata (pusat 
Kerajaan Bone) dan berangkat ke Pattiro, selanjutnya La Tenriruwa terus berusaha 
                                                          
27Andi Zainal Abidin, Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: Hasanuddin 
University Press, 1999), h. 232. Lihat juga, Abdurrazak Daeng Patunru, op. cit., h. 105. 
28Andi Rasdiyana, “Integrasi Sistem Pangngadereng (Adat) dengan Sistem Syari’at sebagai 
Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa,” Disertasi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 
1995), h. 65. 
29Bahaking Ramang, Mengislamkan Daratan Sulawesi: Suatu Tinjauan Metode Penyebaran 
(Cet. I; Jakarta: Paradotama, 2000), h. 24. 
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meyakinkan rakyatnya di Pattiro, namun tetap gagal.30 La Tenriruwa memeluk 
agama Islam pada tahun 1611 M, dan diberi gelar Sultan Adam. Dia meninggalkan 
wilayah kekuasaannya menuju Gowa dan beliau wafat di Bantaeng dan digelarilah 
La Tentiruwa Matinroe Ri Bantaeng. 
Kerajaan Bone pada Musu Selleng berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa, 
setelah itu raja dan rakyatnya memeluk Islam. La Tenripale Arung Timurung digelar 
Toakkeppeang Matinroe Ri Tallo bersama rakyat Bone masuk Islam pada tahun 
1611 M. Hal ini didukung oleh konsep To Manurung bagi masyarakat Bugis-
Makassar, konsep yang menganggap bahwa “raja adalah titisan dewa di atas 
permukaan bumi,”31 konsekuensi dari konsep tersebut, adalah rakyat akan menganut 
agama atau kepercayaan yang dianut oleh  rajanya. Konsep ini sesuai dengan konsep 
“al-na>s ‘ala> din al-ma>lik.”32 Sehingga dalam perjalanannya, Islam di Bone sangat 
cepat penyebarannya dari segi kuantitas. 
Islam hadir di tanah Bugis-Bone tidak hampa budaya, adat istiadat dan 
kepercayaan-kepercayaan lokal. Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai salah 
satu di antara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki 
                                                          
30Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-raja Kemudiannya 
Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir (Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 102-103. 
31Dalam Lontara I La Galigo dijelaskan, bahwa raja-raja Bugis-Makassar merupakan 
keturunan Dewa Patotoe  (yang menentukan nasib), yang tinggal di atas “Botinglangi” (Petala 
langit). Lihat, Anonim, Lontara I La Galigo. Kepunyaan M. Ali Sewe, Barru. Kopi lontara ini 
tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Proponsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol. 15, no.9. 
Konsep kepemimpinan To Manurung, selengkapnya lihat Mattulada, Sejarah Masyarakat …., h. 27-
28. Lihat juga Fachruddin Ambo Enre, Ritumpanna We’le’nrennge’ Sebuah Episode Sastra Bugis 
Klasik Galigo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 22-24. Lihat juga, Rahman Rahim, Nilai-
Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; t.t.: Hasanuddin University Press, 1992), h. 53-58. 
32Abdul Rahman Ibn Khaldum, Tarikh Ibn Khaldum (Beirut: Maktabah al-Lubnan, 1992), h. 
24. Lihat juga Uka Tjandrasasmita, The Arrival and Expansion of Islam in Indonesia, in Relation to 
Southeast Asia, dalam Mulyono Sumardi (ed), International Seminar in in Islam in Southeast Asia 
(Jakarta: Lembaga penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), h. 24. 
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sistem peradaban yang besar. Oleh karena itu, ketika Islam disyiarkan oleh Kerajaan 
Gowa-Tallo, maka Kerajaan Bone tidak serta-merta ikut menganut ajaran Islam 
yang dibawa oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Salah satu alasan penolakan adalah 
kekuasaan politik yang diusung oleh Kerajaan Gowa-Tallo memboncengi agama, 
sehingga Kerajaan Bone tercatat sebagai kerajaan terakhir memeluk ajaran Islam di 
Sulawesi Selatan. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam 
masyarakat Bugis-Bone bisa saja turut mempengaruhi alasan penolakan mengikuti 
seruan Gowa-Tallo untuk memeluk Islam.33 Sehingga penelitian tentang islamisasi 
Kerajaan Bone sangat menarik untuk diteliti. 
Setelah Raja Bone resmi menerima Islam, yang kemudian diikuti oleh 
keluarga dan anggota adat serta masyarakat Bone, maka Islam berpengaruh dalam 
kehidupan masyarakat di Kerajaan Bone. Di sinilah peran penting kerajaan dalam 
islamisasi pada kerajaan-kerajaan di nusantara, demikian pula dengan kerajaan Bone. 
Kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai basis islamisasi, tetapi juga sekaligus 
melaksanakan peran sesuai dengan kecenderungan baru masyarakat yang makin kuat 
berada dalam ranah Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Bakti, bahwa penerimaan 
Islam sebagai agama pada kerajaan-kerajaan di Nusantara merupakan bukti begitu 
kuatnya pengaruh Islam.34 Dalam konteks ini, kerajaan tampil sebagai basis upaya 
penerapan ajaran Islam baik dalam kehidupan politik maupun sosial budaya. Pada 
tahap ini masyarakat mengalami perubahan di hampir semua lini kehidupan yang 
berlangsung sejalan dengan berkembangnya pengaruh Islam di kalangan masyarakat. 
                                                          
33Abu Hamid, Selayang Pandang …., h. 74 . 
34Andi Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia, Terj. M. Adlan Nawawi dan 
Syamsul Rijal, Nation Building: Konstruksi Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Kebangkitan 
Bangsa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Churia Press, 2006), h. 3.  
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Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat di 
Kerajaan Bone, maka perlu melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat Bone 
setelah menerima Islam, baik aspek politik maupun sosial dan budaya. Akan tetapi, 
tampaknya pengaruh Islam dalam berbagai aspek tersebut, bukan berarti merombak 
secara total tatanan yang sudah mapan di kerajaan dalam masyarakat Bone tetapi 
lebih kepada menambah, melengkapi atau memberi hal baru yang bersumber dari 
Islam. Inilah yang menarik dari kehadiran Islam di Bone, Islam sebagai agama baru 
tetapi sekaligus secara kultural dan struktural dapat menyatu dan memberi kesan 
bukan sebagai agama asing. 
B. Rumusan Masalah 
Merujuk  dari  latar  belakang  tersebut  di atas, maka pokok persoalan yang 
akan menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah Islamisasi Kerajaan Bone; 
(Suatu Tinjauan Historis). Dengan demikian, masalah yang akan dibahas tersebut 
dapat dirumuskan, sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam? 
2. Bagaimana islamisasi Kerajaan Bone? 
3. Bagaimana akulturasi Islam dengan masyarakat Bone? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Penulis perlu menjelaskan secara kongkret, beberapa istilah penting yang 
akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi penelitian ini, terutama judul yang 
menjadi landasan utama setiap pembahasan, yakni istilah “Kerajaan Bone” dan 
“islamisasi”, karena itu istilah-istilah tersebut perlu didefinisikan kembali untuk 
menghindari kerancuan dalam pembahasan lebih lanjut. 
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Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan. 
Pembentukan Kerajaan Bone diawali dengan kehadiran seseorang yang tidak 
diketahui asal usulnya. Orang menyebutnya “To Manurung” sekitar abad XIV. Jika 
di Kerajaan Gowa To Manurungnya adalah seorang wanita, di Kerajaan Bone adalah 
laki-laki. Tanah Bone adalah gabungan unit-unit politik inti atau persekutuan 
masyarakat kaum yang disebut anang yang dipimpin oleh Matowa Anang (ketua 
umum). Kemudian Anang terbentuk menjadi wanua (negeri), seperti Wanua Ujung 
Tibojong, Ta’, Tanete Riattang, Tanete Riawa, Ponceng dan Macege. Kerajaan Bone 
dengan inti kerajaan yang disebut Watampone (pusat kerajaan). Hal tersebut 
menunjukkan, bahwa sistem kerajaan dikembangkan berdasarkan kekuasaan sentral 
dan berpusat pada raja yang disebut Arung Mangkau (raja yang berdaulat) dan dalam 
menjalankan urusan-urusan pemerintahan dibentuklah dewan penasehat yang disebut 
Matowa Pitue.35 Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Kerajaan Bone menyatakan 
berdiri di belakang Republik Indonesia, tetapi oleh siasat politik devide et impra 
Belanda maka pada tanggal 24 Desember 1946 muncullah Negara Indonesia Timur 
(NIT) di mana Bone termasuk pula di dalamnya. Akan tetapi, pada bulan Mei 1950 
situasi politik Bone makin hangat hingga terjadilah demonstrasi rakyat di Kota 
Watampone, mereka menuntut dihapuskan pemerintahan feodal, daerah Bone tetap 
di belakang Republik Indonesia, bubarkan Negara Indonesia Timur. Sehingga pada 
tanggal 21 Juni 1950 Pemerintah Kerajaan Bone menyerahkan kekuasaan legislatif 
kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 1953 Gubernur Sulawesi Selatan 
dijabat oleh Soediro, melantik anggota DPRD Bone sehingga dengan resmi Kerajaan 
                                                          
35Suriadi Mappangara, ed., Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905 
(Makassar: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 151-152. 
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Bone pun menarik diri dari sejarah sebagai pemerintahan kerajaan yang setingkat 
dengan kabupaten lainnya dari Negara Republik Indonesia, yang dipimpin oleh 
Kepala Daerah (Bupati).36 Adapun fokus penelitian ini adalah Bone sebagai sebuah 
kerajaan dalam abad XVII-XVIII. Khususnya peran raja seperti Raja Bone ke XI 
Latenrirua Matinroe Ri Bantaeng yang diberi gelar Sultan Adam dan Raja Bone XII 
Latenripale Arung Timurung yang diberi gelar Toakkeppeang Matinroe Ri Tallo. 
Dua Raja Bone ini menerima Islam yang diserukan oleh kerajaan Gowa-Tallo, meski 
keduanya menerima dengan cara yang berbeda. Selanjutnya juga peran Raja Bone 
XIII Lamaddaremmeng Matinroe Ri Bukaka, yang memberlakukan Islam di 
Kerajaan Bone dengan sangat ketat dan pada masa pemerintahannya diangkat 
pejabat sara’, mulai Petta Kali-e, Petta Imang, dan lain-lain, yang berfungsi 
mengatur upacara-upacara keagamaan. Selanjutnya, Raja Bone XVI La Patau’ 
Matanna Tikka Matinroe Ri Nagauleng yang diberi gelar Sultan Alimuddin yang 
memerintah pada tahun 1696-1714 M., di samping menjadi Arung-Pone, baginda 
pun menjadi Datu Soppeng dan Ranreng Tuwa’ Kerajaan Wajo. Dengan jabatan-
jabatan itu, La Patau memegang peranan dalam pencaturan politik dalam kedua 
kerajaan itu. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “islamisasi” dapat diartikan 
pengislaman.37 J. Noorduyn mengatakan, bahwa dalam islamisasi terdapat dua tahap 
yang terpisah dengan jelas. Pertama, merupakan sejarah pergerakan perniagaan dari 
seluruh nusantara. Kedua, terdiri atas bagian-bagian waktu, terdiri atas sejarah 
berbagai suku bangsa Indonesia sehingga dapat diuraikan dalam monografi-
                                                          
36Andi Palloge, op. cit., h. 347-348. 
37Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h. 444. 
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monografi yang pendek dan terpisah menurut daerah. Selanjutnya, jika perlu disusul 
tahap ketiga, yaitu penyebaran agama Islam.38 Menurut Ricklef, Islamisasi dapat 
berarti suatu proses yang berlangsung terus menerus hingga saat ini.39 Islamisasi 
dalam pengertian penerimaan Islam dapat juga berarti konversi dan juga berarti 
perubahan sosial budaya. Konversi (conversion) adalah perpindahan agama atau 
kepercayaan yang dianut sebelumnya kepada agama Islam.40 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa islamisasi 
dalam pembahasan ini adalah suatu proses penyebaran agama Islam dari seseorang 
atau beberapa orang Islam atau diartikan sebagai sejak datangnya Islam pertama 
kali, dan penerimaan (penyebarannya) berlanjut terus sampai sekarang. Oleh karena 
itu, penelitian ini perlu membatasi ruang lingkup waktu, yaitu pada abad ke XVII-
XVIII. Hal ini dikarenakan pada abad tersebut dapat mencerminkan islamisasi di 
Kerajaan Bone. Abad XVII-XVIII merupakan abad pergolakan Kerajaan Bone 
dengan Islam, mulai dari proses awal masuknya sampai perkembangan Islam di 
wilayah kerajaan. Pada abad ini pula Kerajaan Bone mendapat tekanan politik dari 
Kerajaan Gowa-Tallo, ketika Raja Bone La Maddaremmeng menerapkan Islam 
dengan ketat di Kerajaan Bone. Proses akulturasi juga terjadi di Kerajaan Bone, 
salah satunya dimasukkannya unsur sara dalam sistem panngadereng. Bahkan 
menurut Andaya, abad ini merupakan periode luar biasa dalam sejarah Sulawesi 
Selatan. Perubahan serempak terjadi dalam skala luas, banyak penguasa lokal dan 
                                                          
38J. Noorduyn, op. cit., h. 10. 
39M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since  C. 1200, Terj. Satrio Wahono, dkk., 
Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Cet. I; Jakarta: Serambi, 2005), h. 34. 
40M. Ridwan, dkk., Kamus Ilmiah Populer (Jakarta: Pustaka Indonesia, t.th.), h. 301. Lihat 
juga, J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: 
Kompas, 2005), h. 196. 
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pengikutnya yang dalam waktu singkat beralih memeluk agama Islam.41 Sehingga 
abad XVII-XVIII menjadi batasan waktu dalam penelitian ini. 
D. Kajian Pustaka 
Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan 
pengkajian pustaka ini antara lain agar fokus penelitian ini tidak merupakan 
pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi 
lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan.  
1. Naskah Lontara 
Lontara sebagai sumber primer dalam penelitian ini yang juga sumber sejarah 
tertulis bagi suku Bugis dan Makassar, dan pada Lontara ditemukan informasi 
tentang islamisasi di Kerajaan Bone. Lontara yang dimaksud adalah: 
a. Lontara Akkarungeng ri Bone, Lontara ini berisi tentang asal mula 
munculnya To Manurung di Bone, sampai masa pemerintahan 
Lamappanyukki, profil setiap raja, sepak terjang raja, dan silsilah raja. 
Pemilik naskah ketika disalin oleh pihak Arsip Nasional RI adalah Drs. 
Muh. Salim, berbahasa Bugis, aksara Lontara, dan halamannya sebanyak 
265. Salinan Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Makassar pada Rol 
5 No. 8. 
b. Lontara Attoriolong. Lontara ini di salin oleh B. F. Matthes dalam 
Boegineesche Chrestomathie III, lontara ini berisi tentang sejarah kerajaan 
                                                          
41Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi 
(Celebes) in the Seventeenth Century, terj. Nurhady Sirimorok, Warisan Arung Palakka (Cet. I; 
Makassar: Ininnawa, 2004), h. 1. 
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Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Di dalamnya juga dijelakan tentang 
beberapa perjanjian seperti perjanjian Bone dan Luwu (Polo Malela ri Unyi) 
dan perjanjian antara Bone, Soppeng, dan Wajo (Perjanjian Tellumpoccoe), 
dan peperangan antara Gowa dengan Bone, Soppeng yang dibantu oleh 
Kompeni Belanda. Lontara ini berbahasa Bugis, aksara Lontara, dan jumlah 
halamannya sebanyak 178. Kopian Lontara penulis dapatkan di 
perpustakaan Yayasan Andi Muallim di Watampone, Kabupaten Bone. 
c. Lontara Attoriolonge ri Bone, lontara ini berisikan tentang sejarah Kerajaan 
Bone, mulai dari To Manurung ri Matajang sampai Raja XIII La 
maddaremmeng halaman 1-15., juga berisi beberapa nasihat orang-orang tua 
dan pesan-pesan raja seperti Raja Bone dan Raja Gowa (Karaeng Matowa 
kepada anaknya). Lontara ini berbahasa Bugis, aksara lontara, dan jumlah 
halamannya 162. Kopian Lontara penulis dapatkan di perpustakaan 
Yayasan Andi Muallim di Watampone, Kabupaten Bone. 
d. Lontara Latoa, Lontara ini berisi keterangan tentang pangngadereng (wujud 
kebudayaan orang Bugis-Makassar) dan pengaruh Islam dalam 
panggadereng. Lontara ini ditulis pada abad XVI dan sebagian pada abad 
XVII yakni setelah Islam tersebar di daerah Bugis-Makassar. Pada tahun 
1872 disalin ulang oleh seorang Belanda B.F. Matthes dalam bukunya 
Boeginesche Chestomathie, Jilid II.  
2. Buku-buku 
a. Mattulada, Agama Islam di Sulawesi Selatan (1976). Tulisan ini merupakan 
penelitian mengenai “Masuknya Islam di Sulawesi Selatan” yang dilakukan 
pada tahun 1975, dan diterbitkan dalam bentuk buku kumpulan laporan 
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penelitian dengan judul, “Agama Islam dan Perubahan Sosial” pada tahun 
1983. Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian adalah masuknya 
Islam di Kerajaan Bugis dan pola perkembangan Islam di Kerajaan Bone. 
b. Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa, pertengahan Abad XVI 
sampai Abad XVII” (2005). Hasil penelitian ini memberikan informasi 
tentang islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo dan peran Kerajaan Gowa-Tallo 
dalam penyebaran Islam ke beberapa kerajaan di dataran Sulawesi, 
termasuk Kerajaan Bone dan metode yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-
Tallo dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. 
c. Christian Perlas, Manusia Bugis (2006). Hasil penelitian ini memuat 
tentang orang Bugis atau Suku Bugis dari berbagai aspek, mulai dari awal 
kemunculannya berdasarkan bukti dan sumber data arkeologis serta epos 
dan teks sejarah, hingga keberadaannya di dunia modern. Pada salah satu 
bagian dari uraian pembahasan buku itu, juga dipaparkan kajian dan hasil 
penelitian tentang keadaan masyarakat Bugis menjelang kedatangan Islam 
hingga masuknya Islam. 
3. Karya Ilmiah 
a. Pirman, Islamisasi di Bone Skripsi, tahun 1992, Fakultas Adab IAIN 
Alauddin Ujung Pandang. Di bagian awal skripsi membahas tentang 
selayang pandang Bone sebagai kerajaan, kabupaten, dan adat masyarakat 
Bone. Bagian selanjutnya membahas tentang struktur kerajaan Bone, 
struktur pemerintahan Kabupaten Bone, dan struktur masyarakat Bone. Bab 
selanjutnya membahas tentang proses islamisasi di Kerajaan Bone, dimulai 
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dari Bone menerima Islam, selanjutnya Islam dan tradisi Kerajaan Bone, 
dan Islam di Bone sekarang. 
b. Sanitah, Ade’ Pitue di Bone (Studi atas Pengaruhnya Terhadap Islamisasi) 
Skripsi, tahun 1991, fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada 
skripsi ini membahas sejarah dan fungsi lembaga Ade’ Pitue sejak 
dibentuknya terutama hubungannya dengan islamisasi di Bone. Pada bagian 
awal diuraikan selayang pandang Bone: Kerajaan Bone, Kabupaten Bone, 
kehidupan masyarakat, dan masuknya Islam di Bone. Selanjutnya dijelaskan 
mengenai latar belakang, fungsi dan peranan Ade’ Pitue dalam struktur 
pemerintahan. Pada akhir skripsi dijelaskan mengenai pengaruh Ade’ Pitue 
dalam Islamisasi di Bone. 
c. Andi Nurcahaya, Bataritoja Dattalaga Raja Bone XVII dan XXI; (Studi 
tentang Peranannya Bagi Pengembangan Agama Islam) Skripsi, tahun 1992, 
Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang. Skripsi ini membahas aspek 
Raja Bataritoja Dattalaga dalam peranannya pengembangan agama Islam di 
Bone. Pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang dengan pesat, 
dalam skripsi ini juga dibahas tentang pola penyebaran Islam dan jasa-jasa 
Bataritoja dalam penyebaran agama Islam, dan tantangan yang dihadapinya 
dan usaha mengatasinya dalam penyebaran agama Islam. 
d. Muhammad Rafid, Eksistensi Sara’ dalam Pengadereng di Bone; (Tinjauan 
Sosio Kultural dalam Hubungannya dengan Proses Islamisasi) Skripsi, 
tahun 1992, Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang. Skripsi ini 
membahas bagaimana panngadereng sebagai suatu ikatan utuh dan sistem 
nilai pada masyarakat Bone, setelah masuknya Islam di Bone maka 
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masuklah sara’ (Syariat Islam) sebagai salah satu unsur panngadereng, 
dimana sebelum datangnya Islam panngadereng hanya mempunyai empat 
unsur pokok yaitu: ade’, bicara, rapang, dan wari’. 
Dari beberapa buku karya ilmiah di atas, secara umum relevan dengan Tesis 
ini. Namun secara khusus ada perbedaan sebab buku hanya menyinggung proses 
masuknya Islam di Kerajaan Bone, sedangkan Tesis ini menjelaskan secara total 
mengenai masuknya, penerimaan, dan penyebaran Islam di Kerajaan Bone. Tesis ini 
juga menjelaskan peran Kerajaan Bone dalam menjalankan penyebaran Islam di 
wilayah Bone dan akulturasi kebudayaan Bone dengan Islam.   
Adapun skripsi di atas, secara umum memiliki relevan dengan penelitian 
yang kami lakukan tetapi, secara khusus ada perbedaan di antaranya dari segi teori 
yang digunakan dan metodologi penelitian yang diterapkan, begitupun juga tesis ini 
akan berfokus pada peran beberapa Raja Bone dalam penerimaan dan penyebaran 
Islam di Kerajaan Bone. 
E. Kerangka Teoritis 
Hurgronje berpendapat ada tiga elemen yang mesti dibedakan dalam 
islamisasi, yaitu pertama, masuknya Islam, kedua, pendudukan muslim, dan ketiga, 
pendirian kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam.42 Teori yang sama dikemukakan 
Noorduyn, bahwa islamisasi terdiri atas tiga tahapan yaitu kedatangan, penerimaan 
dan perkembangannya,43 atau dimaknai dengan kerajaan yang bercorak Islam. 
                                                          
42C. Snouck Hurgronje, Muhammadanism; Lectures on Its Orogin, Its Religion, and Political 
Growth, and Its Present State (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1916), h. 53. Lihat juga Andi Faisal 
Bakti, op. cit., h. 3. 
43J. Noorduyn, loc. cit., h. 10. 
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Sedangkan Johns menyatakan, bahwa faktor yang menyebabkan Islam mudah 
diterima karena Islam disampaikan melalui pendekatan atau menggunakan unsur-
unsur lokal dalam konteks Islam “titik-titik persamaan” antara budaya dan atau 
kepercayaan masyarakat Bone pra-Islam dengan konsep yang di bawah oleh Islam.44 
Sartono menyatakan, masyarakat dalam menghadapi proses akulturasi, yang mana 
varian-varian sikap yang ditunjukkan, yaitu: a) Rejection (ditolak), b. Negosiasi, dan 
c) Reception (Islam diterima).45 Varian-varian sikap yang ditunjukkan, sangat 
ditentukan oleh karakter budaya lokal dengan prinsip dan karakter Islam. Dengan 
demikian teori ini akan membantu melihat bagaimana akulturasi Islam dengan 
masyarakat Bone.  
Selanjutnya dalam penyebaran dan penerimaan Islam pada masyarakat di 
Kerajaan Bone, akan menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun 
an-na>s ‘ala din al-ma>lik (rakyat akan agama raja).46 Selanjutnya ungkapan dalam 
Bahasa Bugis polo papa, polo panni (patah tulang, patah sayap) ungkapan ini 
tentang tanggapan masyarakat terhadap perintah raja, yang maksudnya, bila raja 
berkehendak, maka yang diperintah (rakyat) harus mengikuti, tidak ada daya untuk 
melawannya, raja yang menentukan segala-galanya.47  
Berdasarkan teori proselitisasi (kegiatan penyebaran Islam) menurut Snouck 
Hurgronje dan Nooduyn, teori konvergensi (perpaduan antara ajaran Islam dan 
                                                          
44A.H. Johns, “Sufism as a Category in Indonesian Literature an History,” JSEAH, 2, II 
(1961), h. 10-23.  
45Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah (Jakarta: 
Gramedia, 1992), h. 160.  
46Abdul Rahman Ibn Khaldum, op. cit., h. 24. 
47Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis  
(Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 1985), h. 401. 
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budaya lokal) menurut Johns dan teori propagasi (proses akulturasi) menurut 
Sartono, maka penelitian tentang islamisasi di Kerajaan Bone, akan dianalisis 
berdasarkan kepada tiga teori tersebut di atas dan konsep penyebaran dan 
penerimaan oleh Ibnu Khaldun an-na>s ‘ala din al-ma>lik dan ungkapan Bahasa Bugis 
Polo Papa Polo Panni. Sehingga kerangka teori penelitian tentang islamisasi  
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F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) historis 
deskriptif-analisist, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian ini tidak semata-mata 
bersifat naratif, tetapi juga bermaksud menerangkan kejadian masa lampau secara 
analitis. 
2. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan Historis 
Pendekatan historis menilai suatu fakta dari aspek waktu, tempat, tokoh, dan 
konteks yang melatarbelakangi sebuah peristiwa. Melalui pendekatan historis 
seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan 
membumi. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau 
keselarasan antara yang terdapat di alam idealis dengan yang ada di alam empiris.48 
Dengan pendekatan ini seseorang dapat memahami tentang sejarah Kerajaan Bone. 
b. Pendekatan Sosiologi dan Antropologi 
Pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu 
dan di dalamnya akan terungkap golongan sosial yang berperan, pelapisan sosial, dan 
peranan serta status sosial.49 Pendekatan sosiologi digunakan dalam memahami 
aktualisasi ajaran Islam di Kerajaan Bone. 
Pendekatan antropologi ini dimaksudkan pembahasan Tesis ini mengarah 
pada perkembangan Kerajaan Bone dengan diterimanya agama Islam. Sebaliknya 
                                                          
48Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 47. 




agama Islam di Kerajaan Bone juga mengalami perkembangan karena pengaruh dari 
kebudayaan lokal. 
3. Sumber Data 
Ada dua macam sumber dalam pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: 
a. Sumber data primer (primary sources) merupakan sumber-sumber dasar 
yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Dalam 
pengertian lain dapat dijelaskan bahwa data primer adalah data yang isi dan 
kajiannya merupakan kajian yang ditulis oleh pelaku peristiwa, yaitu 
sumber-sumber tertulis dalam lontara. Sumber primer dari lontara adalah 
Lontara Akkarungeng ri Bone, Lontara Attoriolong dan Lontara Latoa. 
b. Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau 
catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinil.50 Dapat 
juga diartikan sebagai data pendukung, penulis kajian bukan orang terjung 
langsung dalam peristiwa tersebut, tetapi dapat menunjang dan berkaitan 
dengan penelitian ini, baik dari segi data maupun dari segi teori yang 
disajikan. Sumber data tersebut berupa tulisan-tulisan, baik yang ditulis 
oleh penulis dari dalam negeri ataupun penulis asing, yang berkaitan dengan 
pembahasan islamisasi Kerajaan Bone. 
4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 
Penelitian bersifat kepustakaan (library research). Maka, metode yang 
digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang ditempuh dalam 
melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
  
                                                          




Heuristik51 adalah kegiatan menghimpun jejak masa lampau. Dalam tahap ini 
penulis mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti 
naskah-naskah kuno (manuskrip) atau suntingan filolog dan  referensi-referensi asing 
atau dalam negeri (Indonesia) yang terkait dengan penelitian ini.52 Tahap ini adalah 
tahap awal dalam penelitian dengan menelusuri literatur yang relevan dengan judul 
penelitian. 
b. Kritik Sumber 
Menyelidiki atau mengkritik sumber tentang masa lampau yang diperoleh, 
meneliti dengan cermat semua teks dari sumber-sumber yang dikumpulkan baik 
yang masih berupa manuskrip maupun yang sudah disalin ulang atau dicetak, 
sebelum peneliti memanfaatkan segala informasi yang terdapat dalam teks-teks 
tersebut. 
c. Interpretasi 
Langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah data yang sudah dikritik, 
dibaca kembali dengan pendekatan hermeneutic.53 Khususnya data yang bersumber 
dari Lontara. Di sini pula peran berbagai ilmu sosial bekerja untuk 
menginterpretasikan data atau dokumen-dokumen yang ada seperti pendekatan 
                                                          
51Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein yang artinya memperoleh. Heuristik adalah 
suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu, lihat G.J. Ranier  History its Purpose and Method, 
Terj. Muin Umar, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 113.  
52Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), 
h. 61. 
53Hermeneutika (Bahasa Yunani) yang berarti penerjemah. Melalui pendekatan ini seluruh 
fakta yang berupa teks harus bisa dipahami secara baik, jika ada jurang pemisah antara fakta dan 
kenyataan-kenyataan rasional, kita harus menjembatani dan menjelaskannya sesuai dan selaras 
dengan dua titik pangkal yang berbeda itu. Lihat F.R. Angkersmit, Denken Over Geshiedenis, terj. 
Dick Hartoko, Refleksi tentang Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 153-154.  
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sosiologi dilakukan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti 
golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, konflik berdasarkan 
kepentingan ideologi dan sebagainya.54 Pada tahap ini peneliti melakukan 
interpretasi pada data yang dikumpulkan, dalam kata lain interpretasi merupakan 
subjektifitas dari penulis. 
d. Historiografi 
Langkah terakhir penelitian ini adalah penulisan kembali menjadi susunan 
atau laporan penelitian yang konstruktif dan konseptual dengan konfigurasi yang 
mudah dipahami. Melalui pendekatan deskriptif-analisis, seluruh rangkaian fakta 
yang beragam itu disusun kembali (reconstruction) menjadi penjelasan yang utuh 
dan komprehensif supaya mudah dipahami. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan kondisi Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam. 
b. Untuk mendeskripsikan secara jelas tentang proses kedatangan, penerimaan, 
dan terbentuknya kerajaan yang bercorak Islam.  
c. Untuk mengetahui akulturasi Islam dengan masyarakat Bone. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, kajian/penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi kekayaan khasanah budaya, khususnya kebudayaan Islam. 
b. Secara praktis kajian ini diharapkan bermanfaat bagi para ilmuan khususnya 
bagi cendekiawan muslim. 
  
                                                          
54Sartono Kartodirjo, op. cit, h. 4. 
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H. Garis Besar Isi Tesis 
Tesis ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lain ada saling 
keterkaitan sehingga merupakan suatu totalitas yang tidak terpisahkan. Berangkat 
dari judul Islamisasi Kerajaan Bone (Suatu Tinjauan Historis), sistematika sebagai 
berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar 
belakang, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian 
pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 
garis-garis besar isi tesis. 
Bab kedua, membahas kondisi Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam. Bab 
ini dibagi dalam dua sub bab, yang meliputi bagian pertama, membahas tentang 
pembentukan dan perkembangan, struktur pemerintahan Kerajaan Bone. Bagian 
kedua, membahas tentang kebudayaan pra-Islam. Pembahasan ini sangat penting, 
karena mengemukakan aspek yang berkaitan dengan Kerajaan Bone dan kondisi 
Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam. Pembahasan ini penting untuk dapat 
mengetahui karakteristik budaya Bone yang dapat membantu menjelaskan mengapa 
Kerajaan Bone menerima Islam. 
Bab ketiga, mengemukakan kegiatan Islam di Kerajaan Bone. Pembahasan 
ini berangkat dari teori islamisasi J. Noorduyn, yaitu kedatangan Islam, penerimaan 
Islam dan pembentukan kerajaan yang bercorak Islam. Pada bab ini akan membahas 
tentang sub bab pertama mengenai kedatangan Islam, yang dimaksud adalah 
penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo, dengan dua 
cara, yakni dengan cara damai ditandainya dengan masuknya Islam Raja Bone XI 
yaitu Latenriruwa Matinroe Ri Bantaeng dan diberi gelar Sultan Adam (1611 M.). 
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Cara yang kedua, dengan cara peperangan, dimana Kerajaan Bone dipaksa oleh 
Kerajaan Gowa-Tallo untuk menerima Islam dalam Musu Selleng pada tahun 1611 
M. Sub bab kedua membahas penerimaan Islam, yang dimulai dari perang 
dilancarkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo yang memaksa Raja Bone XII Latentipale 
Toakkeppeang Matinroe Ri Tallo (±1611-1626 M.), dipaksa mengucapkan 
“Kalimah-Syahadat” beserta para rakyatnya. Pada sub bab terakhir membahas 
tentang Kerajaan Bone sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Pada pembahasan ini 
akan diuraikan mengenai kedudukan raja dalam islamisasi, peran kerajaan terhadap 
islamisasi, dan metode penyebaran Islam. 
Bab keempat, berisi uraian tentang akulturasi Islam dengan masyarakat. Pada 
bab ini akan menguraikan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat yang 
meliputi aspek politik dan kehidupan sosial. Pembahasan ini merupakan hasil dari 
kegiatan penyiaran Islam yang dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bone. Sub 
bab pertama Islam dalam kehidupan politik. Sub kedua, Islam dalam kehidupan 
sosial masyarakat. 
Pada bab kelima, berisi kesimpulan dan implikasi. Dalam bagian ini penulis 
menguraikan tentang kesimpulan dan implikasi tentang kondisi Kerajaan Bone 










KONDISI KERAJAAN BONE SEBELUM DATANGNYA ISLAM 
A. Konsep To Manurung dalam Pembentukan dan Perkembangan Kerajaan Bone  
Sebelum terbentuknya Kerajaan Bone, daerah Bone terdiri dari gabungan 
unit-unit politik atau persekutuan masyarakat yang disebut anang yang dipimpin 
oleh matowa anang (pemimpin kaum). Selanjutnya anang terbentuk menjadi wanua1, 
seperti Wanua Ujung, Tibojong, Ta’, Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng, 
dan Macege.2 Pembentukan wanua didorong oleh ikatan keturunan dari satu nenek 
moyang yang sama dan membentuk persekutuan teritorial yang tertutup terhadap 
persekutuan teritorial hidup lainnya, dalam sistem kepemimpinan patrimonial (garis 
keturunan dari pihak ayah). Hal inilah yang menciptakan permusuhan di antara satu 
wanua dengan wanua lainnya dan saling membunuh. Zaman ini, oleh Pelras disebut 
dengan zaman anarkis atau kekacauan.3  
Persekutuan teritorial tertutup menyebabkan setiap wanua bermusuhan 
dengan wanua yang lainnya, mereka tidak menjalin komunikasi, tidak punya 
peraturan lagi dan tidak ada raja. Zaman tersebut berlangsung cukup lama kurang 
lebih pitu tutture|nna (mungkin yang dimaksud tujuh generasi atau tujuh puluh tujuh 
tahun).4 Seperti yang tergambarkan dalam Lontara Attoriolong yang disusun oleh B. 
                                                          
1Wanua sama dengan desa, atau negara pada saat itu. 
2Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 
Selatan, 1989), h. 11-12. Lihat juga. Mattulada, Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi 
Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 40. 
3Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis (Cet. I; Jakarta: 
Nalar, 2006), h. 131.  
4Berdasarkan Lontara, Mattulada menggambarkan bahwa setelah para penguasa keturunan 
dewa kembali ke negeri para dewa, maka timbullah masa kacau, karena ketiadaan penguasa langit di 
28 
 
F. Matthes, “riasEGi pitu tuturEn aitn ed aru, sikuwtoni aitn tEsisEn tauew 
sieyw ad, tEekadE tEekbicr”.5 “riaseng pitu tutturenna ittana de arung, sikuwatoni 
ittana te|ssise|nna tauwe siewa ada, te|kkeade’ te|kebicara.”  Terjemahan bebas: 
Bahkan lontara menggambarkan periode ini sebagai periode di mana manusia seperti 
ikan (sianre bale tauwe), di mana yang lebih besar dan kuat memakan yang lebih 
kecil dan lemah.6 
Kondisi itu berubah ketika kehadiran seseorang yang tidak diketahui asal 
usulnya dan namanya, orang menyebutnya To Manurung (orang yang turun dari 
langit). Lukisan dari Lontara menyebutkan “nriasE ger tomnuru, nsb tErisE 
apoelGEn, tErisEto ainn amn.”Nariyaseng To Manurung, nasaba’ tenrisseng 
                                                                                                                                                                     
atas bumi, masyarakat manusia menjadi kacau  balau. Rakyat hidup liar dan saling bunuh membunuh. 
Pemimpin-pemimpin anang (kaum) kembali berpecah belah memperebutkan  pimpinan/kekuasaan 
dalam kaumnya. Mereka tak mampu menciptakan persatuan  dan perdamaian antara kaumnya, seperti 
yang telah dilakukan  pemimpin atau penguasa  dari langit. Dalam keadaan demikian, mereka rindu 
pada  kedamaian dan ketentraman. Mereka sangat mengharapkan  datangnya pemimpin  atau 
penguasa yang dapat menghimpun seluruh kaum yang saling bermusuhan, yaitu pemimpin  yang lebih 
tangguh dari pada kepemimpinan anang. Kondisi seperti tersebut dikenal pula dalam masyarakat 
Jawa, sehingga dikenallah konsep Ratu Adil bagi masyarakat Jawa. Dalam kondisi seperti 
digambarkan di atas, mereka lalu menemukan To Manurung (orang yang turun), maka dibuatlah 
perjanjian antara mereka  yaitu antara tomanurung dan orang biasa. Dengan demikian, pada periode 
Lontara, manusia biasa sudah mulai memegang peranan penting. Lihat Mattulada, Latoa Satu 
Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1985), h. 180. Tokoh To Manurung masih dianggap berasal dari dunia atas dan memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan manusia pada umumnya (manusia bumi). 
5Anonim, “Lontarak Attoriolong,” dalam B.F. Matthes, Boeginesche Chrestomathie, Jilid 
III, (Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919), h. 5. Kopi lontara penulis dapatkan di perpustakaan 
Yayasan al-Muallim Watampone, Kabupaten Bone. 
6Ibid., Metafora ini disebut dalam sastra India Kuno sebagai konsep matsyanyaya, atau 
“logika ikan”. Menurut gagasan India Kuno tetang perputaran masa, manusia akan turun derajatnya 
di ujung perputaran masa dan kehilangan perasaan terhadap tugas alaminya. Karena bakal tidak ada 
pemimpin, dan sebuah masyarakat tanpa raja tidak akan dapat hidup, “logika ikan” atau 
persamaannya di Barat “hukum rimba”, akan muncul. Lihat, Leonard Y. Andaya, A History of South 
Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, terj. Nurhady Sirimorok, Warisan Arung Palakka, 
Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 (Cet. I; Makassar: Ininnawa, 2004), h. 17. Lihat juga,  Anonim, 
Lontarak Bone, (diterbitkan pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1980), h. 91. 
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apolengenna, tenrissitto inanna amanna. Terjemahan bebas: dinamakan To 
Manurung, sebab tidak diketahui dari mana datangnya dan tidak pula diketaui ayah 
dan ibunya.  
Kemunculan To Manurung di Bone dikisahkan sangat luar biasa dalam 
Lontara Akkarungeng ri Bone:  
aEK esauw wEtu riesauwea aEso siyeR bilea lEet ewroea, ePwtoni 
tnea, riysEmis sips mkuw, naiy mGEdnn bilea, lEet ewroea, ePwtnea, 
tko Kmun ritu tau tEto ritEGn pdeG, msGE puet, riysEni tomnuru.7  
Engka seuwwa wettu risewwae esso sianre billae lette weroe, pewangtoni 
tanae, riasengmisa sipasa makkuwa, naiya mangeddanana billae, lette weroe, 
pewang tanae, takko engkamuna ritu tau tettong ritengana pandange, 
massange pute, riaseng To Manurung 
Terjemahan bebas: pada suatu masa, disuatu hari petir sambung-menyambung, 
guntur menggerumuh, serta gempa bumi, selama satu pekan (sipasa = bugis), 
ketika petir, guntur, dan gempa bumi berhenti, lantas ada seseorang yang 
kelihatan berdiri di tengah lapangan, berseragam putih, dan dinamakan 
tomanurung. 
Kemunculan To Manurung inilah awal mula pembentukan Kerajaan Bone. 
Peristiwa yang mendahului kemunculan To Manurung tidak dijelaskan secara rinci 
mengenai berapa lama peristiwa itu berlangsung, hanya disebutkan dalam lontara 
adalah sipasa (waktu (hari) bergiliran setiap kampung untuk menyelenggarakan 
pasar. Pen.). Menurut hemat penulis dan berdasarkan dari tradisi sekarang di Bone, 
bahwa setiap kampung mendapatkan giliran untuk menyelenggarakan pasar adalah 
setiap lima hari sekali, maka mungkin saja kejadian itu terjadi dalam lima hari. 
Kemunculan To Manurung yang diawali peristiwa yang sangat dahsyat 
seperti yang dijelaskan dalam lontara di atas, hal itu menarik perhatian masyarakat 
untuk menemuinya, karena peristiwa itu baru berakhir setelah kemunculannya. 
                                                          
7Anonim, Lontara Akkarungeng ri Bone, h. 1. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip 
Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar,  Rol 5 no. 8. 
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Orang-orang berdatangan dan berkumpul dari setiap “anang” (kaum) yang mendiami 
daerah-daerah tertentu, bersatu dan bersepakat untuk menemui To Manurung dengan 
memohon kiranya To Manurung dapat menetap bersama mereka agar ada yang dapat 
menyelesaikan pertikaian di antara mereka yang sudah sekian lama berlangsung. 
Setelah menemui To Manurung, orang banyak itu pun berkata: 
aiyn kilaow mairiko, lmruep, amsEankE, ajn mualj, mutudn ritnmu, 
naikon powtkE, ealomu ealo rikE, npsuromun kiaolai, kipogau, nmaun 
admE, nptromE, muetyaiwi, kietyaitosi nerko moRomuno mai rini, naiy 
kipgw.8  
Iyyaba kilaowang mairiko, lamarupe, amaseang-na’ke, aja’na muallajang, 
mutudang ritanamu, naikona poatakkeng, elo’mu elo’ rikkeng, napassuromuna 
kiyolai, kipogau, namau’na ana’meng, napattaromeng, muteakiwi, kiteatosi 
narekko monromuno mai, naiyya kiponggawa.  
Terjemahan bebas: adapun maksud kedatangan kami menemuimu, maksud dan 
harapan kami mendapatkan limpahan belas kasihan, kiranya tidak akan 
meninggalkan kami dan tinggal menetaplah menduduki tanahmu, kami semua 
inilah menjadi abdimu, kehendakmu adalah kehendak kami, perintahmu kami 
patuhi dan lakukan, apabila engkau tidak menyukai/menyenangi, kamipun 
tidak menyukainya, tetapi tinggallah di sini untuk raja kami. 
Mendengar perkataan orang banyak itu, maka yang disangkanya sebagai To 
Manurung berkata: bahwa ucapan kalian itu baik, tetapi aku beritahu kepada kalian 
semua, tidak mungkinlah saya menjadi raja, karena saya pun adalah budak, sama 
seperti kalian semua, jika engkau ingin memilih raja, maka tuanku itu bisa kalian 
pilih sebagai raja. Orang banyak itupun berkata: bagaimana kami dapat memilih 
yang tidak kelihatan oleh kami, maka berkatalah orang yang disangka sebagai To 
Manurung, jika kalian benar mau aku perlihatkan. Orang banyak menjawab, dengan 
jalan pengasihan dan bantuan sepenuhnya darimu, bawalah dan tunjukkanlah kepada 
kami. Kemudian dibawalah orang banyak tersebut pergi ke suatu tempat di 
Matajang, selanjutnya guntur kembali menggemuruh dan petir pun kembali 




sambung-menyambung, dan mereka mendapati To Manurung duduk di atas batu 
lebar (batu lappae) dengan berpakaian serba kuning, bersama tiga abdinya, seorang 
di antaranya memayungi dengan payung kuning, seorang lagi mengipasinya dan 
seorang lagi memegang tempat sirih-pinang, dari logam berupa kotak (Sale’nrang). 
To Manurung yang didatangi menyapa Matowa9 dan bertanya, apakah engkau itu 
Matowa? Matowa menjawab, iya tuan. Barulah orang banyak itu mengetahui, bahwa 
yang ditemuinya tadi itu bukanlah To Manurung, akan tetapi Matowa sebagai abadi 
To Manurung. 
Orang banyak itupun menghadap kepada To Manurung yang berpakaian 
serba kuning, lalu berkata:  
aiyn mai kilaow aikE silisE gw. mealokE kiamesy. tmrdE mai ritnt. ajn tlj. 
tudni mai naidin ripogw. ealomu ealo ridi. psuromu kuw. nmaun anmE. 
nptromE. muetyaiwi. kietyaitoai erkuw tudmuni mai. naikon powtkE..10  
Laoni tomaegae ritomanurung sanginridie, makkedani tomaegae, iyana mai 
kilaowang ikkeng silese gawa, maeloke kiamaseyang, tamaradde mai ritanata, 
ajanna tallajang, tudanni mai naidinna riponggawa, elo’mmu elo’ ridi, 
passuromu kuwa, namau’na ana’meng, napattarommeng, muteaiwi, kiteaitoi 
rekkowa tudangmuni mai, naikona powatakkeng.  
Terjemahan bebas: adapun maksud kedatangan kami menemuimu, untuk 
mendapatkan limpahan belas kasihan, tinggal menetaplah ritanamu, dan 
janganlah engkau meninggalkan kami, menetaplah dan andalah pemimpin 
kami, kehendakmu adalah kehendak kami, perintahmu juga, bila engkau tidak 
menyenangi/menyukai, kami pun tidak menyukainya, tetapi, pimpinlah kami, 
dan kamulah pemimpinku. 
To Manurung yang berpakaian serba kuning berkata: tEduwnwn awo, 
tEmbeltoko. (Tedduwanawana awo, tengmmabelletokko), terjemahan bebas: tidak 
kalian bercabang dan dua hati serta pikiran, tidak akan berkhianat. Maka orang 
                                                          
9Matoa selain bertugas sebagai pemimpin keluarga/kelompok, juga berfungsi sebagai 
pemimpin agama. 
10Anonim, Lontara Attorioloang, op. cit., h. 7 
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banyak menjawab: tEduw nwnw aikE tEmbelto aikE (Tedduwa nawanawa ikkeng 
temmabballeto ikkeng) terjemahan bebas: kami berkata benar.11 
aujujuGi aupribotoaulu adadmu tomeag aupetai ripkpk aulwE aelbiern 
adadmu, ri ewtu mbulo sipEpmu, rimealo mupCjik aru. 
Ujujungngi uparibottoulu ada-adamu tomaega upatei ri pakka-pakka ulaweng 
alebbirenna ada-adamu ri wettu mabbulo sipeppa-mu, ri ma’elomu pancajika 
arung.  
Terjemahan bebas: ku junjung janjimu ke atas kepala kata-katamu hai orang 
banyak (rakyat Bone) ku tempatkan ikrarmu dalam mahligai keemasan, 
menjadilah kehormatan dan tekadmu sekarang bersatu padu menerimaku 
sebagai rajamu.12 
Sejak saat setelah tercapainya kesepakatan antara To Manurung dengan 
seluruh anang, ulu anang, matowa bersama segenap orang banyak untuk menobatkan 
To Manurung itu menjadi raja, dan saat itu pulalah Kerajaan Bone mulai berdiri. To 
Manurung dibawa ke Bone yang telah dipilih langsung oleh rakyat Bone, maka 
terciptalah kehidupan yang aman dan damai, penghidupan yang makmur, semua 
bergembira, dan tidak ada kesusuhan sejak hadirnya To Manurung di tengah-tengah 
mereka. 
Masyarakat Bone tidak mengetahui nama atau gelarnya, jadi mereka hanya 
menamakan To Manurung sesuai dengan sifatnya. Sifat To Manurung yang menjadi 
dasar pemberian nama atau gelarnya adalah jika dia berdiri di tengah lapangan dan 
melihat orang di lapangan tersebut, maka To Manurung mengetahui berapa banyak 
                                                          
11Ibid.  
12Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya 
Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir (Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 52-53. Lihat juga, 
Abdurrazak Daeng Patunru, op.cit., h. 16. 
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orang di lapangan tersebut. Dengan demikian, orang memberinya gelar atau nama 
Mata Silompo’e Manurunge ri Matajang.13 
Mitos tentang To Manurung merupakan salah satu dari anasir yang ikut 
menguatkan nilai kebudayaan Bugis. Hal itu dipercaya sebagai cerita-cerita yang 
mengandung peristiwa-peristiwa dan makna-makna aktual.14 Ia mempunyai 
pengertian sebagaimana yang dikemukakan antropologi Bronislaw Malinowski, 
bahwa mitos adalah suatu unsur terpenting dari peradaban umat manusia, ia bukan 
cerita omong kosong, tetapi sesuatu kekuatan aktif yang tangguh, ia bukan suatu 
penjelasan intelektual atau suatu khayalan seni, tetapi ia suatu perjanjian tentang 
kepercayaan dan kebijaksanaan moral yang mempunyai manfaat.15 Mitos tentang To 
Manurung menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Bone pada saat itu, yang 
percaya kepada keberadaan dewa-dewa dan kepercayaan kepada To Manurung inilah 
dasar terbentuknya stratifikasi sosial di Kerajaan Bone. 
To Manurung sebuah cerita yang mengawali seluruh kerajaan di Sulawesi 
Selatan dan Barat, dan menjadi raja pertama semua kerajaan kecuali Kerajaan 
Wajo.16 Konsep To Manurung bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah konsep yang 
                                                          
13Anonim, Lontara Akkarungeng …, h. 2. Maksud dari Mata Silompo’e adalah orang yang 
mempunyai ketajaman (mata), dapat dengan tepat mengetahui dan menebak jumlah orang yang 
berada di dalam suatu dataran (lompo’e), dianggap turun dari langit karena tidak diketahui asal-
usulnya (manurung), kata yang menunjukkan tempat, sama kata “di” (ri) dan Matajang adalah nama 
daerah tempat kemunculannya. 
14Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; t.t.: Lembaga Penerbitan 
Universitas Hasanuddin, 1985), h. 70.  
15B. Molinowski, My the in Primitive Psychology (London: W.W.Norton and Company, 
1959), h. 87. 
16Abdurrazak Daeng Pantunru, Sejarah Wajo (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 
Sulawesi Selatan, 1983), h. 8. Bandingkan dengan Rahman Rahim, op. cit., h. 67. Yang memasukkan 
konsep To Manurung pada proses terbentuknya Wajo.  
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menganggap bahwa “raja adalah titisan dewa di atas permukaan bumi”.17 Orang 
yang mampu mengakhiri periode keterpurukan yang terjadi di Kerajaan Bone. Kalau 
kita melakukan reinterpretasi secara analisis mendalam mengenai To Manurung, 
maka To Manurung (orang yang turun yang berarti dari tempat tinggi) yang 
dimaksud masyarakat Bugis-Makassar adalah orang yang memiliki pandangan lebih 
luas dan maju serta menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang diperlukan 
masyarakat pada masa itu, seperti yang disebutkan oleh Andi Anton Pangeran. To 
Manurung dianggap sebagai simbol suatu ideal type dari kepemimpinan politik 
(political leadership) dalam budaya politik masyarakat tradisional.18 
Satu hal yang menarik dari kedatangan To Manurung yakni terjadinya 
eksperimen baru dengan bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-bentuk 
kekuasaan pada tingkat kaum yang dipimpin oleh matowa, ke bentuk kekuasaan 
baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan satu orang yaitu To 
Manurung, yang dijadikan raja. Lahirnya suatu kerajaan dengan kedatangan To 
Manurung, tidak melalui penaklukan atau paksaan fisik atau penindasan sesuatu 
golongan atau kelas masyarakat.19 
                                                          
17Dalam Lontara I La Galigo dijelaskan, bahwa raja-raja Bugis-Makassar merupakan 
keturunan Dewa Patotoe  (yang menentukan nasib), yang tinggal di atas “Botinglangi” (Petala 
langit). Lihat, Anonim, Lontara I La Galigo. Kepunyaan M. Ali Sewe, Barru. Kopi lontara ini 
tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Proponsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol. 15, no.9. 
Konsep kepemimpinan To Manurung, selengkapnya lihat Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan 
Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 27-28. 
18Andi Anton Pangerang, Landasan Kultural Bagi Civil Society: Perspektif Budaya Luwu,” 
dalam  Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.), Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah 
dan Antropologi (Cet. I; Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2000), h. 66.  
19Ibid., h. 415.  
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To Manurung juga sebagai Antropologi politik orang Bugis untuk 
membentuk sebuah negara,20 sebagai solusi dari kemujudan masyarakat Bone pada 
saat itu, ketika masyarakat sangat terbelakang perkembangannya dari berbagai hal. 
Kemampuan raja menyusun berbagai sistem kenegaraan sesuai sikap hidup dan nilai-
nilai ideal dari wujud kebudayaannya, seperti hukum, kaidah kehidupan dan 
sebagainya. Sehingga menurut penulis, bahwa anggapan masyarakat mengenai raja 
pertama Kerajaan Bone adalah To Manurung (orang yang turun dari langit) itu tidak 
benar, melainkan kemampuan raja secara rohani dan jasmani yang mampu 
menghimpun dan mempersatukan masyarakat Bone dari sebuah periode 
keterpurukan. Akan tetapi, kesulitan atau krisis yang terjadi sebelum kedatangannya 
dan mampu mengatasi kesulitan dan krisis yang terjadi sebelumnya, maka wajar dan 
layak mendapatkan gelar yang mulia To Manurung. 
Konsep kepercayaan terhadap To Manurung sangat penting dan berpengaruh 
dalam kajian islamisasi, kepercayaan terhadap raja yang merupakan keturunan To 
Manurung sebagai personifikasi dewa di bumi. Ketika raja menerima Islam maka 
seluruh masyarakat akan menerima Islam sebagai wujud dari kepercayaan terhadap 
To Manurung. 
Lontara tidak menyebutkan secara terperinci tahun terbentuknya Kerajaan 
Bone, yang disebutkan dalam lontara hanya lamanya beberapa raja memerintah. 
Merujuk kepada perayaan hari jadi Bone yang setiap tahun dilaksanakan, yang tahun 
ini dirayakan hari jadi Bone yang ke 683 tahun. Jadi Pemerintah Kabupaten Bone 
sekarang ini menggunakan tahun 1330 sebagai tahun terbentuknya Bone (kerajaan 
                                                          
20Lihat Mattulada, Latoa ……, h. 3.  
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Bone). Tahun 1330 M. menurut penulis hanyalah merupakan perkiraan, sebab 
kemungkinan penanggalan orang Bone dahulu berbeda dengan penanggalan sekarang 
(Masehi). Ada beberapa istilah yang digunakan orang Bugis yang menandakan 
waktu, seperti Pattaungeng atau perhitungan tahun yaitu waktu disesuaikan panen 
padi atau jagung (dahulu orang hanya satu kali panen setahun). Ada juga dikenal 
bilang duapulo21 yaitu 20 hari, perhitungan hari ini sebagai hari-hari yang baik untuk 
melaksanakan sesuatu, mungkin saja hal inilah sebagai patokan orang Bone 
terdahulu dalam menentukan hari untuk satu bulan. Ada juga istilah sipasa yang 
mungkin terdiri dari lima hari. Selain itu perkataan pariamang22 ada yang 
mengartikan sebagai waktu yang lama, juga mengartikan satu generasi (25 tahun), 
ada juga mengartikan sepuluh tahun, dan ada juga yang mengartikan delapan tahun 
atau windu (jawa). 
Kerajaan Bone dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone menjadi 
kerajaan yang penting di Sulawesi Selatan. Pada abad XVI-XVII Kerajaan Bone 
menjadi saingan politik Kerajaan Gowa-Tallo, terindikasikan pada banyaknya 
perang antara kedua kerajaan ini, pada akhirnya Kerajaan Bone ditaklukkan oleh 
Kerajaan Gowa-Tallo selama kurang lebih 17 tahun lamanya.23 Kerajaan Bone 
                                                          
21Anonim, Lontara Adek Sekkek Rupa II, (diterbitkan dengan biaya pemerintah Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan: 1991), h. 1-2. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI 
Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar,  Rol 5, no. 3. 
22Anonim, Lontara Attoriolong, dalam B.F. Matthes……, h. 8. 
23toboen riplao at rimksea, nsEpulo pitu taun jEn tobl npeawai toboen. To Bone 
ripallao ata’ rimangkasae naseppulo pitu taunna jennang tobala napaewai to Bone. Terjemahan bebas: 
Orang Bone menjadi ata’ (dikuasai) oleh Gowa, selamah tujuh belas tahun, Jennang dan Tobala 
memerintah di Bone. Anonim, Lontara Attoriolong ri Bone, h. 15. Kopi lontara penulis dapatkan di 
perpustakaan al-Muallim di Watampone, Kabupaten Bone. Sewaktu berada di bawah kekuasaan 
Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Bone diperintah oleh seorang Jennang yang bernama To Bala sebagai 
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kemudian mampu membebaskan diri dari penguasaan Kerajaan Gowa-Tallo setelah 
Kerajaan Bone yang dipelopori oleh Arung Palakka dengan pemerintahan Belanda 
(VOC) yang diwakili oleh Admiral Speelman. Setelah kejatuhan Kerajaan Gowa-
Tallo, Kerajaan Bone bangkit dan menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki 
pengaruh yang sangat besar sampai awal abad XX, Kerajaan Bone memainkan peran 
penting dalam sejarah politik di Sulawesi Selatan.24 
Peranan dan pengaruh Kerajaan Bone yang sangat besar di Sulawesi Selatan, 
sehingga di antara kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, seperti Luwu, Soppeng, Wajo, 
dan lain-lainnya. Kerajaan Bone menjadi standar dari pola-pola kehidupan politik-
ekonomi dan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Demikianlah maka 
sampai sekarang yang dijadikan bahasa Bugis standar, adalah bahasa Bugis orang 
Bone.25     
Pada perkembangan selanjutnya, pada abad XIX Kerajaan Bone menjadi 
saingan Belanda dalam memperluas kekuasaan dalam bidang ekonomi dan politik. 
Akibatnya, kedua penguasa ini pernah terlibat perang besar. Perang itu terjadi pada 
tahun 1824-182526 dan pada tahun 1859-1860. Pada perang yang terjadi pada tahun 
1859-1860, Kerajaan Bone mengalami kekalahan dan akhirnya jatuh dalam 
kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan status sebagai kerajaan pinjaman.27 
Tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda menyerang Kerajaan Bone yang dikenal 
                                                                                                                                                                     
wakil dari Kerajaan Gowa. Kerajaan Bone terlepas dari kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Gowa-
Tallo setelah meletus Perang Makassar yang diakhiri dengan Perjanjian Bungaya pada tahun 1667.    
24Edward L. Poelinggimang, dkk., op. cit., h. 35.   
25Mattulada, Latoa ……, h. 6.   
26Suriadi Mappangara, (ed.) Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai Tahun 1905 (Cet. 
I; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 214. 
27Ibid., h. 352.  
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sebagai Rumpa’na Bone, Kerajaan Bone mengalami kekalahan dan merebut ibu kota 
Watampone serta ditawannnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri dan menjadi 
daerah jajahan pemerintahan Hindia Belanda.28 
Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Kerajaan Bone menyatakan berdiri di 
belakang Republik Indonesia, tetapi oleh siasat politik devide et impra Belanda 
maka pada tanggal 24 Desember 1946 muncullah Negara Indonesia Timur (NIT) di 
mana Bone termasuk pula di dalamnya. Akan tetapi, pada bulan Mei 1950 situasi 
politik Bone makin hangat hingga terjadilah demonstrasi rakyat di Kota 
Watampone, mereka menuntut dihapuskannya pemerintahan feodal, daerah Bone 
tetap di belakang Republik Indonesia, bubarkan Negara Indonesia Timur. Sehingga 
pada tanggal 21 Juni 1950 Pemerintah Kerajaan Bone menyerahkan kekuasaan 
legislatif kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 1953 Gubernur Sulawesi 
Selatan dijabat oleh Soediro, melantik anggota DPRD Bone sehingga dengan resmi 
Kerajaan Bone pun menarik diri dari sejarah sebagai pemerintahan kerajaan yang 
setingkat dengan kabupaten lainnya dari Negara Republik Indonesia, yang dipimpin 
oleh Kepala Daerah (Bupati).29 Mulai pada saat itu Kerajaan Bone tidak ada lagi, 
yang ada adalah Kabupaten Bone.   
B. Struktur Kerajaan Bone 
 Struktur kerajaan penting untuk dikemukan dalam kajian ini, untuk 
menggambarkan hirarki politik Kerajaan Bone pra-Islam dan apakah terjadi 
                                                          
28Lihat, Robert Cribb & Audrey Kahin, Historical Dictionary of Indonesia, terj. Gatot 
Triwira, Kamus Sejarah Indonesia (Cet. I; Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), h. 80. 
29Andi Palloge, op. cit., h. 347-348. 
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perombakan atau perubahan struktur kerajaan setelah diterimanya Islam sebagai 
agama resmi kerajaan, khususnya dalam proses akulturasi Islam dalam kehidupan 
politik. Struktur pemerintahan Kerajaan Bone pra-Islam tidak jauh berbeda dengan 
struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi Selatan. 
Persamaan ini disebabkan karena konsep kehadiran dan prosesi kedatangan To 
Manurung bagi kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar juga sama. Adapun Struktur 
pemerintahan Kerajaan Bone, adalah sebagai berikut: 
1. Arung Mangkau 
Arung Mangkau atau raja merupakan sentral kegiatan politik pemerintahan, 
kemasyarakatan dan upacara keagamaan. Karena masyarakat menganggap To 
Manurung dan keturunan yang berhak menduduki jabatan tersebut dan yang 
memiliki kekuatan kharismatik30 seperti yang dijelaskan oleh Ahmad M. Sewang, To 
Manurung merupakan simbol yang sangat dimuliakan dan hidup dalam lingkungan 
sosial yang terpisah dari masyarakat kebanyakan.31 Karena Arung Mangkau hidup 
dalam lingkungan yang terpisah dari masyarakat, kebanyakan hidup di istana, maka 
di istananya pun dilengkapi dengan para petugas istana serta dayang-dayang dan 
dikelilingi oleh anak-anak bangsawan dan kaum kerabatnya. 
Arung Mangkau atau raja di Kerajaan Bone bergelar Arumpone (raja di pusat 
Bone), biasa juga ia digelar dengan “Petta Mangkaue” (raja yang berkuasa dan 
duduk di atas tahta kerajaan). Raja diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat 
oleh Ade Pitue setelah dibentuk sesuai dengan sistem aristokrasi, akan tetapi 
                                                          
30Mereka dianggap sebagai keturunan dewa-dewa dari langit yang memerintah di petala 
bumi. Lihat Mattulada, Latoa..., h. 402-403.  
31Ahmad M.Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) (Ed. II, 
Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 125.  
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sebelum dibentuknya Ade Pitue raja Bone dipilih raja sebelumnya dan dari 
keturunannya. Di Kerajaan Bone raja tidak hanya diperuntukkan kepada seorang 
laki-laki, tetapi terbuka untuk perempuan. Oleh karena darah dan keturunan yang 
lebih diperhatikan, maka sepanjang sejarah Kerajaan Bone pernah dipimpin oleh 
tujuh raja perempuan.32 Hal ini membuktikan, bahwa darah sangat memegang peran 
penting dalam menunjuk siapa yang berhak menjadi raja. Darah bangsawan menjadi 
pilihan utama. Oleh karena itu, meskipun seseorang itu masih kecil atau belum 
cukup umur, ia akan tetap dilantik menjadi raja, seperti Raja Bone III La Saliu 
Karampeluwa. Dalam Lontara Akkarungnge ri Bone, dikatakan bahwa beliau 
dilantik sehari setelah beliau lahir.33 
Arung Mangkau atau Raja Bone tidak hanya diduduki oleh putra mahkota 
secara turun temurun dari ayah kepada anaknya, tetapi bila ditelaah lebih rinci lagi 
banyak Raja Bone yang digantikan oleh sepupu, keponakan, dan saudaranya. Ini 
menandakan syarat terpenting bagi seseorang untuk menduduki tahta kerajaan 
adalah kemurnian darahnya. Persyaratan itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak 
dapat diganggu gugat, karena mereka adalah putra-putri keturunan To Manurung. 
2. To Marilaleng 
To Marilaleng artinya orang di dalam. Jabatan To Marilaleng dapat 
disejajarkan dengan Perdana Menteri sekarang ini dalam struktur pemerintahan.34 
Struktur ini dibentuk pada masa pemerintahan Raja Bone X We Tenri Tuppu 
Matinroe ri Sidenreng (±1602-1611 M), dalam lontara Attoriolong dikatakan bahwa 
                                                          
32Mattulada, Latoa….., h. 440. 
33Anonim, Lontara Akkarungeng……, h. 4. 
34Suriadi Mappangara, (ed.), op. cit., h. 448.  
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Arumpone (raja Bone) membentuk To Marilaleng dan memasukkan Arung Pitue 
dalam struktur To Marilaleng dengan alasan beliau sebagai perempuan yang harus 
dijaga dan selalu dibimbing dalam menjalankan pemerintahannya.35 
To Marilaleng bertugas mengatur semua urusan mengenai pengadilan dan 
urusan rumah tangga pemerintahan. Seseorang yang menduduki jabatan ini haruslah 
keturunan bangsawan. Arung Ujung yang juga annggota Ade Pitue merangkap 
sebagai To Marilaleng Malolo, yang mengepalai seluruh palili atau raja kecil. Semua 
perintah raja disampaikan palili lewat To Marilaleng Malolo.  
3. Ade Pitue 
Ade Pitue awalnya adalah Matowa Pitue dari tujuh unit kerajaan pada saat 
terbentuknya Kerajaan Bone. Ade Pitue yang juga lazim disebut Arung Pitue, 
dibentuk oleh Raja Bone ke X We Tentituppu Matinroe ri Seidenreng, seperti yang 
dijelaskan dalam Lontara Attoriolong: 
aiynea mKau, nptEto aru pitu, naiy mtowea ritibojo riysEni aru tiboji, 
mtowea ri t riysEni aru t, mtowea ritenet riat riasEni aru tenet riat, 
mtowea ritenet riaw riysEni aru tenet riaw, mtowea rimeceg riysEni aru 
meceg, mtowea riauju riysEni aru auju, mtowea ripoeC riysEni aru 
poeC.36 
Iyanae mangkau, napatettong Arung Pitue, naiya Matowae ri Tibojong 
riyasengnni Arung Tibojong, Matowae ri Ta riyasengnni Arung Ta, Matowae 
ri Tanete Riattang riyasengnni Arung Tanete Riattang, Matowae ri Tanete 
Riawang riyasenni Arung Tanete Riawang, Matowae ri Macege riyasengnni 
Arung Macege, Matowae ri Ujung riyasengnni Arung Ujung, Matowae ri 
Ponceng riyasengnni Arung Ponceng.  
Terjemahan bebas: inilah raja, mendirikan Arung Pitue, yaitu Matowa 
Tobojong menjadi Arung Tibojong, Matowa Ta menjadi Arung Ta, Matowa 
Tanete Riattang menjadi Arung Tanete Rianttang, Matowa Tanete Riawang 
menjadi Arung Tanete Riawang, Matowa Macege menjadi Arung Macege, 
Matowa Ujung menjadi Arung Ujung, Matowa Ponceng menjadi Arung 
Ponceng. 
                                                          
35Anonim, Lontara Attoriolong ri Bone…., h. 11.  
36Anonim, Lontara Attoriolong, dalam B.F. Matthes……, h. 35. 
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Adapun mengenai tugas dari Ade Pitue, lebih lanjut lontara menyebutkan 
sebagai berikut: 
mkEdai aru Poen, auuptEtomumEn aru pitu, mealom mai muwPiri 
rilaoRumai, aEREeG dupain townn tnea riboen, ap mkuRaiy, 
aEREeGtop mealok musprE liesn slsea ttEertEer, naiykiy auptEtomu 
aru pitu, tEmulairi tnea riboen, tEmuwdiPmsurE, tEmmnko riadmu, 
rieapomu, erko tEkuwisEGi, sGdin nko situdGEGi aidimnE wijn mpjueG, 
nriturun, mkrueG ri boen pslsao, ainp tonisiy llo ppmnmu riynmu 
riaEpomu37 
(makkedai Arung Pone, upatettokomenang Arung Pitu, maelokka mai 
muawampiri rilaonrumai, enrenge duppaina towanana tanae ribone, apa 
makkunraiya, enrengetopa maeloka musampareng lisenna salassae tattere-tere, 
naiyakiya upatettomu Arung Pitu, temmulairi tanae ribone, 
tengmuwaddumpasureng, tengmammanako riadammu, rieppomu, rekko 
tengwissengi, sangadinna nako situdangengi idimaneng wijanna mappajunge, 
narituruna makkarungnge ri bone pasalasao, inappa tonisiya lalo 
papammanamu riyanamu rieppomu) 
Artinya: Berkata Arung Pone, saya mengangkat engkau Arung Pitu, dengan 
maksud untuk membantu saya dalam menjalankan pemerintahan, mengawasi 
pertanian, mengatur dan menerima tamu Kerajaan None sebab saya 
perempuan, begitu pula untuk mencari dan memelihara harta benda istana yang 
terpencar-pencar, akan tetapi engkau sama sekali tidak berhak memindahkan 
jabatan, yang engkau pangkau kepada anak cucumu sebelum mendapat 
persetujuan dari kita semua anak keturunan Mappajungnge dan mendapatkan 
persetujuan dari Raja Bone yang berkuasa pada waktu itu.   
Perubahan Dewan Matowa Pitue menjadi Ade Pitue pada dasarnya bukan 
saja perubahan istilah, tetapi perubahan yang menyangkut tentang intensifikasi 
pemusatan kekuasaan dalam satu bentuk kesatuan. Sebelumnya Matowa Pitue 
merangkap sebagai anggota Dewan dalam Kawerang (pusat kerajaan) Bone dan juga 
kapala wanua, maka ketika menjadi Ade Pitue peranannya sebagai kepala wanua 
dilepaskan dan berperan sepenuhnya sebagai pejabat kekuasaan pusat kerajaan. Ade 
Pitue yang merupakan Dewan Menteri yang disebut Pampawa Ade atau Pakkatenni 
Ade.38 
                                                          
37Ibid. 
38Andi Palloge, op. cit., h. 293-294. 
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Arung Pitue ini merupakan jabatan turun temurun dan mereka menjalankan 
beberapa bidang pekerjaan demi kepentingan raja dan rakyat banyak. Mereka ini 
membawahi beberapa sektor, kecuali yang berhubungan dengan perdagangan, 
perhubungan laut, beacukai, keagamaan, dan perkawinan. Dalam menjalankan 
tugasnya mereka masing-masing memiliki seorang pembantu yang disebut 
Sulewetang atau Arung Palili yang juga memiliki pembantu yang disebut Mado. 
Tugas mereka adalah sebagai pengganti apabila yang bersangkutan berhalangan 
untuk menghadiri undangan atau persidangan. 39 
 Tugas Ade Pitue sangat penting dalam struktur Kerajaan Bone, mereka akan 
dimintai pertimbangannya ketika raja ingin memutuskan sesuatu dan bahkan Ade 
Pitue bisa memberhentikan dan mencari pengganti raja, apabila raja dianggap 
memutuskan sesuatu yang tidak sesuai keinginan rakyat dan pertimbangan mereka. 
Hal ini terungkap ketika Ade Pitue bermufakat ketika Raja La Teriruwa (1611) 
menginginkan agama Islam dianut oleh rakyatnya dan sebagai agama resmi kerajaan, 
yang diserukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Pertimbangan Ade Pitue dan kekukuhan 
Raja La Tenriruwa untuk menerima Islam, maka Ade Pitue memutuskan untuk 
memberhentikan Latenriruwa sebagai raja dan menggatikannya dengan La Tenripale 
(±1611-1626 M). 
 Ade Pitue sebagai pejabat istana yang mengurusi hal-hal peradilan dalam arti 
luas, meliputi seluruh segi pelanggaran pangngadereng.40 Dalam melakukan 
                                                          
39Suriadi Mappangara, (ed.), op. cit., h. 449. 
40Pangngadereng adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma 
dan aturan-aturan ada dan tata-tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan 
hidup manusia bertingkah-laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan 
materiil dan non-materiil, Mattulada, Latoa…., h. 399.      
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peranannya dalam peradilan juga disebut To Mabbicara dan diartikan sebagai hakim. 
Secara struktural To Mabbicara dalam pemerintahan sangat penting. Demikian 
pentingnya, sehingga dalam Latoa banyak sekali ditekankan masalah kesejahteraan 
rakyat dan keselamatan negara sehubungan dengan jabatan dan tanggung jawab To 
Mabbicara.41 
To Mabbicara sebagai orang kedua dalam tampuk kekuasaan negara, juga 
menjadi berkewajiban untuk mendidik putera-puteri raja, sehingga mereka mengerti 
dan menghayati pangngadereng. To Mabbicara selalu bermusyawarah dengan para 
pancennangeng (penyelenggara tugas-tugas dalam istana) untuk penyerap aspirasi 
dari orang bawahan, mereka juga menuntun rakyat untuk memahami dan 
menghayati pangngadereng sebaik-baiknya, dan juga menjaga agar rakyat tidak 
terjerumus ke dalam bencana. 
 Inti tugas To Mabbicara pada umumnya adalah menghayati pangngadereng, 
menyelenggarakan dan mempertahankannya. Ade’ harus dipelihara, harus dihormati, 
karena ade’ adalah manifestasi keberadaan manusia sendiri. To Mabbicara sebagai 
penyelenggara pangngadereng yang berdiri di atas kepentingan raja dan rakyat, 
melindungi kepentingan yang lemah dan mematahkan kesewenang-wenangan dari 
kuat.42 
Pelras yang mengutip laporan James Brooke, menjelaskan tentang struktur 
Kerajaan Bone sangat sentralistik dan otoriter, meskipun pemilihan raja (Arung 
Mangkaue) dan perdana menteri (To Marilaleng) tetap diputuskan oleh sebuah 
dewan bernama Arung Pitue. Pada mulanya Kerajaan Bone juga berbentuk 
                                                          
41Ibid., h. 434. 
42Ibid., h. 436-437. 
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konfederasi, akan tetapi meski wanua sudah memiliki arung, organisasi, serta hukum 
sendiri, namun kekuasaan pusat terhadap wanua bawahannya lebih besar jika 
dibandingkan dengan kerajaan Bugis mana pun, kecuali Kerajaan Luwu.43 Perubahan 
struktur Kerajaan Bone, dikarenakan terbentuknya dewan ade pitue yang 
mempunyai banyak peran dalam struktur kerajaan dan anggota ade pitue berasal dari 
penguasa tujuh wanua dari tujuh daerah cikal bakal terbentuknya Kerajaan Bone. 
C. Kebudayaan dan Kepercayaan   
1. Strata Sosial 
Di dalam dunia realitas masyarakat tradisional, proses kelahiran pelapisan 
sosial banyak ditentukan oleh faktor yang bersifat mitos yang berkaitan erat dengan 
unsur-unsur yang bersifat “supernatural”. Kondisi sosial dan pemikiran yang 
demikian itu adalah suatu hal yang umum terjadi atau berlaku pada semua kelompok 
etnis yang terdapat di Indonesia. Meskipun demikian, pelapisan sosial itu juga tidak 
terlepas dari unsur karakteristik dari tiap-tiap suku bangsa itu dan faktor terjadinya 
beberapa variasi dalam kelahiran dan perkembangan pelapisan sosial dalam 
kehidupan masyarakat.44 Bagi masyarakat Bone, begitu pula dengan masyarakat 
Bugis-Makassar pada umumnya, pelapisan sosialnya dibentuk berdasarkan kehadiran 
To Manurung; di mana kehidupan demokrasi awal telah merupakan ciri dalam 
kehidupan institusi sosial mereka.      
                                                          
43Cristian Pelras, op. cit., h. 201. 
44Abu Hamid, Manusia Bugis Makassar, Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah 
Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 108. 
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Pelapisan sosial sangat penting dalam rangka mencari latar belakang 
pandangan hidup, watak dan sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat, lebih jauh dari 
itu akan mengungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat, termasuk 
kegiatan dan tingkah laku politik. Dalam kajian islamisasi stratifikasi sosial sangat 
penting, apalagi dalam islamisasi di Kerajaan Bone menggunakan konsep top down, 
sehingga pelapisan sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran dan pengamalan 
ajaran Islam. 
Mengenai pelapisan sosial masyarakat Bone, tidak jauh berbeda dengan 
struktur sosial masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya. Mattulada dan Abu 
Hamid berpendapat bahwa struktur sosial masyarakat Bugis-Makassar terdiri atas : 
a. Anakarung (anak bangsawan) merupakan pelapisan sosial masyarakat kaum 
kerabat raja-raja.  
b. Maradeka yaitu lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan. 
c. Ata yaitu lapisan sahaya.45 
Menurut Frediericy, pada hakekatnya pelapisan sosial masyarakat Bugis-
Makassar terdiri atas dua lapisan pokok, yaitu lapisan anakarung dan lapisan 
maradeka. Adapun lapisan ata (budak) hanya merupakan lapisan sekunder yang 
terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.46  
                                                          
45Mattulada tidak menggunakan istilah budak untuk ata (bahasa Bugis) seperti yang 
digunakan  oleh Friedecy dengan istilah  De Slaven (budak). Karena menurutnya konotasi istilah itu 
terlalu dekat dengan  suatu  sistem eksploitasi  tenaga manusia untuk kepentingan ekonomi dan 
politik. Jadi Mattulada menggunakan istilah sahaya untuk pengertian ata, sejumlah orang  yang 
mengabdikan dirinya untuk suatu lembaga  atau orang, karena lapisan ata dengan sadar melakukan  
pengabdian untuk menebus  pelanggaran yang dilakukan  atau untuk melepaskan kemerdekaannya. 
Mattulada, Latoa...., h. 30. Lihat juga Abu Hamid, Manusia Bugis Makassar…., h. 109. Lihat juga 
Andi Palloge, op. cit., 283-284. 




Kesimpulan Frediericy di atas, tentu merujuk pada beberapa lontara yang membahas 
mengenai  penyebab seseorang menjadi ata, yaitu : 
a. Seseorang yang kalah perang, lalu dijual oleh orang yang menang kepada orang 
lain. 
b. Seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain 
c. Seseorang yang ditawan, dan 
d. Melanggar pangngadereng.47  
Berdasarkan uraian tersebut, pelapisan sosial masyarakat Bugis-Makassar, 
sangat berbeda dengan pelapisan sosial masyarakat Jawa pada umumnya, di mana 
unsur kasta yang merupakan ajaran agama Hindu sangat dominan mempengaruhi 
proses kelahiran pelapisan sosial masyarakatnya.48 Demikian dominannya unsur 
kasta, sehingga perbedaan antara lapisan-lapisan sosial dalam kehidupan 
masyarakat sangat tajam.  
Di antara tiga lapisan sosial masyarakat di kalangan masyarakat Bugis-
Makassar, golongan anakarung sebagai keturunan bangsawan atau disebut kaum 
bangsawan, menempati derajat yang lebih tinggi dibandingkan golongan-golongan 
yang lain. Ia merupakan golongan elite yang sangat dihormati masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Hasan Walinono, bahwa elite ialah kelompok warga 
masyarakat yang memiliki kelebihan-kelebihan dari warga masyarakat lain, sehingga 
                                                          
47Anonim, “Lontara Latoa” dalam B.F. Matthes, Boeginesche Chrestomathie, Jilid II, 
(Amsterdam, 1872), h. 165. Lihat juga Mattulada, Latoa...., h. 31. idem, “Kebudayaan Bugis-
Makassar”, dalam Koentjaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : 
Djambatan, 1979),  h. 269.  
48Bambang Soemadi, dkk (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid II, (Jakarta: Depdikbud, 
1975), h. 34  
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masyarakat yang menempati kedudukan sosial ini, di atas para warga masyarakat 
lainnya.49 Golongan ini merupakan pelaku utama dalam politik pemerintahan. 
Andi Palloge menjelaskan tentang komposisi keturunan bangsawan dalam 
Kerajaan Bone,50 dapat dilihat di bawah ini: 
1) Anakarung To Bone (Anak Bangsawan atau raja-raja orang Bone) 
a) Anakarung Matasa’ (anak raja/putera-puteri mahkota yang darahnya murni), 
yaitu ayah dan ibunya anak arung matasa’, baik keturunan dari Kerajaan Bone 
sendiri maupun yang berketurunan dari kerajaan-kerajaan lain yang dinilai 
sederajat dengan Bone, antara lain: Luwu, Gowa, Wajo, Soppeng, dan Sidenreng. 
Golongan ini disebut ana pattola, yang berhak penuh mengganti raja. 
b) Anakarung Matasa’ (putera-puteri bangsawan asli yang bukan putera-puteri 
mahkota) yang keturunan dari kerajaan-kerajaan yang disebut pada aksara 1) di 
atas. Golongan ini juga disebut ana pattola, yang dapat pula menggantikan raja 
apabila putera-puteri mahkota tidak ada atau sesuatu yang lain. 
c) Arileng atau anak manrapi, yaitu anak yang lahir dari bapak dari kasta 1) atau 2) 
ibu dari kasta yang kasta atau darahnya menurut (tidak sama dengan sama 
suaminya), yang biasanya disebut rajeng. Golongan ini dapat diangkat menjadi 
raja bila tidak ada ana pattola, atau karena ana pattola dianggap tidak cakap 
untuk menduduki tahta kerajaan. 
d) Rajeng yaitu anak yang lahir dari bapak yang golongan 1) atau 2) dan ibunya dari 
golongan yang derajatnya lebih rendah, sehingga lazim disebut ana cera ciceng 
atau anakarung sipue (bangsawan separu) 
                                                          
49A. Hasan Walinono, “Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik”, Disertsi  (Ujung Pandang: 
Universitas Hasanuddin, 1990), h. 16.  
50Andi Palloge, op. cit., h. 283-285. 
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e) Anakarung Sipue yaitu anak yang lahir dari bapak, golongan 1) atau 2) dan 
ibunya dari golongan To Maradeka (orang biasa). 
f) Ana Sera (bangsawa campuran) yaitu anak yang lahir dari bapak dari golongan.  
2) V. dan ibunya dari golongan to maradeka. 
3) To Maradeka 
a) To Deceng yaitu orang baik-baik 
b) To Sama’ yaitu orang biasa atau orang awam 
4) Ata 
a) Ata Mana yaitu sahaya warisan dari orang tuanya. 
b) Ata Mabuang yaitu sahaya yang baru. 
Mattulada menjelaskan tentang pelapisan masyarakat Bone, bahwa seorang 
laki-laki dari golongan tertentu, boleh mengawini seorang perempuan dari golongan 
yang sama, atau golongan yang lebih rendah dari golongannya. Akan tetapi, dia 
dilarang menikah dengan perempuan dari golongan di atasnya.51    
Stratifikasi sosial tersebut, berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, 
terutama dalam kehidupan politik. Dalam struktur pemerintahan, jabatan-jabatan 
pemerintahan, merupakan milik kaum bangsawan. Karena itu dalam hal perkawinan, 
merupakan aib bila seorang bangsawan yang kawin dengan orang yang status 
sosialnya lebih rendah, hal inilah yang menyebabkan pemilihan jodoh bagi kaum 
bangsawan diutamakan dari kalangan sendiri atau di luar keluarga (di daerah lain) 
tetapi juga dari golongan bangsawan.    
                                                          
51Mattulada, Latoa….., h. 27. 
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Perkembangan selanjutnya, kemajuan yang diperoleh dibidang pendidikan, 
menjadi penunjang bagi kemajuan bidang-bidang lainnya, seperti; ekonomi, sosial 
dan budaya. Kemajuan yang dicapai dengan sendirinya mempengaruhi pandangan 
tentang pemilihan jodoh. Demikian pula halnya dalam bidang pemerintahan. Jabatan 
pemerintahan yang dulunya hanya menjadi hak kaum bangsawan, kini dapat 
dipegang oleh semua golongan. Begitupun dengan gelar seperti andi, baso dan 
daeng, meskipun masih digunakan dalam masyarakat, tidak lagi mempunyai arti 
yang mendalam sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Kecenderungan yang 
berkembang dewasa ini, lebih didasarkan pada tinggi rendahnya pangkat dalam 
sistem birokrasi kepegawaian atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang dan 
keshalehan keagamaan seseorang. Hal inilah yang kini berlaku di daerah Bone, 
seperti halnya daerah-daerah lain pada umumnya. 
Perlas berpendapat bahwa sekarang ini terjadi fleksibilitas dalam stratafikasi 
masyarakat Bugis tidak menganut sistem yang kaku. Emigrasi juga bisa menjadi 
jalan meningkatkan status. Bangsawan rendah, yang memimpin sekelompok kecil 
pengikutnya pindah ke wilayah lain, di mana tidak akan terjadi pemeriksaan leluhur 
(silsilah keturunan) kadang-kadang cenderung mengaku memiliki silsilah lebih 
tinggi dari sebenarnya. Bahkan keberhasilan di bidang ekonomi, juga bisa 
mendongkrak derajat seseorang. Orang yang memiliki kekayaan melimpah, 
menguasai tanah luas, punya rumah besar dan indah, dengan mudah akan dianggap 
berdarah bangsawan.52 Sehingga strata sosial yang telah dijelaskan sebelumnya 
terjadi fleksibilitas pada masyarakat Bugis saat sekarang ini, banyak bangsawan 
                                                          
52Cristian Pelras, op. cit., h. 196. 
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rendah menjadi bangsawan tinggi, bahkan seorang yang tidak mempunyai keturunan 
bangsawan bisa saja menjadi bangsawan dikarenakan jabatan dan ekonomi disuatu 
daerah. 
2. Adat istiadat  
Sistem norma dan aturan-aturan yang dianggap luhur dan keramat yang telah 
mengikat orang Bugis-Makassar termasuk Bone, keseluruhannya disebut 
pangngadereng yang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi 
bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya manusia dan 
terhadap pranata-pranata sosial secara timbal balik yang menyebabkan adanya gerak 
atau dinamika masyarakat. 
Sistem pangngadereng yang berlaku di Bone tidak jauh berbeda dengan 
sistem pangngadereng di daerah-daerah Bugis-Makassar lainnya. Sistem 
pangngadereng yang berlaku di Bone pra-Islam, terdiri atas empat unsur pokok, 
seperti yang dikemukakan oleh Mattulada, yaitu; ade’, bicara, rapang dan wari.53  
Untuk lebih jelas, penulis akan menguraikan keempat unsur pangngadereng tersebut, 
sebagai berikut: 
  
                                                          




Ade’54 merupakan segala tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ade’ 
bukan sekedar kebiasaan,55 tetapi merupakan tata tertib normatif yang memberikan 
pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi dan menciptakan kebudayaan, baik 
idiologis, mental spiritual maupun fisik. Dalam Latoa diungkapkan “ade’ 
mengokohkan kebesaran, mencegah perbuatan kekerasan orang kuat untuk berbuat 
sewenang-wenang.”56 Dengan demikian, ade’ merupakan tempat bersandarnya orang 
lemah. 
Setiap orang yang lahir dalam ade’, dia merasa memiliki dan kemudian 
berperan di dalamnya, memelihara dan menjaganya dengan segala sikap dan tingkah 
laku dan perbuatannya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu ada ungkapan, ade’ 
itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia, sehingga seseorang yang tidak 
mengetahui, tidak menghayati dan tidak menyesuaikan diri dengan ade’ tidak pantas 
disebut manusia.  
Dari sini nampak jelas makna filosofi yang dikandung ade’; ia menjadi 
tempat bersandarnya orang lemah dan memberikan kehidupan baru bagi orang 
lemah. Mattulada membagi ade’ dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut: 
1) Ade akkalaibinengeng atau norma mengenai hal ihwal perkawinan, hubungan 
kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah 
                                                          
54Ade’ diterjemahkan sebagai adat, itu merupakan pengertian salah yang dapat 
mengelirukan. Maka akan lebih keliru lagi, apabila ade’ itu diterjemahkan dengan hokum adat atau 
adat kebiasaan. Berkenan dengan itu, lebih baik apabila dikatakan bahwa ade’, meliputi semua usaha 
manusia dalam memperistiwakan diri dalam kehidupan bersama dalam semua lapangan kebudayaan. 
Mattulada, Latoa…., h. 345. 
55Rahman Rahim, op. cit., h. 124  
56Mattulada, Latoa...., h. 345. 
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keturunan dan aturan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga, etika 
dalam rumah tangga serta sopan santun pergaulan antar kaum kerabat. 
2) Ade’ tana atau norma-norma mengenai hal ihwal mengenai kenegaraan, 
memerintah negara dan berwujud sebagai hukum negara, hukum antar negara, 
etika dan pembinaan insan politik.57 
Pembagian di atas, menjelaskan bahwa ade’ merupakan tata tertib normatif 
dan pedoman hidup yang tidak membedakan strata sosial seseorang bahkan dengan 
ade’ posisi seseorang yang mempunyai strata sosial yang tinggi sama perlakuannya 
dihadapan ade’ dengan orang lemah. 
b. Bicara 
Bicara adalah merupakan unsur pangngadereng yang berkaitan dengan 
peradilan yang menentukan hak dan kewajiban seseorang pada peradilan adat. 
Seperti yang diungkapkan Arung Bila dalam Lontara latoa: naiy riasEeG bicr, 
ritGew wliwli, sbien wliwli, aoRoew wliwli ,brKauea wliwli58 “naia riasengnge 
bicara; ritangnga’i wali-wali, sabbie wali-wali, onroe wali-wali, barangkau’e wali-
wali,”. (Arung Bila berkata; adapun yang disebut bicara adalah mempertalikan 
keterangan kedua belah pihak dan saksi kedua belah pihak, pendirian kedua pihak 
dan perbuatan dua pihak). 
                                                          
57Idem, Kebudayaan Bugis-Makassar... ., h. 276-277. 
58Anonim, “Lontara Latoa…,” h. 20. Mattulada,  Latoa ... ., h. 128  
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 Terkait dengan hal itu, maka penegak keadilan yaitu Pabbicara selaku 
anggota pakkatenni ade’59 harus berpegang pada bicara tongettellu (tiga kebenaran 
bicara). Adapun tiga kebenaran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1) Pengakuan kesalahan dan kebenaran kedua belah pihak yang bersengketa 
2) Pembenaran secara ikhlas terhadap kebenaran  
3) Hasil kesepakatan pakkatenni ade’ tentang sesuatu kebenaran atau 
kesalahan.60 
Logika hukum yang harus dipegang oleh pakkatenni ade’ pakkatenni ade’ 
seperti dijelaskan di atas, memungkinkan keputusan-keputusan yang dihasilkan adil 
bagi yang bersengketa. 
c. Rapang 
Rapang itulah yang mengokohkan negara.61 Rapang secara leksikal berarti 
contoh, perumpamaan, kiasan atau persamaan. Rapang adalah unsur yang mencegah 
tindakan-tindakan yang bersifat gangguan terhadap hak milik dan ancaman terhadap 
seseorang warga masyarakat.62 Rapang bisa pula bermakna menjaga kepastian dan 
kontinuitas dari suatu keputusan hukum tidak tertulis dalam masa yang lampau 
hingga sekarang dengan membuat analogi antara kasus dari masa lampau itu dengan 
                                                          
59Pakkatenni Ade’ merupakan istilah umum bagi petugas atau pejabat negara, Mattulada, 
Latoa…., h. 437. 
60Andi Rasdiyanah, “Integrasi sistem panggadereng (Adat) Dengan Sistem Syari’at Sebagai 
Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak latoa”, Disertasi (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 
1995), h. 171-172.  
61Anonim, “Lontara Latoa…., h. 10. 
62Anonim, Lontara Rapang,  Pemilik Yayasan Kebudayaan Sulawesi-selatan (t.th). Kopi 
Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Makassar, Rol 16, no. 19.  
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kasus yang sedang terjadi sekarang.63 Dengan demikian, rapang berfungsi sebagai 
stabilisator yang menjaga kesinambungan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat 
dapat dipertahankan.64  
d. Wari 
Menurut Latoa Wari adalah gau mappallaisengnge (perbuatan yang tahu 
membedakan).65 Mattulada mengartikan wari secara leksikal tidak lain dari 
penjenisan yang membedakan yang satu dengan yang lainnya, suatu perbuatan yang 
selektif, perbuatan atau menertibkan.66 Selanjutnya, Mattulada mengemukakan 
kegunaan wari yang bertujuan kepada penataan pangngadereng dan penertibannya 
yaitu sebagai berikut: 
1) Wari’tana ialah tata-kekuasaan dan tata pemerintahan dalam hal mengenai 
dasar-dasarnya. Bagaimana raja menghadapi rakyatnya dan bagaimana rakyat 
menghadap kepada rajanya. 
2) Wari’asseajingeng ialah tata-tertib yang menentukan garis keturunan dan 
kekeluargaan, dalam hal ini wari mengenai pelapisan masyarakat. 
3) Wari’pangoriseng ialah mengenai tata-urutan dari hukum yang berlaku dalam 
tata-hukum atau dengan kata lain, menentukan berlaku atau batalnya suatu 
undang-undang atau hukum.67 
Fungsi wari tersebut dalam pangngadereng memperjelas bahwa wari sangat berperan 
dalam tata krama dan sopan santun dalam kehidupan masyarakat, tata cara 
                                                          
63Mattulada, Kebudayaan ... ., h. 271.  
64Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 140.  
65Anonim, “Lontara Latoa….., h. 4-5. 
66Mattulada, Latoa….., h. 380. 
67Ibid., h. 381. 
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masyarakat menghadap kepada raja atau raja menghadapi rakyatnya, sistem 
keturunan dan hukum yang berlaku pada masyarakat.    
3. Kepercayaan 
Sejak masa fajar sejarah, orang-orang Sulawesi Selatan telah mengenal nama 
dewa dan beberapa jenis upacara persembahan telah dilakukan. Agama pra-Islam ini 
selama berabad-abad menjiwai dan dipegang teguh oleh orang Bugis sebagai 
pedoman hidup dan hingga kini masih terasa pengaruhnya pada hasrat sosial dan 
budaya yang berkembang dalam masyarakat Bugis. Orang Bugis menyebut agama 
asli mereka dengan istilah attoriolong, yang secara harfiah berarti “anutan leluhur” 
atau “tata cara nenek moyang”.68 Tidak jarang istilah ini digunakan sebagai 
legitimasi agama baru orang Bugis (Islam) sebagai agama modern. 
Sebelum Islam masuk ke daerah Bone, penduduknya telah mengenal dan 
menganut kepercayaan asli, suatu paham dogmatis yang terjalin dengan adat 
istiadatnya.69 Pokok kepercayaannya merupakan apa saja adat/ kebiasaan hidup yang 
mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya.  Suku bangsa ini mempunyai cerita-
cerita, atau mitos yang menyatakan asal usul suku atau silsilahnya yang melalui 
nenek moyang naik sampai ke dewa-dewa. Mitos ini memberikan juga tentang aturan 
hidup, atau adat yang diberikan oleh dewa-dewa dan nenek moyangnya. Adat ini 
dipelihara oleh seluruh anggota suku/masyarakat, tetapi tidak di luar lingkungan ini. 
                                                          
68
Halilintar Lathief, Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis (Cet. I;  t.t.: 
Desantara, 2004), h. 8-9. 
69Menurut Rahman Subagyo, kepercayaan asli atau agama asli adalah 
kerohanian/kepercayaan khas dari suatu bangsa atau dari suku bangsa yang berasal dan dikembangkan 
di tengah-tengah bangsa itu sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh kerohanian/kepercayaan  bangsa lain  
atau menirunya. Lihat Rachman Subagyo, Agama Asli Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), h. 
1.   
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Akhirnya semua anggota masyarakat suku tersebut turut dalam ibadah dewa-dewa 
dan nenek moyang tersebut.70  
Pada pembahasan ini akan diuraikan kepercayaan masyarakat Kerajaan Bone 
sebelum masuknya Islam.  
a. Kepercayaan Pada Dewa (dewatae)  
Dalam naskah-naskah I La Galigo, dijelaskan adanya suatu kepercayaan 
kepada satu dewa yang tunggal yang oleh masyarakat pendukungnya disebut 
“Dewata Seuwae”.71 Dewata Seuwae dipercayai sebagai Patoto-e (dia yang 
menentukan nasib) dan Tenrie A’rana (pemilik kehendak yang tinggi).72  
Dewata Seuwae dipandang sebagai pusat kekuatan manusia, hewan dan 
makhluk lainnya, meliputi makhluk halus, orang yang masih hidup dan orang yang 
telah mati semuanya bergantung kepadanya. Dewata Seuwae sebagai pengatur alam 
semesta beserta segala isinya termasuk manusia, maka untuk menghormatinya, 
dilakukanlah pemujaan melalui upacara tradisional dan mempersembahkan sesajen.  
Pemujaan kepada Dewata Seuwae tidak boleh langsung, tetapi harus melalui dewa-
dewa pembantunya. Namun dalam keadaan khusus yaitu pada saat dewa-dewa lain 
tidak dapat lagi melakukan kewajibannya, maka setiap orang melakukan 
persembahan sendiri. Berdasarkan tugas dan persembahan yang diberikan kepada 
dewa-dewa dalam attoriolong orang Bugis, maka para pembantu dewata seuwae 
                                                          
70Th.Van den End. Ragi Cerita 1 Sejarah Indonesia, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999), 
h. 13  
71Menurut ahli Galigo, “Dewata Seuwwae berarti yang tidak berwujud yang tunggal,” Lihat 
Mattulada, “Pra Islam  in South Sulawesi,” dalam Universitas Hasanuddin, XVI, 1975, h.311.    
72Mattulada, Latoa ..., h. 400. Lihat juga Andi Zainal Abidin Farid, “Falsafah Hidup  ‘Sulapa 
Appaka’ Orang-orang Bugis-Makassar (Pandangan Hidup ‘Segi Empat’),” Bingkisan, No. 12, 
Agustus 1969,  h. 12.  
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dikelompokkan dalam tiga kelompok besar: 1) Dewa langit (dewata langie) yaitu 
dewa yang menghuni langit. Dewa yang menurunkan hujan, menurunkan petir, dan 
mendatangkan kemarau. Agar dewa ini tidak marah, maka disajikan makanan berupa 
empat warna nasi ketan dan disimpan di atas loteng rumah. 2) Dewata bumi (dewata 
mallinoe) yaitu dewa yang banyak menempati tempat-tempat tertentu, pohon besar, 
batu-batu besar, pusat bumi (posi tana/posi bola), dan sebagainya. Persajiannya 
dengan meletakkan telur, beberapa sisir pisang, ayam, dan empat macam warna nasi 
ketan. 3) Dewa air (Dewata uwae), yaitu dewa yang tinggal di air dan sering pula 
dipersonifikasikan dengan buaya. Persembahannya dengan melarutkan telur yang 
belum masak, empat macam warna nasi ketan, dan sebagainya.73 Kepercayaan seperti 
itu dikarenakan masyarakat mempercayai adanya kekuatan-kekuatan yang di luar 
kemampuan manusia dan ritual-ritual dilakukan agar pemilik kekuatan tidak marah 
dan tidak membuat mereka murka kepada manusia.  
b. Kepercayaan Kepada Makhluk Halus (Tau Tenrita) dan Keramat (Makerrek) 
Selain percaya adanya dewa, mereka juga yakin bahwa di dunia alam gaib 
terdapat makhluk-makhluk supranatural, kedudukan makhluk ini lebih rendah 
derajatnya daripada dewata-dewata. Mereka tidak mengganggu manusia jika mereka 
diberi persembahan atau orang-orang yang memiliki jimat. Orang Bugis menamakan 
makhluk-makhluk halus tersebut dengan sebutan: jing, kammang, poppo parakang, 
dongga, dan lain sebagainya.74 
Orang Bugis percaya adanya kekuatan gaib dalam gejala-gejala dan peristiwa-
peristiwa yang luar biasa. Gejala itu dapat berupa gejala-gejala alam, tokoh-tokoh 
                                                          
73
Halilintar Lathief, op. cit., h. 12-14.  
74Ibid., h. 14. 
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manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Gejala-gejala alam yang 
dianggap mempunyai tenaga gaib adalah angin topan (laso angin). Angin seperti itu, 
dapat merusak bangunan-bangunan besar, menumbangkan pohon-pohon, merusak 
tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum membangun rumah, 
terlebih dahulu memeriksa kayu yang bakal menjadi ramuan rumah. Ramuan rumah 
harus bebas dari serangan angin topan, kebakaran, dan terkena petir. Semuanya diatur 
dan ditetapkan oleh seorang ahli yang bernama, “panrita bola”.75 Kurangnya 
pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang terjadi, sehingga masyarakat 
mempunyai larangan-larangan (pemmali) dalam melakukan aktifitas kesehariannya 
dan meminta pertimbangan kepada orang-orang pintar untuk menghindarkan mereka 
dari gejala-gejala alam tersebut. 
c. Kepercayaan Kepada Arajang 
Di samping kepercayaan tersebut, terdapat pula keyakinan bahwa benda-
benda yang dianggap turun dari kayangan bersama To Manurung yang disebut 
“arajang” adalah sakti. Hampir di setiap daerah di Sulawesi-Selatan, seperti Bone, 
Gowa, Luwu, Soppeng, dan lain-lain, To Manurung datang dengan benda-benda atau 
peralatan-peralatan sakti. Menurut kepercayaan masyarakat pendukungnya, bahwa To 
Manurung adalah keturunan dewa di atas langit yang dijelmakan di alam kayangan. 
To Manurung yang turun di Bone bernama Mata Silompoe, dia datang 
membawa arajang yang berbentuk payung (pajung), tepat sirih, gendang, dan 
sebagainya.76 Kedatangan To Manurung bersama dengan benda saktinya (arajang), 
dapat menertibkan masyarakat dan menjamin keamanan dari bahaya, baik dari 
                                                          
75 Ibid., 16. 
76Lihat, Cristian Pelras, op. cit., h. 114. 
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sesamanya maupun di sekitar lingkungannya, termasuk alam gaib. Ada dua sebab 
benda tersebut dianggap mempunyai sifat luar biasa, yaitu karena cara 
menemukannya atau kedatangannya dan bentuk yang tidak lazim.77 
Dengan demikian, setiap manusia atau masyarakat mempunyai 
kecenderungan untuk mempercayai akan adanya kekuatan gaib atau kekuatan 
supranatural. Kepercayaan itu kemudian mendorong timbulnya perilaku keagamaan 
dalam kehidupan sosial dari masyarakat pendukungnya. Karena itu mereka 
melakukan upacara-upacara sesembahan kepada sang pemilik kekuatan sebagai 
bentuk pengabdian mereka, agar mereka dikasihi oleh pemilik kekuatan tersebut dan 
memelihara mereka dari berbagai bencana.  
Bentuk pemujaan yang ditunjukkan oleh masyarakat/individu pra agama 
samawi, menandakan bahwa mereka memang meyakini adanya kekuatan dahsyat di 
luar dirinya, hanya saja karena keterbatasan akal dan pikirannya sehingga mereka 
menunjukkan melalui pemujaan terhadap leluhurnya ataupun pemujaan terhadap 
benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan dahsyat. 
Dalam kajian tentang islamisasi, maka dianggap penting untuk menguraikan 
bagaimana karakteristik budaya masyarakat pra-Islam, yang dalam kajian ini 
mengenai masyarakat Bone pra-Islam. Islamisasi merupakan proses penyebaran 
Islam, maka proses itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari proses akulturasi. Menurut 
Koentjaraningrat, bahwa dalam melakukan studi tentang proses akulturasi, maka 
perlu diperhatikan beberapa hal, salah satu diantaranya adalah keadaan masyarakat 
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Halilintar Lathief, op. cit., h. 32. 
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penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan.78 Uraian ini akan membantu 
dalam menganalisis mengapa Islam diterima atau ajaran Islam tidak mudah 
didamaikan dengan kebudayaan lokal.79 Di samping itu dalam proses akulturasi 
tersebut, akan muncul varian-varian sikap kultur, seperti menolak (rejection), 
negosiasi (negosiation) ataukah menerima secara penuh (reception).80 Varian-varian 
sikap kultur tersebut, ditentukan oleh karakter dari kedua budaya yang berakulturasi 
tersebut.    
                                                          
78Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT Renika Cipta, 1990), 
h. 251.  
79Rober Jay, Religion and Politik in Rural Central Java (New Haven: Southeast Asia Studies, 
Yale University, 1963), h. 6-10.   
80Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia 




ISLAMISASI KERAJAAN BONE 
Sesuai dengan ilustrasi kerangka teori islamisasi Kerajaan Bone yang sudah 
dipaparkan pada uraian sebelumnya, maka pembahasan ini akan merujuk kepada 
teori proselitisasi. Teori proselitisasi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah 
teori tentang kegiatan penyebaran Agama Islam.1 Dalam kerangka ini, islamisasi 
pada pembahasan ini akan merujuk pada teori islamisasi yang dikembangkan 
Hurgronje, bahwa ada tiga elemen proses islamisasi yang mesti dibedakan, yaitu; 
kedatangan Islam, penerimaan atau pendudukan muslim dan pendirian kerajaan-
kerajaan yang bercorak Islam.2 Teori yang sama juga dikemukakan oleh Noorduyn, 
yaitu islamisasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran agama Islam dari 
seseorang atau beberapa orang Islam atau diartikan sebagai sejak datangnya pertama 
kali, penerimaan dan penyebarannya berlanjut sampai sekarang.3 
Berdasarkan teori di atas, kedatangan Islam yang dimaksud adalah Islam 
masuk di Kerajaan Bone yang di bawa oleh Kerajaan Gowa-Tallo yang sudah 
menerima Islam. Kedatangan ini dibagi dalam dua tahap, yakni dengan jalan damai 
dan perang. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan Islam yaitu Islam sudah 
diterima oleh penguasa Kerajaan Bone dan menjadi agama resmi kerajaan. 
Selanjutnya pembentukan kerajaan yang bercorak Islam. Ketiga tahapan tersebut 
diatas, merupakan kegiatan penyebaran agama Islam (proselitisasi), akan menjadi 
acuan dalam pembahasan berikut ini:      
                                                          
1Proselitisasi artinya kegiatan penyebaran agama. Lihat J.S. Badudu, Kamus Kata Serapan 
Asing dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Kompas, 2005), h. 289.  
2C. Snouck Hurgronje, Mohammedanism; Lectures on Its Origin, Its Religion, and Political 
Growth, and Its Present State (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1916), h. 53.  
3Lihat J. Noorduyn, De Islamisering Van Makassar, terj. S. Gunawan, Islamisasi Makassar 
(Jakarta: Bhratara, 1972), 10.  
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A. Kedatangan Islam  
Perkenalan Kerajaan Bone dengan agama Islam, tidak terpisahkan dari 
Kerajaan Gowa-Tallo yang memeluk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai 
agama resmi kerajaan. Kerajaan kembar Gowa-Tallo yang selanjutnya dikenal 
sebagai Kerajaan Gowa yang memperkenalkan agama baru itu sebagai pengganti 
agama sebelumnya. 
Kerajaan Gowa sedikit terlambat memeluk agama Islam dibandingkan 
dengan kerajaan-kerajaan lainnya di pulau Sulawesi, seperti beberapa kerajaan di 
Sulawesi Utara dan Tenggara yang berada di bawah pengaruh Ternate telah 
memeluk agama Islam, seperti Gorontalo menerima Islam tahun 1521 dan Buton 
pada tahun 1542.4 Hal ini terbukti ketika Raja Ternate Sultan Babullah ingin 
melakukan perjanjian persekutuan dengan Kerajaan Gowa-Tallo. Dalam pertemuan 
tersebut Sultan Babullah menawarkan bantuan dan sebagai imbalannya Kerajaan 
Gowa dituntut untuk masuk Islam.5 Keterlambatan itu disebabkan karena Kerajaan 
Gowa baru berpengaruh dalam bidang perdagangan pada akhir abad XVI dan awal 
abad XVII.6 Bahkan keterlambatan Islam khususnya dalam sistem kerajaan, ini 
dimungkinkan karena persaingan Kristen dan Islam di Sulawesi Selatan tampak 
masih belum memperlihatkan pemenang. 
 Persaingan ini terlihat ketika Datuk Tiga Serangkai tiba di Somba Opu, 
ibukota Kerajaan Gowa, mereka mendapati banyak orang-orang Portugis yang 
                                                          
4Christian Pelras, The Bugis, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis (Cet. I; Jakarta: 
Nalar, 2006), h. 158. 
5J. Noorduyn, op. cit., h. 13. 
6Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Ed. II; 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 80. 
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dipekerjakan sebagai tenaga ahli dalam membangun benteng-benteng dan 
perbengkelan peleburan besi untuk membuat meriam dan bedil.7 Jumlah mereka 
mencapai 500 keluarga.8 Kendatipun agama Kristen sudah mulai kehilangan 
pengaruh pada awal abad XVII (saat kedatangan Datuk Tiga Serangkai) di Sulawesi 
Selatan, akan tetapi kemungkinan, Datuk Tiga Serangkai menganggap keberadaan 
orang-orang Portugis tersebut, selain berdagang juga merupakan missionaris Kristen. 
Premis ini sesuai dengan data sejarah, pada abad XVI mereka berhasil 
mengkristenkan beberapa raja, di antaranya Arung Alitta, Datu Suppa, Arung 
Bacukiki dan Karaeng Alitta.9 
  Keberadaan orang-orang Portugis ini tentu menimbulkan kekhawatiran 
Datuk Tiga Serangkai, sehingga bisa jadi orang-orang Portugis akan menghalangi 
misi Datuk Tiga Serangkai dalam menyiarkan Islam di Kerajaan Gowa. Untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya konflik dengan orang-orang Portugis, mereka 
mengatur strategi dakwah yang hasilnya mereka memilih Kedatuan Luwu sebagai 
target awal islamisasi di antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar.10 Mereka pun 
berhasil mengislamkan penguasa Luwu, La Patiware’ Daeng Parabung (1585-1610) 
                                                          
7Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 
Selatan, 1989), h. 83. Lihat juga, Ahmad Rahman, “Penggunaan Lektur Agama Bagi Syara’ di 
Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Balai Peneliti Lektur Keagamaan Ujung 
Pandang, 1995), h. 28. 
8Christian Pelras, “Les Premieres Donnees Occidentales Concernant Celebes-Sud” dalam 
BKI (No. 133, s-Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1997), h. 234.  
9Andi Zainal Abidin Farid, “Lontara Sulawesi-Selatan Sebagai Informasi Ilmiah,” dalam 
Andi Rasdiyanah (ed.), Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982), 
h. 65.   
10Ketiga datuk tersebut mendengar informasi bahwa Kerajaan Luwu adalah Kerajaan tertua 
di Sulawesi Selatan, dalam mitologi I La Galigo disebutkan bahwa cikal bakal dari kerajaan-kerajaan 
di Sulawesi Selatan bermula dari Luwu, sehingga melekat kewibawaan dan kemuliaan. Lihat, Abu 
Hamid, “Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan”, dalam Taufik Abdullah, 
(ed.) Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 339-340. 
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pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H/4 Februari 1905 H.11 dan diberi gelar Sultan 
Waly Muzakkir al-Din. 
Dalam Lontar Attoriolong ri Luwu disebutkan, bahwa tiga Datuk yang 
berasal dari Minangkabau, mempunyai peran besar dalam proses islamisasi terhadap 
beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan.12 Berdasarkan Lontara Sukkukna Wajo, 
ulama-ulama penyiar Islam yang datang dari Koto Tangah Minangkabau, adalah : 
1. Sulaiman Khatib Sulung yang lebih dikenal dengan nama Dato’ ri Pattimang 
sebagai nama tempat kematiannya di kampung Pattimang-Malangke daerah 
Luwu. 
2. Abdul Makmur Khatib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Dato’ ri 
Bandang yang dimakamkan di Bandang. 
3. Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih popular dengan nama Dato’ ri Tiro, 
karena dimakamkan di kampung Tiro, Bulukumba.13 
Setelah mengislamkan Kedatuan Luwu mereka pun melanjutkan ke Kerajaan 
Gowa, yang diawali dengan pengislaman Raja Tallo yang menjabat sebagai 
Mangkubumi Kerajaan Gowa. Baginda bernama I Mallingkaang Daeng Mannyonri’, 
dan diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul-Islam. Beberapa waktu kemudian, Raja 
Gowa yang bernama I Manngaranngi Daeng Manrabbia, juga memeluk agama Islam 
                                                          
11Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 93. Lihat juga, Christian Pelras, The Bugis….,h. 159. 
12Anonim, Lontara Attoriolong ri Luwu, kepunyaan Andi Batari Toja, Luwu (t.th), h. 23-24. 
Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional  RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Rol 17, no. 11, 
h. 24-25. 
13Ibid. Anonim, Lontara Sukkuna Wajo. Kepunyaan Datuk Sangaji, Wajo-Sengkang (t.th). 
Kopi lontara tersebut juga tersimpan pada Proyek Naskah Universitas Hasanuddin, Rol 02, No. 8, h. 
177. Lihat juga Cristian Pelras, “Sumber-sumber kepustakaan Eropa tentang Sulawesi Selatan”, 
Pidato Dies natalis XXI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 maret 1973 (Ujung Pandang: 
Panitia Dies natalis XXI, 1973), h. 48. Lihat juga, Muhammad Syamsu As, Ulama Pembawa Islam di 
Indonesia dan Sekitarnya (Cet. II; Jakarta: Lentera, 1999), h. 100. 
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dan Baginda memperoleh gelar Sultan Alauddin.14 Tanggal resmi penerimaan Islam 
pada Kerajaan Gowa-Tallo adalah pada malam Jumat, 22 September 1605 M, atau 9 
Jumadil Awal 1014 H.15 Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa dan Tallo 
berhasil diislamkan dan diadakanlah shalat Jumat yang pertama kalinya di Tallo 
pada tanggal 19 Rajab 1016 H, bertepatan dengan tanggal 9 November 1607 M. 
Shalat pertama ini menandakan resminya agama Islam diterima di Kerajaan Gowa.16 
Malalui Kerajaan Gowa, Islam merambah kebeberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi 
Selatan. 
Kerajaan Gowa yang secara resmi telah menganut agama Islam sebagai 
agama resmi kerajaan, maka kerajaan Gowa pun menyeruhkan kepada kerajaan-
kerajaan yang lainnya di Sulawesi Selatan untuk memeluk agama Islam. Hal ini 
berdasarkan tradisi yang dianut sebagai keturunan To Manurung yang mengharuskan 
seorang raja untuk memberitahukan “hal baik” kepada yang lain.17 Kemudian 
didasarkan kepada perjanjian (ulu ada’), yang merupakan “ikrar bersama” para raja-
raja lainnya di Sulawesi Selatan: “…..bahwa barangsiapa (di antara raja-raja itu) 
menemukan sesuatu jalan yang lebih baik, maka yang menemukan jalan itu 
berkewajiban memberitahukan pula kepada raja-raja sekutunya”.18 
                                                          
14Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: 
Hasanuddin University Press, 1998), h. 150.  
15Idem., “Agama Islam di Sulawesi Selatan” (Laporan proyek penelitian peranan ulama dan 
pengajaran Agama Islam di Sulawesi Selatan, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung 
Pandang, 1976), h. 12. Lihat juga, Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia (Ed. I; Jakarta: 
Majelis Ulama Indonesia, 1992), h. 89. Lihat juga Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 106. Lihat juga, J. 
Noorduyn, op. cit., h. 27.   
16Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 111. Lihat juga, Abu Hamid, op. cit., h. 338.   
17Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 
26. 
18Mattulada, “Penyebaran Agama Islam”, dalam Taufiq Abdullah, (ed.) Agama dan 
Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 225. Lihat juga, Abdurrazak 
Daeng Patunru, op. cit., h. 97-98.   
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 Seruan pengislaman yang dipelopori oleh Kerajaan Gowa dengan dua cara 
yakni secara damai dan peran. Menurut Ahmad M. Sewang, penyebaran pertama 
dilakukan dengan cara damai, dengan mengirim utusan kepada kerajaan-kerajaan 
tetangganya di Sulawesi Selatan dengan membawa hadiah untuk diberikan kepada 
setiap raja yang didatangi. Hadiah itu dimaksudkan sebagai bukti keinginan untuk 
berdamai. Beberapa kerajaan kecil menerima dengan baik dan berlangsunglah 
pengislaman di tempat itu dengan damai, akan tetapi kerajaan-kerajaan Bugis yang 
kuat seperti Bone, Wajo, dan Soppeng menolak ajakan tersebut dengan keras.19 
Menurut Andaya yang mengutip Noorduyn, penolakan itu dengan mengirimkan 
sebuah gulungan kapas dan roda putar, ejekan tradisional terhadap maskulinitas 
seseorang.20 Sehingga Kerajaan Gowa memaklumkan perang terhadap mereka.  
Persekutuan Kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang dikenal dengan nama 
Tellumpoccoe (tiga negeri puncak kerajaan), atau sering disebut “Mallamung Patue 
ri Tumurung.21 Perjanjian ini dimaksudkan untuk mempersatukan mereka untuk 
melawan serangan-serangan Kerajaan Gowa. Kerajaan Bone yang menjadi saingan 
politik Kerajaan Gowa pada abad XVI, telah siap mengankat Kerajaan Wajo setelah 
mengakui kekalahan perang melawan Kerajaan Gowa dan menurunkan derajatnya 
menjadi status “budak”. Begitu juga Soppeng, menjadi korban kedigdayaan Kerajaan 
                                                          
19Ahmad Sewang, op. cit., h. 111-113. Lihat juga, Mattulada, Agama Islam……, h. 26.  
20Leonard Y. Andaya, A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century, 
terj. Nurhady Sirimorok, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 (Cet. I; 
Makassar: Ininnawa, 2004), h. 42. 
21Persekutuan Tellumpoccoe adalah persekutuan bersama tiga kerajaan Bugis, yakni 
Kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo, yang disepakati pada 1582, di Bunne daerah Timurung yakni 
suatu kesepakatan bersama untuk menyatukan ketiga negeri mereka dalam suatu bentuk union 
(persekutuan). Bagaikan tiga bersaudara, Bone dianggap saudara tertua, Wajo tengah, dan Soppeng 
saudara bungsu. Lihat, Anonim, Lontara Attoriolong ri Bone, h. 9. Kopi Lontara ini penulis dapatkan 
di perpustakaan Yayasan al-Muallim di Watampone, Kabupaten Bone. Isi perjanjian tersebut, baca 
Abdurrazak Daeng Patunru, op. cit., h. 54-57. Lihat juga, Mattulada, Sejarah, Masyarakat…., h. 124. 
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Gowa. Perjanjian Tellumpoccoe dilaksanakan pada tahun sekitar 1582 M, pada masa 
Raja VII Kerajaan Bone La Tenrirawe Bongkangnge Matinroe ri Gucinna.22  
Perjanjian Tellumpoccoe adalah respon terhadap perkembangan Gowa, di 
mana pada saat itu kekuatan Gowa yang melakukan beberapa kontak dagang dan 
membuka diplomasi dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Johor, Patani, 
Balambangan, Banjar, Maluku, dan Ternate. Sultan Babullah dari Ternate 
berulangkali mengunjungi dan menawari persekutuan dengan Raja XII Kerajaan 
Gowa Manngngorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590) 
untuk “melawan seluruh musuh” jika dia memeluk Islam, namun Tunijallo takut 
Ternate akan menggunakan agama sebagai jalan untuk mendesakkan pengaruhnya di 
Gowa karena pengaruh Ternate telah meluas hingga ke Selayar, tepat di depan pintu 
Gowa.23 
Kerajaan yang terikat dengan perjanjian Tellumpoccoe menolak seruan 
pengislaman yang diserukan oleh Kerajaan Gowa, sehingga Kerajaan Gowa 
memaklumkan perang terhadap mereka. Perang ini dikenal dengan nama Musu 
Selleng (perang pengislaman), dengan perang ini penguasa Gowa mengubah saingan 
lamanya dan tetangga Bugisnya menjadi kekuatan melawan orang “kafir”. Dengan 
istilah Musu Selleng memungkinkan penguasa Gowa dapat memperoleh bantuan 
dari penguasa-penguasa muslim yang kuat, seperti Ternate yang pernah menjanjikan 
bantuan apabila penguasa Gowa memeluk Islam. 
Serangan militer yang pertama dilancarkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo kepada 
kerajaan-kerajaan Tellumpocoe pada tahun 1608, akan tetapi mengalami kegagalan 
                                                          
22Anonim, Lontara Bone, Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Mei 1980, h. 51. 
23Leonard Y. Andaya, op. cit, h. 38-39. 
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namun serangan berikutnya pada tahun 1609 berhasil satu demi satu kerajaan-
kerajaan itu bersedia menganut dan menjadikan Islam agama resmi kerajaan. 
Kerajaan Soppeng menyatakan kesediaannya menerima Islam pada tahun 1609, 
Wajo menerima Islam tanggal 10 Mei 1610 dan Bone, saingan politik Gowa-Tallo 
sejak pertengahan abad ke-16, tanggal 23 November 1611.24  
Ahmad M. Sewang menyatakan bahwa, Musu Selleng yang dilancarkan oleh 
Kerajaan Gowa kepada kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe, dengan alasan islamisasi, 
lebih tepat diartikan sebagai ekspansi politik ekonomi, terutama jika dihubungkan 
posisi Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang menuntutnya untuk mencari 
daerah-daerah penghasil komoditi.25 
Andaya mengatakan bahwa, Islam mungkin saja bukan satu-satunya motivasi 
penguasa Gowa dalam Perang Islam di Sulawesi Selatan, karena penaklukannya 
tidak berakhir di sini. Di bawah pemerintahannya dan Karaeng Gowa I Manga’rangi 
Sultan Alauddin, Gowa dengan cepat menjadi sebuah kerajaan yang sangat ditakuti 
di bagian timur Nusantara. Dalam tiga dekade awal abad XVII, penaklukan Gowa 
meluas ke hampir seluruh Sulawesi, pantai timur Kalimantan, ke barat hingga 
Lombok dan ke timur hingga Kepulauan Aru-Key.26 Lebih lanjut Andaya, bahwa 
Kerajaan Gowa secara prinsip bukanlah organisasi ekonomi namun mereka melihat 
kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan yang lebih penting, yaitu politik. Jika 
pengaturan politik telah dicapai, yaitu menyangkut kedudukan sebuah Negara 
terhadap Negara lainnya, maka segala hal lainnya, termasuk seluruh pengaturan 
ekonomi, disesuaikan dengan kedudukan politik.27 
                                                          
24Uka Tjandrasasmita, op. cit., h. 26. Lihat juga, Leonard Y. Andaya, op. cit., h. 42-43. 
25Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 121. 
26Leonard Y. Andaya, op. cit., h. 45.  
27Ibid., h. 59. 
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Politik sebagai alasan utama dalam penyerangan ke berbagai kerajaan-
kerajaan di Sulawesi Selatan dengan alasan islamisasi itu sangat memungkinkan, 
karena pada saat penaklukan kerajaan-kerajaan tersebut, penguasa Gowa karena 
iman atau kebijakan politik untuk tidak menjarah, mengambil bendera perang, atau 
meminta uang dalam jumlah tertentu sebagai persyaratan damai, sebagaimana 
tradisi perang sebelumnya. Kebijakan politik digunakan oleh penguasa Gowa itu, 
karena penguasa Gowa yang paling dibutuhkan adalah pengakuan terhadap 
kebesaran Kerajaan Gowa sebagai supremasi politik terkuat di Sulawesi Selatan, 
sehingga Kerajaan Gowa dalam menjalankan perdagangannya dengan daerah lain di 
Nusantara tidak terganggu khususnya tetangga Bugisnya. Hal ini terbukti ketika 
Raja Bone XIII La Maddaremmeng  (1626-1643 dan 1667-1672 M), yang 
menerapkan Islam dengan keras, dengan menghapus sistem perbudakan di Kerajaan 
Bone dan menyerukan hal sama kepada kerajaan lain seperti Soppeng, Wajo, 
Sidenreng dan lain-lainnya, bahkan La Maddaremmeng mengancam akan memerangi 
kerajaan yang tidak menerapkan hal tersebut.28  
Mendengar apa yang dilakukan oleh Raja Bone, sehingga penguasa Gowa 
kembali melancarkan perang kepada Kerajaan Bone meski yang dilakukan oleh 
penguasa Bone adalah penerapan ajaran Islam kelanjutan dari seruan penguasa Gowa 
sebelumnya. Akan tetapi, hal yang berbeda dari penguasa Gowa, karena membiarkan 
penguasa Bone memerangi kerajaan-kerajaan lain, berarti sudah ada kerajaan yang 
mempunyai kekuatan selain Kerajaan Gowa dan bahkan bisa saja menjadi saingan 
Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan.  
                                                          
28Ibid., h. 50. 
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Sebelum kerajaan-kerajaan Bugis itu menerima Islam dengan resmi sebagai 
agama kerajaan, setelah mengakui kekalahan pada Musu Selleng atau dengan cara 
perang. Sesungguhnya secara damai pengaruh ajaran Islam sudah mulai masuk ke 
kerajaan-kerajaan Bugis, melalui hubungan-hubungan dengan Kedatuan Luwu yang 
telah menerima Islam lebih dahulu pada tahun 1605 M. Cara penerimaan Islam yang 
berkembang dari Kedatuan Luwu itu lebih bersifat lunak dan damai. Konsep Tuhan 
Yang Maha Esa, disebarkan dengan menggunakan istilah dari kepercayaan pra Islam 
seperti Dewata Seuwae.  
Menurut Mattulada, Arung Matoa Wajo Tou-Damang La Mungkace 
Matinroe ri Kannana, sebelum Wajo menerima Islam, sebagai agama resmi Kerajaan 
Wajo pada tahun 1610 telah menganut konsep kepercayaan Islam tentang ke-Esa-an 
Allah. Dia meninggal setahun sebelum Kerajaan Wajo menjadikan Islam sebagai 
ajaran resmi kerajaannya. Kepercayaan seperti yang dianut itu, merupakan pra-
kondisi yang menopang penerimaan Islam di negeri-negeri Bugis.29 
Pola penyebaran yang diserukan oleh Kedatuan Luwu yang menekankan pada 
nilai ketauhidan dengan menggunakan istilah kepercayaan pra-Islam, hal itu 
kemungkinan juga sampai ke Kerajaan Bone. Luwu dan Bone sebagai kroni kerajaan 
Bugis yang memiliki beberapa kesamaan dan kedekatan secara tradisi memungkin-
kan kedekatan antar kerajaan berlanjut sampai pada saat Kedatuan Luwu menerima 
Islam sebagai agama resmi kerajaan, disaat yang berbeda Kerajaan Bone belum 
menerima Islam secara resmi. Masuknya Islam Raja Bone X We Tenri Tuppu 
Matinroe ri Sidenreng pada tahun 1611 M, sebelum Musu Selleng seperti dikisahkan 
dalam Lontara Akkarungnge ri Bone.  
                                                          
29Mattulada, Sejarah, Masyarakat….., h. 152. 
72 
 
sitau tmn sElE to wjoea, nlaon aru Poen risiedeR, mkutnGi akuan 
asElEGEeG, nltunmua risiedeR, nautmn sElE, nripshdn, nkon nkEn ls, 
nyin Pwai, nriysEn mtiRoea risiedeR30 
sitaung tamanna selleng to Wajoe, nalaona Arung Pone ri Sidenreng, 
makkutanangi akkuana asellengenge, nalattunamua ri Sidenreng, nautamanna 
Selleng, naripasahanna, nakona nakenna lasa, naina mpawai, nariyasenna 
matinroe ri Sidenreng 
Terjemahan bebas: Setahun setelah masuknya Islam orang Wajo, berangkatlah 
Arumpone ke Sidenreng, menanyakan kebenaran Islam, sesampainya di 
Sidenreng, langsung masuk Islam dan bersyahadat, dan beliau terkena penyakit 
dan menyebabkannya meninggal, kemudian dikenal dengan gelar Matinroe ri 
Sidenreng. 
Dalam Lontara tidak dijelaskan faktor yang mendorong beliau ke Sidenreng 
untuk mempelajari Islam dan memeluk agama Islam. Menurut hemat penulis, faktor 
yang bisa mempengaruhi beliau berangkat ke Sidenreng dan memeluk agama Islam 
di sana adalah berasal dari Kedatuan Luwu yang lebih dahulu menerima Islam 
sebagai agama resmi kedatuan dan menyebarkan Islam dengan damai dengan konsep 
tauhid. Kemungkinan tersebut dikarenakan, Kedatuan Luwu dan Kerajaan Bone 
adalah kroni kerajaan bugis yang mempunyai beberapa kesamaan khususnya dalam 
kepercayaan pra Islam. Konsep kepercayaan Dewata Seuwae, yang mempunyai 
kesamaan dengan konsep al-Tauhid dalam Islam (hanya ada satu Tuhan yaitu Allah), 
hanya saja “Dewata” yang dimaksud dalam kepercayaan, bukan “Allah” seperti 
dalam ajaran Islam. Dengan demikian, mengenalkan kalimat tauhid kepada 
masyarakat Bone sangat mudah, karena mereka telah mempunyai konsep yang 
hampir sama. Kepercayaan seperti yang dianut itu, merupakan pra-kondisi yang 
menopang penerimaan Islam di negeri-negeri Bugis.  
Dalam peristiwa pengislaman We Tenri Tuppu, penulis mengacuh pada teori 
fairness Taufiq Abdullah. Taufiq Abdullah berpendapat, sejarah bukan sekadar 
                                                          
30Anonim, Lontara Akkarungnge ri Bone, h. 33. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip 
Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 5 No. 8. 
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masalah kepastian yang dapat dibuktikan dengan sumber-sumber yang ada dan jelas, 
melainkan juga masalah fairness (kewajaran), yang didasarkan pada penafsiran 
terhadap sumber-sumber yang ada.31 Bertolak dari teori fairness Taufik Abdullah, 
maka sekalipun tidak ditemukan sumber yang tegas menjelaskan pengaruh Kedatuan 
Luwu terhadap pengislaman We Tenri Tuppu, akan tetapi berdasarkan penafsiran 
pada peristiwa pengislaman Raja We Tenri Tuppu sebelum penaklukan yang 
dilakukan oleh penguasa Gowa, maka dipastikan Raja We Tenri Tuppu sudah 
tertarik dengan Islam sebelum seruan yang dilakukan oleh penguasa Gowa. 
Berbeda dengan We Tenri Tuppu Matinroe ri Sidenreng, Raja Bone XI La 
Tenriruwa Matinroe ri Bantaeng (1611) menerima Islam dengan pertimbangan yang 
mapan, beliau dikenal sebagai seorang raja yang mempunyai visi yang baik, sehingga 
segera dapat berlapang dada menerima Islam, dengan saran dari Raja Gowa.32 
Lontara Attoriolong menjelaskan bahwa tidak cukup tiga bulan dilantiknya 
La Tenriruwa menjadi Raja Bone, datanglah Raja Gowa Sultan Alauddin (1593-
1639 M) membawa Islam dan menganjurkan dan mengajak orang Bone untuk 
menerima Islam,33 dan mengingatkan kembali kepada Arumpone (raja Bone) tentang 
perjanjian yang merupakan “ikrar bersama” raja-raja dahulu yang bunyinya: “Bahwa 
barang siapa (di antara raja-raja itu) ada menemukan jalan lebih baik, maka 
berkewajibanlah yang menemukan jalan itu memberitahukan pula kepada raja-raja 
lainnya yang turut berikrar pada perjanjian tersebut.34  
                                                          
31Taufik Abdullah, “Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: sebuah Perspektif 
Perbandingan,” dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, ed., Tradisi dan Kebangkitan Islam di 
Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES. 1989), h. 63.   
32Lihat, Abdurazak Daeng Patunru, op. cit., h. 106. 
33Anonim, “Lontara Attoriolong,” dalam B.F. Matthes, Boeginesche Chrestomathie, Jilid III, 
(Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919), h. 37. 
34Abdurrasazak Daeng Patunru, op. cit., h. 106.  
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Menyadari bahwa ajakan Raja Gowa untuk menerima Islam adalah keharusan 
baginya untuk menerimanya supaya menghindari permusuhan, mengingat pada saat 
itu seluruh kerajaan-kerajaan seperti Sidenreng, Soppeng, dan Wajo yang sudah 
ditaklukkan Gowa dan sudah menerima Islam, jadi penolakan sama saja mengangkat 
senjata bagi kerajaan-kerajaan tersebut termasuk Gowa. La Tenriruwa pun 
menyadari hal itu, dan menyatakan keinginannya kepada Raja Gowa setelah 
meminta pertimbangan dari rakyat Bone. 
La Tenriruwa menerangkan keinginannya itu kepada rakyat Bone, bahwa 
kamu sekalian telah bersatu menyerahkan padaku menjadi Arumpone (raja Bone), 
yang bertujuan supaya mengusahakan kebaikan dan keselamatan kerajaan ini, 
begitupun juga dengan kesejahteraan rakyatnya, maka dengan adanya anjuran dan 
ajakan Raja Gowa untuk menunjukkan kepada kita sekalian suatu jalan kebaikan 
yang tidak ada taranya, kiranya kita bermufakat dan bersatu untuk menganut agama 
Islam. Raja Gowa juga mengingatkan kita tentang “ikrar bersama” antara raja-raja 
terdahulu termasuk Raja Gowa dan Raja Bone dahulu, bahwa barang siapa yang 
mendapatkan kebaikan yang membawa kita kepada keselamatan dan kesejahteraan, 
maka dia berkewajiban menyampaikan petunjuk itu. Raja Gowa mengakuinya serta 
menyatakan suatu kebaikan dan kebahagiaan kepada siapa-siapa yang memeluk 
agama Nabi, Raja Gowa juga katakan, jika ajakan kami ini disambut dan diterima, 
berarti ada dua buah kerajaan besar yang bersekutu kepada jalan kebaikan, yaitu 
Bone dan Gowa, dan membawa rakyatnya masing-masing menyembah kepada 
dewata yang tunggal (Tuhan Yang Maha Esa).35 
                                                          
35Lihat, Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Tanah Bone Masa Raja Pertama dan Raja-raja 
Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir (Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 102.  
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Selanjutnya Arumpone berkata pula, jikalau tidak menyambut dan menerima 
anjuran atau ajakan Raja Gowa yang baik dan benar itu, lalu menyerang dan 
mengalahkan kita sampai menyerah, maka itu berarti kita diperbudak sebagai 
tawanan perang. Demikianlah penyampaian Arumpone kepada rakyatnya untuk 
memilih kebenaran.36 
Ajakan La Tenriruwa kepada rakyatnya untuk menerima Islam, tidak 
diterima oleh Ade Pitue dan rakyatnya menolak menerima agama Islam, 
sebagaimana juga yang diserukan oleh Raja Gowa. La Tenriruwa pun merasa tidak 
ditaati lagi oleh rakyat Bone, maka La Tenriruwa meninggalkan tempatnya (istana 
kerajaan di Watampone) dan pergi ke Pattiro (daerah yang terletak di Bone bagian 
selatan), dengan ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya. Di Pattiro La 
Tenriruwa kembali menyeruhkan kepada penduduk di sana, dengan harapan semoga 
rela menuruti untuk menerima Islam, akan tetapi seruan itupun ditolak oleh 
penduduk Pattiro.37 
Keputusan La Tenriruwa untuk menetap di Pattiro dan meninggalkan 
rakyatnya di Bone, sehingga rakyatnya pun gelisah, rakyat Bone berkumpul dan 
berkesimpulan untuk mencopot Raja Bone La Tenriruwa dari jabatannya sebagai 
Raja Bone, lalu menggantikannya dengan mengangkat La Tenripale Arung 
Timurung menjadi Raja Bone XII ( 1611-1626 M). Setelah dilengserkan, La 
Tenriruwa menyampaikan hal tersebut kepada Raja Gowa di Pallette. La Tenriruwa 
pun ke Pallette untuk menemui Raja Gowa, Raja Gowa pun merasa senang bisa 
ditemui oleh La Tenriruwa. Percakapan itu dituliskan dalam Lontara Akkarungnge ri 
                                                          




Bone, salah satunya ketika Raja Gowa menginginkan La Tenriruwa mengucapkan 
syahadat di depannya: 
mkEdni kreaeG, ri puwt, ashdno, nyitontu sikuwea mutm shd, boen 
tEpotao, gow tEpuwtao, mEetni puwt, mkEd, shdea emmEn krea kulao 
mai.38 
 Makkedani karaengnge ri puatta, assahadanno naiyatinatu sikuwae mutama 
sahada, bone tengpuatao, goa tengpuatao, metteni puatta, makkeda sahadae 
memengna karaeng kulao mai. 
Terjemahan bebas: Berkatalah Raja Gowa ke puatta (La Tenriruwa), 
ucapkanlah kalimat syahadat, dan itu saja termasuk perhitungan dalam 
mengucapkan syahadat, Bone tidak memperbudak dan Gowa tidak 
memperbudak. Berkatalah Puatta (La Tenriruwa), saya memang telah 
mengucapkan kalimat syahadat sebelum kesini Karaeng (Raja Gowa).   
Setelah pertemuan itu di Pallette, La Tenriruwa kembali ke Pattiro dan 
serangan tentara Gowa pun dimulai terhadap Kerajaan Bone yang menolak ajakan 
Raja Gowa untuk menerima Islam. Selanjutnya, La Tenriruwa pergi ke Gowa untuk 
belajar Islam dengan Datuk ri Bandang dan diberi gelar Sultan Adam oleh Datuk 
Ribandang. Raja Gowa memberikan daerah Bantaeng untuk La Tenriruwa bersama 
keluarganya untuk berdomisili dan tinggal menetap di sana sampai akhir hayatnya, 
maka disebut Matinroe ri Bantaeng.39 
Penerimaan Islam oleh La Tenriruwa menurut penulis bahwa, disamping 
beliau meyakini bahwa Islam yang diserukan oleh Raja Gowa itu adalah kebaikan 
atau beliau mempercayai kebenaran tujuan Islam. La Tenriruwa juga sebagaimana 
disebutkan lebih dahulu bahwa, raja ini mempunyai visi yang baik untuk 
menghindarkan Kerajaan Bone dari kehancuran. Beliau mengetahui bila seruan itu 
ditolak maka akan terjadi peperangan dan kekuatan kerajaannya tidak akan mampu 
menandingi kekuatan Kerajaan Gowa dan sekutunya, jika peperangan itu terjadi.  
                                                          
38Anonim, Lontara Akkarungnge….., h. 37.  
39
Abdurrasazak Daeng Patunru, op. cit., h. 114.  
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Penolakan masyarakat dan Ade Pitue terhadap apa yang disampaikan oleh 
Raja La Tenriruwa atas dasar seruan dari penguasa Gowa, salah satu alasan 
penolakan adalah hegemoni kekuasaan politik yang diusung oleh Kerajaan Gowa 
memboncengi agama, sehingga penolakan itu menimbulkan perang yang dikenal 
dengan nama Musu Selleng. Pada Musu Selleng Kerajaan Bone menjadi kerajaan 
terakhir dikalahkan pada tahun 1611 M, kekalahan Kerajaan Bone dari Kerajaan 
Gowa pada Musu Selleng mengharuskan seluruh penguasa Kerajaan Bone dan 
rakyatnya memeluk agama Islam, termasuk Raja Bone XII La Tenripale Matinroe ri 
Tallo (1611-1625 M) dan agama Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, 
sebagai konsekuensi dari kekalahan pada Musu Selleng. 
B. Penerimaan Islam 
H.j. de Graff menyatakan bahwa proses islamisasi di Nusantara mengenal 
tiga cara utama, yaitu melalui perdagangan, pendakwah sufi dan politik.40 
Berdasarkan pernyataan de Graff, berarti Kerajaan Bone termasuk pada poin ketiga 
yakni melalui politik, dimana sejarah penerimaan Islam di Kerajaan Bone diawali 
dengan peristiwa peperangan antara Kerajaan Gowa dan sekutunya dengan Kerajaan 
Bone yang dikenal dengan Musu Selleng. Kekalahan Kerajaan Bone pada Musu 
Selleng memaksa para penguasa dan rakyat Bone memeluk Islam dan menjadi agama 
resmi kerajaan. 
 Penerimaan Islam di Kerajaan Bone secara kuantitas sangat singkat, 
dikarenakan konsep To Manurung masyarakat Bone. Mengislamkan raja Bone, 
berarti mengislamkan Kerajaan Bone dan rakyat akan mengikuti agama raja karena 
                                                          
40H.J. de Graff, “Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18”, dalam Azyumardi Azra, 
Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), h. 2. 
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raja dipandang sebagai personifikasi dewa di bumi. Konsep ini memperpendek 
islamisasi di Bone. Konsep ini sesuai dengan konsep yang diperkenalkan Ibnu 
Khaldun “an-nas ‘ala din al-malik”41 (rakyat akan mengikuti agama raja) dan teori 
Th. Muller Kruger “cius region, eius religion”42 (siapa pemilik negeri adalah pemilik 
agama) dan juga didukung sebuah ungkapan orang Bugis polo papa, polo panni 
(patah tulang, patah sayap) tentang tanggapan masyarakat terhadap perintah raja, 
yang maksudnya, bila raja berkehendak, maka yang diperintah (rakyat) harus 
mengikuti. Tidak ada daya untuk melawannya, rajalah yang menentukan segalah-
galanya.43  
 Secara resmi agama Islam menjadi agama dalam Kerajaan Bone pada masa 
pemerintahan Raja Bone XII La Tenri Pale Toakkappeang Sultan Abdullah (1611-
1626 M), setelah kekalahan Kerajaan Bone pada Musu Selleng pada tanggal 23 
November 1611 M.44 Menyerahnya Bone pada tahun 1611 M, maka seluruh 
Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, secara resmi telah memeluk agama Islam.45  Toraja 
menjadi satu-satunya daerah yang tidak menjadi sasaran islamisasi oleh Kerajaan 
Gowa, menurut penulis bahwa, Toraja bukanlah kerajaan yang besar dan tidak 
diperhitungkan dan bahkan tidak mempunyai pengaruh di Sulawesi Selatan pada 
abad XVII.  
                                                          
41Abdul Rahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun (Beirut: Maktabat al-Lubnan, 1992), h. 
24.  
42Th. Muller Kruger, Sedjarah Geredja di Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966), 
h. 21. 
43Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 401. 
44Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional …., h. 26. 
45Christian Pelras, The Bugis., h. 161. 
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 Sebagai tindak lanjut dari penerimaan Islam sebagai agama resmi Kerajaan 
Bone, maka Raja Bone La Tenri Pale Sultan Abdullah (1611-1626 M) berangkat ke 
Gowa untuk mempelajari agama Islam kepada Dato ri Bandang, seperti yang 
dikisahkan dalam Lontara Akkarungeng ri Bone: nsitaumuw purn mshd toboen, 
nlaon aruPoen rimKs, nsitn dtoribd nriysEn abEduliyi riewerGi asEjw 
ridtodtoribd46 (Nasitaung purana massahada to Bone, nalaona Arumpone 
rimangkasa, nasitana Dato ri Bandang nariyasengnna Abdullah riwerengi asengjawa 
ri Dato ri Bandang.) “Setahun setelah orang Bone menerima Kalimat Syahadat, 
maka Arumpone (Raja La Ternri Pale) ke Makassar dan bertemulah Dato ri Bandang 
yang memberinya nama Islam yakni Abdullah bagi Raja Bone La Tenri Pale.” 
Raja Bone La Tenri Pale Sultan Abdullah setiap tiga tahun sekali, baginda 
bersama orang-orang terkemuka kerajaannya melakukan perjalanan ke Gowa. Di 
samping urusan kenegaraan, juga untuk memperdalam ilmu pengetahuannya tentang 
Islam. Dengan ketekunannya mempelajari agama Islam, oleh Dato ri Bandang beliau 
diberi gelar Sultan Abdullah. Raja Bone yang sering berkunjung ke Gowa, sehingga 
sangat disenangi oleh Raja Gowa saat itu. Saat berkunjung ke Gowa dia diserang 
penyakit parah dan meninggal di Gowa dan di makamkan di Tallo, sehingga beliau 
disebut Matinroe ri Tallo. 
 Pokok-pokok ajaran Islam yang dikembangkan di Kerajaan Bone sejak awal, 
bersumber dari Khatib Tunggal Dato ri Bandang, yang menekankan pada ajaran 
syariat dan ilmu kalam, sebagaimana Raja Bone La Tenri Pale berguru kepada Dato 
ri Bandang. Maka penekanan Raja Bone juga demikian, yakni dakwahnya tentang 
pengajaran syariat Islam dan ilmu kalam terhadap masyarakat Bone. Kemudian 
                                                          
46Anonim, Lontara Akkarungeng ri Bone….., h. 46. 
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pemahaman ini secara turun temurun diwarisi oleh Raja Bone meskipun dalam 
konteks dan perkembangan yang berbeda. 
Pengetahuan ajaran Islam di Kerajaan Bone sangat meningkat, baik dari segi 
kuantitas maupun dari segi kualitas. Raja dan petinggi kerajaan bersama masyarakat 
berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam tersebut dalam perilaku 
kehidupan sosial. Maka tidak mengherankan ketika seorang raja merangkap sebagai 
ulama, bahkan sepanjang catatan dan sumber sejarah yang dapat dikaji, bahwa 
sesudah rakyat Bone menerima Islam mereka lebih giat mempelajari ajaran Islam 
dan sekaligus mengamalkannya, bahkan dikatakan relatif lebih taat dibandingkan 
dari pusat penyiarannya sendiri yakni Kerajaan Gowa.47 Hal tersebut, sangat 
memungkinkan dapat terjadi, karena sebelum mereka mengenal ajaran Islam, mereka 
telah bersentuhan dengan nilai-nilai budaya sebagai orang Bugis, nilai-nilai tersebut 
telah hadir dan menyatu dengan tubuh kebudayaan Bugis. Jadi, yang dibawakan oleh 
ajaran Islam, terkhusus dalam bidang syariat dan moralitas, dapat direfleksikan dari 
nilai-nilai utama budaya Bugis yang tentunya dari nilai budaya Bugis yang bersifat 
positif. Hal yang juga bisa menyebabkan Kerajaan Bone lebih giat dan mengamalkan 
ajaran Islam dibandingkan dengan Kerajaan Gowa, bahwa setelah penyiaran agama 
Islam yang dilakukan oleh penguasa Gowa, penguasa Gowa selanjutnya disibukkan 
dengan perluasan kekuasaan dan kegiatan perdagangannya. 
Setelah mangkatnya Raja Bone XII La Tenri Pale Sultan Abdullah (1611-
1626 M), digantikan oleh kemanakannya sendiri bernama La Maddaremmeng Sultan 
Saleh, setelah beliau mangkat digelar Matinroe ri Bukaka (1626-1643 dan 1667-
                                                          
47Abu Hamid, “Upaya Penyiaran Islam dalam Islamisasi di Kerajaan Bone”, Majalah 
Wawasan STAIN Watampone, edisi perdana, 1998. h. 21. 
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1672 M), ditunjuk dan diangkat menjadi Raja XIII Kerajaan Bone atas amanah atau 
pesan pamannya, Raja Bone XII La Tenri Pale Matinroe ri Tallo, sebelum beliau 
mangkat. Raja Bone XIII La Maddaremmeng digambarkan dalam Lontara 
Akkarungeng ri Bone,48 Lontara Attorilong ri Bone,49 dan Lontara Attoriolong,50 
sebagai raja masse magama (fanatik dalam beragama). Bahkan fanatisme 
keberagamaannya tidak hanya diberlakukan di Kerajaan Bone sendiri, bahkan 
sampai ke dalam kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Soppeng, Wajo, dan lain-
lainnya.  
Pada Tahun 1640 M, La Maddaremmeng menegakkan versi Islam yang lebih 
ketat di kerajaannya, versi ini tidak pernah dikenal di Bone sebelumnya. Dia 
mengeluarkan pengumuman resmi yang melarang siapapun dalam kerajaannya 
menyimpan dan menggunakan budak yang sejatinya lahir untuk tidak diperbudak. 
Seluruh budak yang orang tuanya bukan budak diperintahkan untuk dibebaskan atau 
diberi gaji sebagai imbalan pekerjaan mereka.51 Kecuali yang memang budak turun-
temurun, akan tetapi dia pun harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaan. 
La Maddaremmeng bertindak keras tanpa pandangbulu terhadap siapa saja 
yang melanggar ketetapan itu. Banyak orang-orang besar kerajaan, kaum bangsawan 
bahkan rakyat jelata sekalipun kurang senang dengan peraturan La Maddaremmeng. 
Mereka merasa kehilangan miliknya paling utama, dikarenakan pada saat itu budak 
lebih menguntungkan dari emas. Budak dapat disuruh bekerja sekeras-kerasnya 
tanpa bayaran, asal diberi makanan untuk dapat hidup dan pemulihan stamina 
                                                          
48Anonim, Lontara Akkarungnge ri Bone……, h. 49. 
49Anonim, Lontara Attoriolong ri Bone……, h. 15. 
50Anonim, Lontara Attoriolong, B. F. Matthes, op. cit., h. 45. 
51Leonard Y. Andaya, op. cit., h. 50. 
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badannya. Tidak ubahnya seperti hewan peliharaan, bahkan budak-budak wanita 
boleh digauli oleh tuannya sesuka hati dan hal biasa keluarga mereka dicerai 
beraikan, karena salah seorang dari mereka dijual atau digadaikan oleh tuannya 
kepada orang lain dan membunuh budak milik sendiri tidak ada hukumannya. La 
Maddaremmeng ingin membela nasib sesama manusia yang malang itu sesuai 
dengan ajaran Islam.52 
Perintah La Maddaremmeng tentang pembebasan budak di kerajaannya, 
mendapat banyak tantangan dan penolakan keras dari petinggi kerajaannya sendiri 
yang pada masa itu mempertahankan tradisi perbudakan, dan penolakan itu dipimpin 
oleh ibu La Maddaremmeng sendiri yakni Datu Pattiro We Tenrisoloreng. Secara 
terbuka menolak jenis Islam yang dianut putranya karena terlalu kaku dan sulit, dan 
merujuk bahwa jenis Islam yang disukainya adalah yang dipegang oleh keluarga 
istana Gowa. Menurut Andaya yang mengutip Trimingham bahwa, jenis Islam 
popular yang dianut di istana-istana di Makassar adalah aliran mistik sufi. Aliran 
terbatas sufisme dapat diterima di Sulawesi Selatan karena mempunyai kesamaan 
dengan struktur kepercayaan pra-Islam. Tidak ada permintaan yang berlebihan atau 
asing dari aliran ini yang memberi toleransi bagi banyak jalan menuju keselamatan. 
Meski aliran baru yang diperkenalkan La Maddaremmeng tidak dapat ditemukan 
dalam sumber-sumber lokal manapun, namun dapat diperkirakan bahwa siapa saja 
dari aliran Islam yang lebih ortodoks akan lebih keras meminta kepercayaan 
keagamaan masyarakat daripada sufisme.53 
                                                          
52Abdurazak Daeng Patunru, op. cit., h. 118-119. 
53Ajaran Sufisme sangat dikenal di kalangan Istana Gowa. Tahun 1667 M Enci Amin, 
seorang penulis dari komunitas Melayu-Makassar yang dipekerjakan di istana Gowa, menulis sebuah 
puji-pujian kepada penguasa dan bangsawan  Makassar yang memperlihatkan sebuah pengetahuan 
dari ide sufisme yang berasosiasi dengan syair mistik sufi Aceh. Syaikh Yusuf, seorang ulama abad 
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Penolakan yang dilakukan oleh ibunya dan para bangsawan-bangsawan Bone 
pada saat itu, sehingga La Maddaremmeng memerintahkan untuk menyerang Pattiro 
untuk mematahkan kekuatan kaum reaksioner pada tahun 1640 M. Datu Pattiro (ibu 
La Maddaremmeng) dan banyak para bangsawan Bone lainnya akhirnya 
meninggalkan Bone untuk mencari bantuan Gowa. Gengsi Gowa sebagai kerajaan 
yang membawa Islam ke kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, kecuali Luwu dan 
kedudukan tidak tertandingi sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan 
membuatnya memang pantas dijadikan pelindung.  
Pada awalnya, para penguasa Gowa hanya mengikuti perkembangan ini 
secara sepintas, namun perhatian mereka berubah ketika La Maddaremmeng 
berusaha menyebarkan aliran Islamnya dengan memaksa Wajo, Soppeng, dan lain-
lainnya. Ini bukan lagi urusan keagamaan belaka namun juga menyangkut hegemoni 
politik yang mengundang Gowa untuk bertindak. Karaeng Gowa Sultan Malik Said 
merespon dengan mengirim utusan untuk mengantar sepucuk surat kepada La 
Maddaremmeng. Di dalam surat itu La Maddaremmeng diminta untuk menjelaskan 
apakah tindakannya itu berlandaskan perintah Nabi Muhammad, atau didasarkan 
pada adat lama, atau pada kemauannya sendiri. Jika tindakannya didasarkan pada 
dua alasan pertama, maka Gowa senang. Namun jika dia hanya menuruti 
kehendaknya, maka itu tidak dapat diterima.54 La Maddaremmeng tidak dapat 
menjelaskan ini, Gowa pun bersiap untuk perang. 
                                                                                                                                                                     
XVII, sangat dijunjung oleh masyarakat Bugis dan Makassar, adalah seorang penganut mistis sufi 
terkenal yang punyai kaitan dengan istana Gowa. Leonard R. Andaya, op. cit., h. 50 dan 393.  
54Abdurrazak Daeng Patunru, Sedjarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 
Selatan dan Tenggara, 1969), h. 32. 
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Pada tanggal 8 Oktober 1643 M, Gowa dibantu Wajo, Sidenreng, dan lain-
lainya, menyerang Bone di Passempe dan memaksa La Maddaremmeng dan 
saudaranya La Tenriaji Tosenrima, mundur ke Larompong di Luwu dan di Cimpu 
beliau ditawan, lalu dibawa ke Gowa diasingkan di suatu desa yang bernama 
Sanrangan.55 Menurut Mattulada bahwa, La Maddaremmeng tiba di tempat 
penawanannya di Gowa pada tanggal 23 Juli 1644 M.56 Serangan yang dilakukan 
oleh Kerajaan Gowa dan para sekutunya, dengan alasan untuk membela seorang ibu 
terhadap anaknya dan untuk memelihara tata tertib masyarakat yang dirusak oleh 
oleh La Maddaremmeng dengan tindakannya memerdekakan budak-budak.57 
Kekalahan pada perang ini, menjadikan Bone sebagai daerah jajahan Gowa. Sultan 
Malik Said menyuruh Ade Pitue memajukan calon untuk tahta Kerajaan Bone 
dibawa daulat Kerajaan Gowa. 
Keteguhan hati La Maddaremmeng memberlakukan ajaran Islam yang 
dianggap keras pada saat itu dengan menghapuskan perbudakan di Kerajaan Bone 
dan mendapatkan perlawanan dari para bangsawan dan masyarakat Bone yang 
dipelopori oleh ibu La Maddaremmeng sendiri. Menurut penulis, perlawanan yang 
dilakukan oleh bangsawan dan masyarakat Bone terhadap keputusan La 
Maddaremmeng, dikarenakan perbudakan sudah menjadi budaya di Kerajaan Bone 
dan kerajaan-kerajaan lainnya dan budak mempunyai keuntungan dan manfaat 
tersendiri bagi pemiliknya bahkan budak lebih berharga dari pada emas. Sehingga 
                                                          
55Leonard Y. Andaya, op. cit., h. 51. 
56Mattulada, Sejarah, Masyarakat……., h. 200. Idem, “Pola Perkembangan Islam dalam 
Kerajaan-Kerajaan Bugis-Makassar, dalam Taufik Abdullah, ed. Agama dan Perubahan Sosial (Cet. 
II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 247. 
57Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Bone….., h. 119-120. 
85 
 
untuk menghapusnya akan timbul sikap masyarakat, dalam kasus ini adalah sikap 
yang ditunjukkan oleh masyarakat Bone adalah menolak. Seperti yang dikemukakan 
Sartono, dalam proses akulturasi, adalah gejala yang lazim dijumpai, adanya suatu 
spektrum variasi-variasi sikap kultural yang ditunjukkan, mulai dari menolak 
(rejection), negosiasi, sampai penerimaan penuh (reception).58 Konsekuensi dari 
proses akulturasi ini, masyarakat yang tadinya lebih menerima ajaran Islam yang 
masih mentolerir beberapa kebudayaan dan tradisi pra-Islam, ketika kebudayaan 
yang sudah lama dan melekat dalam kehidupan masyarakat akan dihapuskan, maka 
masyarakat akan menolaknya. Hal itu juga dikarenakan bahwa pengetahuan 
masyarakat Bone pada saat itu tentang ajaran Islam bisa dianggap belum memadai. 
Inovasi atau perubahan yang dilakukan oleh La Maddaremmeng Sultan Saleh 
dalam kehidupan masyarakat dengan menghapus perbudakan. Menurut 
Koentjaraningrat, bahwa perubahan kebudayaan tidak selalu terjadi karena adanya 
pengaruh langsung dari unsur-unsur kebudayaan asing. Bisa saja perubahan oleh para 
pencipta unsur kebudayaan baru itu adalah masyarakat tidak terpandang dan adanya 
krisis dalam masyarakat.59 Pandangan Koentjaraningrat ini, bisa saja terjadi di 
Kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Maddaremmeng. Bahwa inovasi untuk 
menciptakan kebudayaan baru, dengan menghapuskan perbudakan dalam 
kebudayaan Bone bisa saja dilakukan karena masyarakat atau Kerajaan Bone tidak 
terpandang lagi, setelah kekalahan pada Musu Selleng dari Kerajaan Gowa yang 
menyebabkan Kerajaan Bone di bawah bayang-bayang kekuasaan Gowa, hal yang 
                                                          
58Sartono Kartodirjo, Pendekatan…, h. 160.  
59Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia 
Press, 1990), h. 108.  
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tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga inovasi yang dilakukan bisa saja untuk 
mengangkat posisi Kerajaan Bone di mata kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. 
Pada zaman pemerintahan Raja Bone XIII La Maddaremmeng juga dibentuk 
pejabat-pejabat syariat (parewa sara’) di Kerajaan Bone dan dimasukkan dalam 
aspek pangngadereng mendapat bentuknya yang konkrit dengan amat intensif dan 
diberlakukan sama dan merata bagi setiap pemeluk Islam. Pejabat sara’ (parewa 
sara’) yang bentuk mulai dari Kadhi (kalie) sampai pejabat-pejabat bawahannya, 
terdiri atas orang-orang bangsawan keluarga Arumpone (raja Bone), seperti adanya 
pada bidang pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah bawahan, memiliki 
hubungan darah (keluarga) dengan Arumpone. Oleh karena itu, para pejabat sara’ 
juga mendapat gelar bangsawan, seperti Petta Kalie, Petta Imang dan sebagainya 
Petta adalah sebutan bagi orang-orang bangsawan yang berarti “Tuanku”.60  
Pejabat-pejabat sara’, terdiri atas seorang kadhi untuk seluruh Tana Bone dan 
dibantu oleh beberapa imam, khatib, bilal, mukim dan amil, sesuai dengan jumlah 
masjid pada setiap daerah. Mereka sangat berperan penting dan resmi, baik urusan 
keagamaan maupun dalam urusan politik, tapi bukan kekuasaan. Dalam melakukan 
tugas-tugasnya, mereka berdampingan dengan petugas-petugas pemerintahan umum 
yang disebut parewa ade’ (pejabat adat) dibawah pimpinan Arumpone. 
Kadhi (kalie dalam bahasa bugis) adalah pejabat resmi keagamaan tertinggi 
kerajaan sekaligus penasehat penguasa dalam persoalan keagamaan. Dia berwenang 
memimpin pelaksanaan sara’ dan berhak turun tangan memutuskan, untuk hal-hal 
tertentu, apakah yang harus digunakan adalah hukum sara’ ataukah hukum ade’. 
Lingkup wewenangnya yang utama adalah soal pernikahan, perceraian, kematian, 
                                                          
60Mattulada, Agama Islam di Sulawesi Selatan…., h. 54. 
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dan warisan yang disesuaikan dengan syariat Islam dan juga berwenang mengatur 
urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid Nabi, Isra Mi’raj, Idul Fitri dan 
Idhul Adha, baik yang dilakukan di istana maupun di masjid-masjid di seluruh 
negeri. Jabatan lain adalah Amil yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah, serta 
berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan masjid kerajaan. 
Masjid merupakan sebuah lembaga keagamaan yang juga memiliki pejabat 
yang menangani tugas-tugas tertentu. Pemimpin utamanya adalah seorang imang 
(imam) yang dipilih oleh suatu komunitas untuk memimpin salat berjamaah. Imang 
yang dipilih biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik 
serta seringkali menjadi guru membaca al-Qur’an (mangaji) semacam sekolah agama 
informal. Di samping imang, masjid juga dilengkapi seorang katte’ (khatib) yang 
bertugas menyampaikan khotbah Jumat. Katte’ biasanya juga menjadi guru agama. 
Petugas masjid lainnya adalah bilala’ (bilal) dan doja adalah orang yang bertugas 
memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudhu. 
Mereka semua memperoleh pendapatan, sebagaimana halnya pegawai resmi 
pemerintahan, dari hasil sejumlah sawah yang diserahkan untuk dikelola, juga dari 
sejumlah pungutan atau pemberian, misalnya pada acara pernikahan maupun pada 
saat memutuskan perkara. Mereka juga menerima beberapa persen dari zakat fitrah. 
Mereka termasuk anggota masyarakat kehormatan, yang sering diundang pada 
acara-acara keluarga untuk berdoa mengaji atau membaca Barazanji.61 
Menurut Ahmad Rahman, Kadhi pertama Kerajaan Bone adalah Fakih 
Amrullah (1629-1663 M). Fakih Amrullah adalah putra Sayyid Mukhsi yang kawin 
dengan putri Raja Tallo, I Mallingkaan Daeng Manyonri, Mangkubumi Kerajaan 
                                                          
61Cristian Pelras, The Bugis…., h. 213. 
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Gowa, raja pertama masuk Islam sehingga digelar Sultan Awwalulislam. Fakih 
Amrullah diutus oleh Raja Gowa XV, Sultan Malik Said, putra Sultan Alauddin 
(Raja Gowa pertama masuk Islam) mengajarkan Islam di Kerajaan Bone, kemudian 
diangkat menjadi Kadhi Bone dan digelar fakih. Fakih Amrullah adalah guru yang 
mengajarkan agama Islam di Kerajaan Bone dan khususnya kepada Raja Bone La 
Maddaremmeng dan dianggap Fakih Amrullah yang memberi usulan tentang 
ketetapan yang paling kontroversial adalah pengahapusan perbudakan.62 
Pada akhirnya keteguhan hati La Maddaremmeng untuk menjalankan syariat 
Islam dengan ‘keras’, yang membuat Kerajaan Bone diperangi oleh Kerajaan Gowa 
dan sekutunya dan La Maddaremmeng pun diasingkan oleh penguasa Gowa dan 
Kerajaan Bone menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Gowa. Akan tetapi, berkat 
keteguhan hati La Maddaremmeng, di Kerajaan Bone sudah tertanam sara’ atau 
syariat Islam dalam kehidupan pangngadenreng, sebagai pola dalam tata-kehidupan 
negara dan rakyatnya. Tanah Bone telah berhasil melahirkan ulama-ulama Islam 
yang sangat berbakti kepada kehidupan ajaran Islam. Mereka tersebar ke negeri-
negeri yang tidak dijangkau oleh kekuatan perang Gowa. Ulama-ulama itu 
menyebarkan ajaran Islam dengan tekun. Semangat mereka tidak dapat dipatahkan 
oleh kekuatan perang yang menduduki negeri dan menawan raja mereka yang amat 
keras dan kuat telah mengabdikan hidupnya untuk kejayaan Islam. Bahkan, 
sebahagian ulama pindah ke Tanah Wajo, dan menjadi cikal bakal ulama-ulama 
Tanah Wajo yang terkenal kemudian.63 
                                                          
62Ahmad Rahman, “Tarekat Sammaniyah Penyebaran dan Ajaran di Sulawesi Selatan” 
Disertasi (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 41. 
63Mattulada, Sejarah, Masyarakat……., h. 200. 
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Lontara Attoriolong ri Bone menjelaskan bahwa, selama tujuh belas tahun 
Kerajaan Bone dikuasai oleh Kerajaan Gowa.64 Sampai pada akhirnya Arung 
Palakka Petta Malampe’e gemme’na atas bantuan Kompeni Belanda di bawah 
pimpinan Admiral Speelman berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Bone, dan 
menjadi raja Bone XV (1672-1696 M). Peperangan Gowa melawan Bone yang 
dibantu oleh Kompeni Belanda, diakhiri dengan perjanjian Bungaya, pada tanggal 18 
November 1667 M.65 
Pendapat Mattulada bahwa, setelah Kerajaan Bone melepaskan diri dari 
kekuasaan Gowa dan Arung Palakka Sultan Saaduddin menjadi Arumpone (Raja 
Bone), Arung Palakka memfungsikan kembali dengan efisien pangngadereng yang di 
dalamnya terdapat sara’ dengan kelengkapan pejabat-pejabatnya (parewa sara’). 
Pada zaman La Tenritatta, dengan bantuan Kompeni Belanda, dapat dikatakan 
seluruh Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaannya atau minimal di bawah 
pengaruhnya.66 Mubalig atau ulama lebih leluasa mengembangkan dakwah Islam ke 
negeri Bugis-Makassar, karena batas kerajaan yang tadinya saling bermusuhan, 
lambat laun tidak menjadi penghalang lagi. 
Posisi Kerajaan Bone sebagai penguasa di Sulawesi Selatan pada zaman 
Arung Palakka dan menginginkan bahwa penerusnya nanti bisa mempertahankan 
posisi Kerajaan Bone tetap menjadi penguasa. Arung Palakka diketahui tidak 
                                                          
64
toboen riplao at rimksea, nsEpulo pitu taun jEn tobl npeawai toboen. To Bone 
ripallao ata’ rimangkasae naseppulo pitu taunna jennang tobala napaewai to Bone. Terjemahan bebas: 
Orang Bone menjadi ata’ (dikuasai) oleh Gowa, selamah tujuh belas tahun, Jennang dan Tobala 
memerintah di Bone. Anonim, Lontara Attoriolong ri Bone….., h. 15. 
65Isi Perjanjian Bungaya dalam versi bahasa Indonesia selengkapnya lihat dalam, Andi 
Palloge, op. cit., h. 141-146. Dalam perjanjian Bungaya pasal 18, bahwa Kerajaan Gowa harus 
melepaskan kekuasaannya di Kerajaan Bone, yang selama ini menguasai Kerajaan Bone selama 17 
tahun. 
66Mattulada, Sejarah, Masyarakat……., h. 200.  
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memiliki keturunan, maka Arung Palakka memutuskan yang akan menggantikan 
posisinya adalah kemanakannya La Patau, anak dari saudara perempuan Arung 
Palakka, We Mappolobombang Da Upi. Sehingga sejak kecil La Patau di bawah 
pengawasan Arung Palakka dan memberi perhatian terhadap pendidikan dan 
mempersiapkan untuk memangku jabatan yang sangat penting. 
La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris (1696-1714 M) dilantik 
menjadi Raja Bone XVI sebagai pengganti pamannya Arung Palakka pada tanggal 6 
April 1696 M.67 Ketika beliau mangkat dan di makamkan di Nagauleng (daerah 
Kecamatan Cenrana, Bone Utara) sehingga beliau digelarlah Matinroe ri Nagauleng. 
Beliau menduduki tahta Kerajaan Bone selama 18 tahun 1696-1714 M. Dan beliau 
menjadi Datu Soppeng XVIII selama 3 tahun 1701-1711 M dan menjadi Renreng 
Tuwa dalam Kerajaan Wajo.68  
Pada masa pemerintahan La Patau pusat Kerajaan Bone di Cenrana, setelah 
Arung Palakka memindahkannya. Cenrana menjadi seperti tempat persembunyian 
Arung Palakka yang letaknya jauh dari pantauan Kompeni di Fort Rotterdam, 
Cenrana sebagai pengendali perdagangan di Wajo, dan Cenrana memungkinkan 
Arung Palakka untuk bertindak dan bebas dari ganjalan lembaga Arung Pitue yang 
berada di jantung Bone (Watampone).69 
Kerajaan Bone sebagai penguasa di Sulawesi Selatan, Raja Bone La Patau 
Sultan Alimuddin Idris menjadikan ajaran Islam sebagai pengikat dan pendorong ke 
arah kesatuan dan persatuan anggota masyarakat, serta antara kerajaan. Hal ini juga 
                                                          
67Andi Palloge, op. cit., h. 153. 
68Ibid., h. 158  
69Leonard L. Andaya, op. cit., 337. 
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dikarenakan beliau selain menjadi Arumpone, juga menjadi Datu di Soppeng dan 
Ranreng Ruwa di Kerajaan Wajo. Perannya dalam islamisasi di Kerajaan Bone dan 
kerajaan lain, La Patau dibantu oleh seorang khadi Bone yang bernama Syaikh 
Ismail.70 Syaikh Ismail sebagai khadi kedua di Kerajaan Bone sekaligus merangkap 
pula di Soppeng, Syaikh Ismail menjadi guru bagi masyarakat Bone dan bagi 
Arumpone sendiri. Dalam waktu yang tidak lama, La Patau sudah menguasai 
beberapa ilmu agama. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Sultan Alimuddin (orang 
yang mengetahui agama). Langgar atau Mushallah didirikan di tengah pemukiman 
penduduk yang berfungsi selain tempat ibadah, juga digunakan lebih banyak sebagai 
tempat pendidikan. Lambat laun ajaran Islam menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat. Dalam proses islamisasi itu, dikaitkan dengan upacara-upacara 
keislaman dan upacara yang berhubungan lingkaran hidup (cycle life ceremony). Jadi, 
setiap adanya upacara senantiasa di tempatkan sifat Islami yang berdampingan 
dengan tradisi budaya setempat. 
Pada masa pemerintahan La Patau Matanna Tikka (1696-1714 M) dasar-
dasar ajaran Islam sudah dimantapkan dengan kokoh sampai pada gilirannya ajaran 
Islam menyebar dan menyatu dengan masyarakat Bugis. Sejak zaman itu, terciptalah 
ungkapan dalam bahasa Bugis yang mengatakan tenna ugi kotenna selleng (bukan 
orang Bugis kalau tidak beragama Islam). Nilai-nilai ajaran Islam menjadi pedoman 
hidup bagi masyarakat Bugis. Pembelajaran Islam terus digalakkan sehingga dalam 
kehidupan sosial masyarakat Bugis selalu melekat identitas Islam. Pada 
perkembangan selanjutnya, nuansa keagamaan semakin bercorak dan diperkuat 
                                                          
70Syaikh Ismail adalah seorang ulama, dan beliau adalah anak dari kadhi pertama Bone yang 
bernama Fakih Amrullah atau cucu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Beiau kawin dengan keluarga 
dekat La Patau. Diangkat menjadi Kadhi sejak La Tenritatta  dan menjabat selama 40 tahun. Beliau 
wafat di Soppeng dan di makamkan di kuburan raja-raja. Beliau digelar Petta Sehe Soppeng. Lihat, 
Abu Hamid, op. cit., h. 23. 
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dengan masuknya aliran tasawuf dalam penyiaran Islam. Ajaran tarekat yang dikenal 
banyak mempengaruhi pada masa itu adalah Tarekat al-Wuju>diyyah, dan sangat 
memungkinkan pengaruh aliran ini sampai pula di Bone dan dipelajari oleh 
bangsawan Bone. Hal ini terbukti ketika La Patau Sultan Alimuddin Idris meminta 
kepada Abdul Ba>sir Tuan Rappang, murid dan Khalifah Tarekat Khalwatiyah Syaikh 
Yusuf di Sulawesi Selatan untuk menulis buku, Daqa>’iq al-Asra>r (memuat tawajjuh, 
mura>qabah, musya>hadah, muha>darah, dan mu‘ayanah).71 Bahkan dalam cerita rakyat 
beliau membunuh saudara laki-lakinya dikarenakan saudaranya melanggar 
ketentuannya bahwa, barang siapa laki-laki dewasa tidak pergi salat Jumat, maka 
wajib untuk dibunuh. Ketika beliau mendapati saudaranya tertidur dan tidak pergi 
salat Jumat, beliau pun membunuh saudaranya itu. Menurut Mattulada, Lontara 
Latoa yang disalin oleh Matthes tidak menulis ucapan La Patau yang berhubungan 
dengan perminta agar perkembangan agama Islam dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.72 Ditengah pengamalannya terhadap ajaran Islam, beliau meninggal dan di 
makam di Nagauleng, sehingga digelar Matinroe ri Nagauleng. Beliau dianggap 
berhasil dan sukses dalam menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam bagi masyarakat 
Bone pada khususnya dan masyarakat Bugis pada umumnya.   
C. Kerajaan yang Bercorak Islam 
1. Kedudukan Raja dalam Islamisasi 
Kekalahan Kerajaan Bone pada Musu Selleng dari penguasa Gowa, pada 
tanggal 23 November 1611 M,73 kemudian Raja Bone La Tenri Tuppu (1611-1625 
M) mengucapkan kalimat syahadat dan beliau kemudian diberi gelar Sultan 
                                                          
71Adib Misbachul Islam.”Menguak Sufisme Tuang Rappang: Telaah atas Teks Daqa>‘iq al-
Asra>r”. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol.6. No.2.2008, h. 207-228. 
72Mattulada, Latoa…., h. 80-81. 
73Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional …., h. 26. 
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Abdullah. Penggunaan gelar politik Islam “sultan” yang artinya raja, menunjukkan 
resminya agama Islam diterima sebagai agama resmi di Kerajaan Bone. Gelar sultan 
yang menunjukkan bahwa pemerintahan atau kerajaan tersebut bercorak Islam. Di 
samping itu, dengan gelar ini sekaligus merupakan dakwah kepada masyarakat untuk 
menerima Islam.  
Pemakaian gelar politik Islam pada raja pasca Islam diterima sebagai agama 
kerajaan, terlihat dari gelar yang dipakai oleh raja Bone, selain gelar lokal, La Tenri 
Pale sebagai raja yang pertama menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan juga 
bergelar Sultan Abdullah. Dalam Lontara tidak disebutkan istilah sultan, akan tetapi 
Lontara menyebutnya dengan istilah aseng jawa74 (nama Jawa) yang menandakan 
bahwa nama tersebut adalah nama sebagaimana nama raja di Jawa pada masa itu, 
mengingat nama raja di kerajaan-kerajaan di Jawa pada saat itu sudah menggunakan 
istilah sultan, sehingga maksud dari Lontara tersebut adalah sultan.  
Berbeda dari kerajaan-kerajaan Islam Nusantara lainnya seperti kerajaan 
Islam di Aceh, Palembang, Jawa dan lain-lain; konversi gelar politik Islam pada 
“kerajaan” yaitu  “kesultanan,” yang di Kerajaan Bone tidak digunakan. Di samping 
itu, tampaknya ulama penyiar Islam tidak memaksakan penggunaan term politik 
Islam ini kepada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebelumnya.  
Tidak digunakannya istilah “kesultanan” untuk menggantikan istilah 
“kerajaan” pada Kerajaan Bone. Akan tetapi, istilah “sultan” yang diberikan kepada 
raja, sedikit lebih memberi tanda bahwa kerajaan itu dan rajanya sudah menerima 
Islam. Istilah sultan juga yang berikan kepada raja juga mengartikan, bahwa raja 
juga sebagai ulama yang siap untuk mengajarkan agama Islam kepada 
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Lihat, Anonim, Lontara Akkarungeng ri Bone….., h. 46.  
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masyarakatnya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Bone La Tenri Pale, yang secara 
rutin berangkat ke Gowa untuk belajar ke Dato ri Bandang mengenai agama Islam. 
Penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan tidak terlepas dari ketepatan metode 
atau strategi yang digunakan Datuk Tiga Serangkai dalam menyebarkan Islam 
kerajaan pada daerah suku-suku Bugis-Makassar lainnya begitu juga pada Kerajaan 
Bone yang dimulai penerimaan Islam oleh para raja yang dilakukan oleh Kerajaan 
Gowa. Sehingga berkembang pesat dan cepat karena menggunakan pola top down, 
yaitu Islam diterima langsung oleh elit penguasa atau pihak kerajaan kemudian 
berkembang pada masyarakat; Islam diperkenalkan melalui institusi istana, yang 
mana pola islamisasi ini  dikenal dengan “konversi keraton” atau “konversi melalui 
pusat kekuasaan”.75 Proses islamisasi seperti ini hanya dapat dilakukan dalam suatu 
struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama 
dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu. Pola seperti ini terjadi 
pula di Maluku dan Banjarmasin.76 
 Sasaran pengislaman terlebih dahulu kepada pihak penguasa, dalam hal ini 
raja (top down), bukan kepada masyarakat umum, merupakan metode yang tepat 
untuk kondisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam kurun abad XVII. Metode dakwah 
seperti ini, terjadi pada umumnya di kerajaan-kerajaan Nusantara. Karena 
masyarakat Nusantara pada umumnya menganggap raja sebagai personifikasi dewa 
di atas permukaan bumi. Strategi untuk mengislamkan raja terlebih dahulu adalah 
strategi cukup tepat dikarenakan dalam masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya 
menganggap bahwa raja yang keturunan To Manurung sebagai wakil dewan di bumi. 
                                                          
75Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Ed. I; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1995), h. 226.   
76Ibid., h. 226-227. Lihat juga, Taufik Abdullah, “Islam dan Pembentukan Tradisi …, h. 69. 
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Menurut Ahmad M. Sewang bahwa, posisi raja atau sultan sangat strategis, sehingga 
memudahkan baginya untuk menyebarkan agama, dikarenakan raja memiliki 
kedudukan yang diberikan oleh adat sebagai wakil tuhan di bumi.77 Oleh karena itu, 
konsep To Manurung tersebut, maka rakyat akan mengikuti agama yang dianut oleh 
rajanya. Ini menunjukkan bahwa secara kultur rakyat masih menghormati rajanya. 
Konsep To Manurung merupakan simbol kekuasaan, dengan demikian kehadiran 
Islam telah memelihara simbol tersebut. 
 Setelah kekalahan pada Musu Selleng Raja Bone La Tenri Pale memeluk 
Islam yang kemudian diikuti seluruh keluarganya, para anggota adat dan seluruh 
rakyat Bone mengikuti jejaknya memeluk Islam. Kedudukan raja dalam islamisasi 
dengan konsep To Manurung, memang sangat membantu untuk memperpendek 
islamisasi di Kerajaan Bone dan juga sebagai konsekuensi dari kekalahan perang 
melawan Kerajaan Gowa dan sekutunya. Hal ini juga dilakukan oleh Raja Bone XI 
La Tenriruwa Sultan Adam (1611 M), ketika beliau mengajak kepada seluruh 
masyarakat Bone untuk memeluk agama Islam yang diserukan oleh penguasa Gowa, 
walaupun himbauannya itu mendapatkan penolakan oleh masyarakat Bone dan 
dewan Ade Pitue Kerajaan Bone. Akan tetapi, beliau tetap kukuh untuk memeluk 
Islam dan keluarganya, sehingga beliau meninggalkan Bone dan bermukim di 
Bantaeng dan mangkat di sana. Akan tetapi, islamisasi pada tahap ini hanya sebatas 
pengakuan “tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.” 
 Premis ini dikuatkan dengan tidak ada masjid yang akan melayani urusan-
urusan yang berkaitan dengan keberagamaan (Islam) masyarakat di Kerajaan Bone 
pada zaman itu. Kondisi seperti ini berubah total ketika Kerajaan Bone di bawah 
pemerintahan La Maddaremmeng Sultan Saleh (1626-1643 dan 1667-1672 M), pada 
                                                          
77Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 7. 
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zaman La Maddaremmeng mengangkat seorang kadhi (kalie) yang pertama yakni 
fakih Amrullah, yang diberi tugas mengajarkan ajaran Islam di Kerajaan Bone 
sekaligus sebagai penasehat raja, agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak 
bertentangan dengan Islam dan mengangkat parewa sara’ (pejabat syariat Islam) dan 
dimasukkannya sara’ dalam sistem pangngadereng. Meskipun pada saat sekarang ini 
tidak ditemukannya bukti tentang pembangunan masjid pada zaman La 
Maddaremmeng, sebagai simbol diterimanya agama Islam maupun sebagai fasilitas 
kegiatan keagamaan di Kerajaan Bone. Akan tetapi, dibentuknya pejabat sara’ yang 
didalamnya terdapat pejabat yang mengurusi persoalan masjid, seperti Imang 
(imam) yang memimpin salat berjamaah, Katte (Khatib) yang bertugas 
menyampaikan khutbah Jumat, Bilala (bilal) muazin di masjid/mushala, dan Doja 
adalah orang yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid/mushala tetap 
bersih dan menyediakan air wudhu.78  
Hal ini menandakan bahwa zaman La Maddaremmeng Sultan Saleh sudah 
ada bangunan fasilitas keagamaan seperti mushala/langgar sebagai tempat beribadah 
dan tempat menuntut ilmu Islam. Sehingga pada zaman pemerintahan La 
Maddaremmeng bisa dianggap Islam sudah tertanam dalam sendi-sendi kehidupan 
masyarakat Bone. Hal ini dilanjutkan oleh suksesor Arung Palakka Sultan Saaduddin 
(1667-1696 M) yakni La Patau Sultan Alimuddin Idris (1696-1714 M) terbukti 
dengan ungkapan dalam bahasa Bugis tenna ugi kotenna selling (bukan orang bugis 
kalau bukan Islam) yang menandakan pada zaman La Patau Islam sudah menyatu 
dengan kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bone pada khususnya. 
Peranan raja dalam islamisasi di Kerajaan Bone sangat penting yang didukung 
                                                          
78Cristian Pelras, The Bugis…., h. 213. 
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dengan konsep To Manurung dan raja sebagai ulama dengan segala keuletannya 
mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakatnya. Sehingga Islam tidak hanya 
secara kuantitas, akan tetapi secara kualitas pengamalannya dalam sosial 
kemasyarakatan.  
2. Peran Kerajaan dalam Islamisasi 
Taufik Abdullah membedakan tiga pola penyebaran dan pembentukan 
formasi sosial Islam di berbagai daerah di Asia Tenggara. Pola yang pertama, “Pola 
Pasai”, dirumuskan  berdasarkan pengalaman Pasai, dalam pola ini Islam tumbuh dan 
berkembang bersama-sama dengan perkembangan pusat kekuasaan negara 
(masyarakat) dan Islam menjadi landasan legitimasi  politik negara. Pola kedua, pola 
Malaka, dirumuskan berdasarkan kasus Malaka, Patani, Gowa-Tallo dan Ternate. 
Pada Pola ini penyebaran dan penerimaan Islam melalui kekuatan magik atau yang 
lain, terjadi melalui konversi pusat kekuasaan lokal ke dalam kekuasaan Islam. Pola 
ketiga, “Pola Jawa”, dirumuskan berdasarkan pengalaman penyebaran Islam di Jawa. 
Di dalam penyebaran dan penerimaan Islam dijelaskan bahwa terjadi melalui 
penaklukan pusat kekuasaan lokal yaitu Majapahit oleh kekuasaan Islam Demak.79 
Ketiga pola tersebut di atas memiliki kesamaan, yaitu dominannya peranan 
negara/kerajaan sebagai ‘jembatan’ islamisasi di wilayah kedaulatannya. Sedangkan 
perbedaannya, pada dua pola yang pertama, terbentuk tradisi integrasi yang mulai 
mantap pada abad ke 17. Pada pola ini, tidak terjadi perubahan struktur dengan 
mulus. Islam menjadi tradisi khas bagi masyarakat.80 Taufik Abdulllah mengatakan, 
tradisi dalam masa Islam mengalami proses ortogenetik atau mempribumikan secara 
                                                          
79Taufiq Abdullah, “Islam dan Pembentukan…,” h.83.  
80Lihat, Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Cet.I; 
Makassar, Lamacca Pres, 2003), h. 20.  
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konseptual dan struktural Islam menjadi bagian intrinsik dari sistem kebudayaan 
secara keseluruhan. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan 
kehidupan pribadi. Dalam tradisi integrasi ini Islam merupakan unsur dominan 
dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigma politik yang dipakai 
sebagai pengukuran apa yang bisa dianggap wajar dan bukan.81 
Sedangkan pada pola ketiga, yaitu pola Jawa, Islam tampil sebagai 
penentang. Menurut Taufik Abdullah, di Jawa, Islam mendapatkan suatu sistem 
politik dalam susunan struktur kekuasaan yang telah lama mapan. Walaupun bukti-
bukti arkeologis menunjukkan bahwa komunitas pedagang muslim telah 
mendapatkan tempat dalam pusat-pusat politik pada abad ke XI dan makin 
membesar pada abad ke XIV, tetapi baru pada abad ke XV komunitas ini 
menunjukkan ancaman keagamaan dan politik bagi pusat kekuasaan, yakni keraton 
pusat Majapahit.82   
Pada saat Islam menang dengan menyingkirkan penguasa yang lama, mereka 
segera dihadapkan pada persoalan legitimasi politik dan kontinuitas sejarah sebagai 
jalan keluar untuk mendapatkan  legitimasi itu “bangunan lama” tidak diubahnya 
hanya “orang”nya yang berganti, bahkan orang-orang Jawa mengadopsinya tanpa 
merasa bersalah, sehingga Islam pun berjalan lebih relatif damai (penetration 
pacifique). 
Merujuk pada teori Taufik Abdullah tentang teori penyebaran dan 
pembentukan formasi sosial Islam, maka di Kerajaan Bone, mengikuti pola yang 
kedua, dimana penerimaan Islam dimulai dari pusat kerajaan, dari sini terbentuklah 
kerajaan yang bercorak Islam.  
                                                          
81Taufik Abdullah, “Islam dan Pembentukan…,”  h.83.  
82Ibid., h. 72,  
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Peran Kerajaan Bone dalam islamisasi di Sulawesi Selatan pada tahap awal, 
tidak seperti peran Kedatuan Luwu dan Kerajaan Gowa, dalam hal mengenalkan 
Islam kepada kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, dalam hal menyebarkan dan 
memperkokoh ajaran Islam yang telah dianut secara resmi kerajaan, Kerajaan Bone 
sangatlah berperan.  
Penerapan ajaran Islam yang sangat ketat di Kerajaan Bone pada masa 
pemerintahan La Maddaremmeng Sultan Saleh (1626-1643 dan 1667-1672 M), 
dengan meghapuskan perbudakan di Kerajaan Bone dan hal itu juga kepada 
kerajaan-kerajaan tetangganya seperti Soppeng, Wajo, dan Ajatappareng untuk 
mengikutinya. Bahkan La Maddaremmeng dengan keputusannya untuk 
menghapuskan perbudakan dianggap telah menyelewengkan adat atau nilai-nilai 
kebudayaan Bugisnya. Menurut Rahman Rahim bahwa, tindakan La Maddaremmeng 
memberikan kesan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis yang menjunjung tinggi 
martabat manusia dan kemanusiaan yang termaktub dalam lontara pappangaja 
(nasihat) dan paseng (amanat). Lebih lanjut Rahman Rahim bahwa, La 
Maddaremmeng mengetahui perbudakan itu sebagai pelanggaran adat yang sudah 
lama terjadi. Oleh sebab itu, perubahan harus dilakukan untuk mengembalikan hak-
hak asasi manusia dan meluruskan jalan sejarah Bugis.83 Selain pengetahuan La 
Maddaremmeng tentang nilai-nilai kebudayaan Bugis, beliau juga dilandaskan 
pengetahuan tentang ajaran Islam yang tidak membenarkan sistem perbudakan. 
Peranan Kerajaan Bone selanjutnya pada masa pemerintahan La Tenritatta 
Seperti dikemukakan Mattulada bahwa, pada masa pemerintahan Raja Bone XV La 
                                                          
83Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; t.t.: Lembaga Penerbit 
Universitas Hasanuddin, 1985), h. 199-200. 
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Tenritta Sultan Saaduddin (1672-1692 M) mubalig atau parah ulama seperti murid-
murid Syaikh Yusuf, diantaranya Syaikh Nuruddin Abdul Fattah, Abdul Ba>sir dari 
Rappang dan Abdul Kadir Karaeng Jeno’, lebih leluasa mengembangkan dakwah 
Islam ke negeri Bugis-Makassar, karena batas-batas kerajaan yang tadinya saling 
bermusuhan, lambat laun tidak menjadi penghalang lagi. Ulama-ulama dari luar 
Sulawesi Selatan juga diundang untuk melakukan dakwah Islam, baik berasal dari 
Jawa, Sumatera, dan orang Arab. Orang Bugis-Makassar semakin banyak 
menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah.84 Peran Kerajaan Bone dalam 
meningkatkan kualitas keberislaman khususnya di Kerajaan Bone dan kerajaan-
kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya, sangat memberi peranan penting dalam 
penyebaran Islam. 
3. Metode Penyebaran Islam 
Penyebaran Islam pada awalnya di Kerajaan Bone hanya menekankan pada 
ajaran syariat dan ilmu kalam yang bersumber dari ajaran Khatib Tuggal Dato’ ri 
Bandang. La Tenri Pale Sultan Abdullah (1611-1626 M) sebagai Raja Bone pertama 
yang memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan 
setelah Musu Selleng, beliau berangkat ke Gowa untuk belajar agama Islam dari 
Dato ri Bandang dan juga urusan kenegaraan.85 Sehingga penyebaran Islam pada 
awalnya hanya menekankan syariat dan ilmu kalam, dan lingkup penyebarannya 
hanya pada lingkungan kerajaan dan para bangsawan Kerajaan Bone. 
Pada periode selanjutnya, setelah Kerajaan Bone di pimpin Raja La 
Maddaremmeng Sultan Saleh (1625-1643 dan 1667-1672 M), pola penyebaran Islam 
                                                          
84Mattulada, Sejarah, Masyarakat……, h. 200-201. 
85Idem., “Penyebaran Agama….., h. 245. 
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lebih intensif kepada seluruh rakyat Bone, dengan membentuk pejabat syariat 
(parewa sara’) yang struktur organisasinya mulai dari tingkat pusat sampai pada 
perkampungan rakyat Bone. Sehingga penyebaran Islam pada masanya sampai pada 
pelosok-pelosok perkampungan Kerajaan Bone dan pelaksanaan penyebaran Islam 
dilakukan oleh para pejabat sara’. Bahkan penyebaran Islam pada masa La 
Maddaremmeng Sultan Saleh dilakukan dengan “keras” dengan kebijakannya untuk 
memberlakukan syariat Islam dengan ketat. Kebijakan kepada rakyatnya dan 
kerajaan-kerajaan tetangganya untuk menghapus sistem perbudakan, pernyataan ini 
dibarengi dengan ancaman kepada siapa saja yang mengindahkan perintah itu akan 
dimusuhi oleh beliau, baik kepada rakyat Bone maupun kepada kerajaan-kerajaan 
tetangganya. 
Mattulada menuturkan, bahwa ada dua cara yang dikenal paling umum dalam 
penyebaran agama Islam, yaitu: (1) untuk pendidikan dasar agama (mengaji Qur’an, 
belajar salat dan lain-lain) bagi anak-anak. Mereka mengunjungi guru-guru mengaji 
yang biasanya dilakukan di masjid atau di rumah guru-guru mengaji itu. Guru-guru 
mengaji itu pada umumnya adalah parewa sara’ (pejabat sara’), yaitu Imam, Khatib, 
dan lain-lain. (2) untuk pendidikan lanjutan agama bagi para pemuda-pemuda, 
mereka mengunjungi ulama tertentu yang memberikan pendidikan itu. Di tempat 
kediaman ulama itu berkumpullah puluhan pemuda yang mengikuti pengajian. 
Pengajian cara ini dikenal dengan istilah Bugis-Makassar “pangaji kitta”. Pada 
tempat-tempat pengajian yang terkenal, murid-muridnya yang disebut santari, 
adakalanya berasal dari daerah atau negeri lain. Maka santri itu berdiamlah dalam 
pondokan yang dibangun disekitar rumah tempat kediaman ulama atau guru itu. 
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Selanjutnya menurut Mattulada, selain dua cara yang umum itu, terdapat lagi 
satu penyebaran yang dilakukan oleh para ulama yang mengunjungi pada pemuka 
adat yang berpengaruh di negeri itu. Diundang untuk beberapa hari para ulama itu 
menginap di rumah pemuka adat dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka 
dan keluarganya. Tiap-tiap ilmu yang diajarkan diberi imbalan dengan sedekah 
berupa ringgit dan atau barang berharga lainnya.86 Hal tersebut di atas dilakukan di 
Kerajaan Bone setelah Kerajaan Bone melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan 
Gowa, dengan kata lain, hal tersebut menjadi pola penyebaran Islam di Kerajaan 
Bone pada masa pemerintahan Raja Bone XV Arung Palakka Sultan Saaduddin 
(1672-1796 M), dan berlanjut pada masa pemerintahan La Patau Sultan Alimuddin 
(1696-1714 M).   
                                                          




AKULTURASI ISLAM DENGAN MASYARAKAT BONE 
 Islamisasi sebagai kegiatan penyebaran Islam, maka proses itu sendiri tidak 
terlepas dari proses akulturasi (acculturation process). Proses akulturasi sebagai 
penyebarluasan Islam, maka dalam menganalisis sikap masyarakat yang menghadapi 
proses akulturasi, digunakan teori propagasi (penyebarluasan). Menurut Sartono, 
proses akulturasi merupakan proses usaha manusia dalam menghadapi pengaruh 
kultur dari luar, dengan mencari bentuk penyesuaian terhadap komoditi, nilai atau 
idiologi baru, yang merupakan penyesuaian kondisi, disposisi dan referensi kulturnya 
yang kesemuanya merupakan faktor-faktor kultural dalam menentukan sikap 
terhadap pengaruh baru. Lebih lanjut menurut Sartono, dalam kerangka ini, akan 
dijumpai variasi-variasi sikap kultur masyarakat yang menghadapi akulturasi. 
Adapun variatif sikap yang dimaksud adalah menolak akulturasi (rejection), atau 
negosiasi (negosiation) dan bahkan mungkin menerima secara penuh (reception).1 
Berdasarkan uraian tersebut, maka pada pembahasan tentang Kerajaan Bone pasca 
islamisasi yang terdiri atas pengaruh Islam terhadap kehidupan politik dan sosial 
masyarakat, yang akan berpatokan pada teori propagasi. 
A. Islam dalam Kehidupan Politik Masyarakat        
1. Syari’at Islam dalam Sistem Pangngadereng 
Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone pada tahun 1611 M. setelah 
mengalami kekalahan pada Musu Selleng oleh Kerajaan Gowa dan sekutunya. Raja 
                                                          
1Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 160.  
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dan masyarakat Kerajaan Bone, menyatakan menerima Islam dengan mengucapkan 
dua kalimat syahadat, pada tanggal 23 November 1611 M.2 Sebagai konsekuensi 
logis dari penerimaan Islam sebagai agama kerajaan, keberadaan institusi sara’ 
(syari’at Islam) yang bertanggungjawab terhadap urusan keagamaan (Islam) sangat 
dibutuhkan, karena pejabat sara’ yang disebut dengan parewa sara (pejabat sara’) 
mengurusi hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat, yakni 
kehidupan keagamaan.  
 Pada zaman pemerintahan La Tenri Pale Sultan Abdullah (±1611-1626 M) 
belum terbentuk pejabat sara’ di Kerajaan Bone. Pejabat sara’ baru terbentuk pada 
masa Raja XIII La Maddaremmeng Sultan Shaleh (1626-1643 dan 1667-1672 M), 
hal ini ditandai dengan diangkatnya Fakih Amrullah sebagai khadi pertama Bone.3 
Pada saat itu juga sara’ juga diintegrasikan dalam pangngadereng yang memberi 
warna baru kedalam adat istiadat.  
mkEdtopi toriaoloea, aEpmuwi wuwGEn epedecGi tn, aiymni ngEnE 
limPuwGE, nrpimni asElEGE, nripautmton srea, esauwni adEea, mduan 
rpeG, metlun wriea, maEpn bicrea, mlimn srea.4 
Makke|datopi to-rioloe, e|ppamui uange|nna pad>ecengi tana, iyamani nag|enne 
limampuange|ng, narapi mani ase|llengeng na ripattama’tona sara’e, seuwani 
                                                          
2Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 
26. Lihat juga, Leonard Y. Andaya, A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth 
Century, terj. Nurhady Sirimorok, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 
(Cet. I; Makassar: Ininnawa, 2004), h. 42-43. 
3Ahmad Rahman, “Tarekat Sammaniyah Penyebaran dan Ajaran di Sulawesi Selatan” 
(Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 
h. 41. 
4Anonim, “Lontara Latoa” dalam B.F. Matthes, Boeginesche Chrestomathie, Jilid II, 
(Amsterdam, 1872), h. 9-10. Lihat juga Mattulada, Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap 
Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 114.  Lihat 
juga Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII),  (Cet. II; Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 137. Lihat juga, Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Tanah Bone Masa 
Raja Pertama dan Raja-raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir (Gowa: 
Yayasan Al Muallim, 2006), h. 299. 
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ade|’e, maduanna rapannge, mate|llunna wari’e, mae|ppana bicara’e, malimanna 
sara’e. 
Berkata pula to-riolo, hanya empat macam hal yang memperbaiki Negara dan 
barulah dicukupkan lima ketika syariat Islam diterima, pertama ade’, kedua 
rapang, ketiga wari’, keempat bicara, kelima sara’. 
Sara’ (syariat Islam) diintegrasikan ke dalam sistem pangngadereng (wujud 
kebudayaan orang Bugis-Makassar). Dengan integrasi ini, maka sistem 
pangngadereng yang semula terdiri atas empat bagian, menjadi lima bagian, yaitu 1) 
ade, 2) rapang, 3) wari, 4) bicara dan 5) sara’. Lebih lanjut Lontara Latoa 
menjelaskan fungsi masing-masing kelima sistem pangngadereng tersebut, yaitu 
sebagai berikut;   
naiy adEea aiyn epedecGiwi tau meagea, naiy rpeG aiyn epwtGiwi 
arjeG, naiy wriea aiyn epasEkiwi tn asiyjiGEn tnmesajieG, naiy bicrea 
aiyn spowi gaubwn tomgau bweG ritu, naiy srea aiyn seRsEn 
tomdodoeG nmlEpu5 
Naiya ade|’e iyana padecengiwi tau maegae, naiya rapange iyana pewatangiwi 
arajange, naiya wari’e iyana peassekiwi assiyajingena tana masseajingnge, 
naiya bicara’e iyana sappowi gau bawangna to ma’gau bawangnge ritu, naiya 
sara’e iyana sanrese|nna to madodonge namale|mpu. 
Adapun Ade’ itu ialah memperbaiki rakyat (orang banyak), Rapang itu ialah 
mengokohkan kerajaan, Wari’ itu ialah memperkuat kekeluargaan Negara yang 
sekeluarga, Bicara itu ialah memagari perbuatan sewenang-wenang dari orang 
yang berbuat sewenang-wenang, dan Sara’ itu ialah sebagai sandaran bagi 
orang lemah yang jujur. 
Dalam Lontara Latoa dijelaskan pula bahwa apabila ade’ ditinggalkan, maka 
rusaklah orang banyak, apabila rapang tidak dipelihara, maka lemahlah kerajaan, 
apabila wari’ hilang, maka tidak persepakatlah rakyat, apabila bicara tidak ada lagi, 
maka rusaklah hubungan kekeluargaan Negara-negara (yang) sekeluarga dan apabila 
tak ada lagi sara’, maka berbuat sewenang-wenanglah orang kuat terhadap orang 
lemah.6 
                                                          
5Anonim, Lontara Latoa….., h. 10. 
6Anonim, Lontara Latoa…, h. 10.  Lihat juga Mattulada,  Latoa…, h. 114. 
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Unsur pangngadereng yang terakhir adalah sara’. Sara’ yang dimaksud adalah 
unsur dari sistem yang berasal dari ajaran Islam atau syariat Islam. Dengan demikian 
sara’ merupakan salah satu unsur pangngadereng yang diterima oleh masyarakat 
Bugis-Makassar setelah adanya pengaruh Islam. Dengan demikian sara’ (syariat 
Islam) sebagai pranata Islam telah melengkapi pranata sosial masyarakat Bugis-
Makassar menjadi lima setelah Ade’(adat istiadat), rapang (pengambilan keputusan 
berdasarkan perbandingan), bicara (sistem hukum) dan wari (sistem protokoler 
kerajaan). Pembahasan tentang empat unsur pangngadereng tersebut di atas sudah 
dijelaskan pada uraian sebelumnya.  
Para sejarawan mempunyai penilaian yang berbeda mengenai sara’. Abu 
Hamid misalnya menganggap sara’ sebagai salah satu unsur pangngadereng, yang 
didefinisikannya sebagai aturan yang berasal dari ajaran Islam, baik aturan itu dalam 
bidang fiqhi, ilmu kalam maupun tasawuf.7 Dengan demikian definisi Abu Hamid 
tentang sara’, terbatas dalam bidang ibadah saja. Sedangkan Ahmad M. Sewang, 
memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu semua aspek ajaran Islam yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad saw, baik yang berhubungan dengan pranata sosial, yang 
mengatur hubungan antara manusia, maupun menyangkut masalah ibadah yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.”8  
Bila merujuk pada pendapat Ahmad M. Sewang, seperti telah disebutkan di 
atas, maka pengaruh Islam bagi kehidupan masyarakat Bone tidak hanya pada 
bidang ibadah saja, akan tetapi lebih dari itu telah menyentuh semua aspek, baik 
politik maupun sosial dan budaya. Selanjutnya menurut Mattulada, malah lebih 
                                                          
7Abu Hamid, “Selayang Pandang tentang Islam dan Kebudayaan Orang-orang Bugis-
Makassar di Sulawesi Selatan,” dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed.), Bugis-Makassar dalam Peta 
Islamisasi  Indonesia (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 81-82.   
8Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 183.  
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konkret memberikan analisa, bahwa sara’ sangat berperan dalam berbagai tingkah 
laku kehidupan sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar. Menurutnya ketaatan 
orang Bugis-Makassar pada sara’ sama dengan ketaatan mereka pada aspek 
pangngadereng lainnya. Keadaan ini terjadi karena Islam sebagai agama tidak terlalu 
banyak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah masyarakat dan kebudayaan yang telah 
ada.  Diakui bahwa pada mulanya Islam (sebagai agama) datang hanya untuk urusan-
urusan ‘ubudiyah (ibadah) dan tidak mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan 
masyarakat yang ada, seperti lembaga sosial yang menyangkut kehidupan politik. 
Islam mengisi sesuatu dari aspek kultur mereka, karena sasaran utama dari para 
penyiar Islam pada permulaan datangnya hanya tertuju kepada soal iman dan 
kebenaran tauhid. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian, setelah Islam 
diterima dan untuk menyesuaikan berjalannya islamisasi, maka pranata Islampun 
melengkapi atau mengokohkan pangngadereng masyarakat Bugis-Makassar. Lebih 
lanjut menurut Mattulada, yang terjadi kemudian adalah pengidentikan diri mereka 
dengan Islam. Sangat janggal bagi sebagian besar orang Bugis-Makassar, apabila 
dikatakan ada di antara mereka yang bukan Islam, karena orang yang demikian itu 
berarti menyalahi pangngadereng. Pangngadereng memberi identitas kepada mereka, 
maka orang yang dianggap bukan muslim berarti dianggap bukan orang Bugis-
Makassar lagi, sehingga dia akan diperlakukan sebagai orang asing dalam kehidupan 
sosial budaya dalam lingkup pangngadereng.9 
Dari kelima unsur-unsur pangngadereng tersebut di atas, empat yang pertama 
dilaksanakan pemangku adat (pakkatenni ade’) yaitu raja dan bawahannya yang 
terdiri atas, To Marilaleng dan Ade Pitue. Sedangkan unsur pangngadereng yang 
                                                          
9Mattulada, Latoa…, h. 114. Lihat juga, idem. “Penyebaran Agama Islam”, dalam Taufik 
Abdullah, (ed.) Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.  234. 
Lihat juga Andi Faisal Bakti, Communication and Family Planning in Islam in Indonesia, South 
Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program (Jakarta: INIS, 2004), h. 170. 
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terakhir dilaksanakan oleh parewa sara’ yaitu kadhi sebagai ketua dan bawahannya. 
Dengan demikian, kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan 
bidangnya masing-masing dan memiliki kedudukan otonomi tersendiri. Ini 
menunjukkan antara ulama dan umara mempunyai fungsi masing-masing dan 
mempunyai kedudukan yang sama serta tidak saling mendominasi. Dalam 
mengembangkan Islam di masyarakat, umara mengamanahkan kepada ulama selain 
itu ulama juga diposisikan sebagai penasihat umara agar kebijakan umara tidak 
bertentangan dengan Islam. Sehingga dalam urusan adat yang dilaksanakan oleh 
umara, tetap tunduk kepada ajaran Islam. Akan tetapi tidak jarang parewa sara’ 
bertoleransi kepada adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena 
itu nampak dalam proses akulturasi berlangsung secara damai (penetrasi pacifique). 
2. Islam dalam Majelis Pemerintahan Kerajaan Bone 
Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka Kerajaan Bone dibawah 
pemerintahan La Maddaremmeng Sultan Saleh (1626-1643 dan 1667-1672 M), 
sebagai seorang raja yang taat dalam beragama, dia pun mulai menata 
pemerintahannya  dengan memasukkan unsur-unsur yang islami. Langkah awal yang 
dilakukan adalah mengangkat seorang kadhi atau hakim agama kerajaan yang 
disebut kalie (kadhi). Kalie mempunyai tugas mengembangkan kehidupan beragama 
dalam masyarakat sekaligus sebagai penasehat raja. Selanjutnya, untuk lebih 
mengokohkan pranata keislaman, diapun memasukkan lembaga keislaman yaitu 
kadhi dalam lembaga pemerintahan. Memasukkan pranata keislaman ke dalam 
struktur pemerintahannya, bukan merombak struktur pemerintahan yang sudah 
mapan, melainkan melengkapinya atau dengan kata lain bukan merombak 
pangngadereng (sistem kebudayaan masyarakat), tetapi melengkapinya dengan 
memasukkan unsur-unsur islami.  
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Sara’ (syariat Islam), seperti yang disebutkan pada Lontara di atas, 
merupakan pranata baru yang masuk ke dalam pranata sosial masyarakat, setelah 
Islam mempengaruhi pangngadereng. Sara’ sebagai pranata Islam telah melengkapi 
pranata sosial masyarakat Bone, yang sebelumnya terdiri atas ade’, rapang, wari dan 
bicara, kemudian dilengkapi dengan dimasukkannya sara’. Kehadiran Islam telah 
menjadikan sara’ sebagai bagian integral dari pangngadereng (Bugis) atau 
pangngadakkang (Makassar) yaitu wujud kebudayaan orang Bugis-Makassar. 
Dengan demikian, pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bone dan atau 
Bugis-Makassar memperoleh warna baru, karena sara’ yang pada perkembangannya 
kemudian, sangat berperan dalam berbagai tingkah laku kehidupan masyarakat, 
seperti sosial dan budaya dan bahkan politik. 
Susunan organisasi pejabat-pejabat sara’ yang disebut parewa sara’ 
cenderung mengikuti organisasi pejabat-pejabat ade’, mulai dari tingkat yang paling 
tinggi sampai tingkat paling bawah. Pejabat-pejabat sara’ dan pejabat-pejabat ade’ 
mempunyai kedudukan yang sama dalam pangngadereng, walaupun masing-masing 
jabatan itu mempunyai fungsi yang berbeda, ada kalanya bertentangan. Akan tetapi, 
raja yang ditempatkan sebagai orang tertinggi kekuasaan dalam pangngadereng 
adalah tempat untuk mendamaikan setiap perbedaan dan pertentangan10 Pejabat-
pejabat sara’ yang tertinggi di Kerajaan Bone adalah kalie (Kadhi) yang digelar 
Petta Kali’e membawahi Amil (a>me|le|) beberapa Imam (imang), beberapa orang 
Khatib (katte’), beberapa orang Bilal (bilala), dan Doja.11 Pejabat-pejabat sara’, 
                                                          
10Andi Palloge, op. cit., h. 301. 
11Mattulada, Agama Islam di Sulawesi Selatan, Laporan Proyek Penelitian Peranan Ulama 
dan Pengajaran Agama Islam di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang; Kerjasama antara LEKNAS dan 
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1975-1976), h. 54. Lihat juga, Cristian 




terutama kalie (kadhi) adalah orang terkemuka dalam kerajaan. Kadhi juga berasal 
kalangan anakarung yang mempunyai pengetahuan tentang Islam lebih dari rata-rata 
orang dalam kerajaan, itulah yang menyebabkan kadhi mempunyai wibawa yang di 
samping raja.12 Seperti halnya di Kerajaan Bone kadhi yang pertama diangkat yakni 
Fakih Amrullah (1629-1663 M) yang merupakan putra dari Sayyid Mukhsi yang 
kawin dengan putri Raja Tallo, I Mallingkaan Daeng Manyonri, Mangkubumi 
Kerajaan Gowa, raja pertama masuk Islam sehingga digelar Sultan Awwalulislam.13 
Jadi fakih Amrullah sebagai kadhi pertama Kerajaan Bone, juga berasal dari 
anakarung yang berasal dari kakeknya Sultan Awwalulislam Raja Tallo 
Mangkubumi Kerajaan Gowa. Pemilihan kadhi dari keturanan keluarga To 
Manurung yang diyakini merupakan personifikasi dewa di bumi, sehingga 
masyarakat dalam menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh kadhi mendukung 
kepercayaan sebelumnya tentang konsep To Manurung mempunyai kedudukan 
dalam kehidupan masyarakat, selain itu memang seorang kadhi mempunyai 
kapasitas dalam ilmu agama Islam. 
Kadhi yang digelar Petta Kalie selaku penanggung jawab tertinggi pada 
persoalan sara’ bertugas mendapingi raja dalam urusan pemerintahan, baik dalam 
urusan keagamaan maupun dalam urusan politik bersama para penguasa adat 
kerajaan. Kadhi diangkat dan diberhentikan oleh raja, masa jabatannya berakhir 
apabila raja yang mengangkatnya itu mangkat, atau diturunkan dari tahta kerajaan. 
Akan tetapi, dapat dipilih kembali oleh raja berikutnya. Sedangkan jabatan imam 
setiap daerah palili (daerah bawahan) diangkat oleh Arung Palili yang mendapatkan 
persetujuan dari kadhi, yang berkedudukan di pusat kerajaan.14 
                                                          
12Mattulada, Latoa…., h. 384. 
13Ahmad Rahman, op. cit., h. 41. 
14Andi Palloge, op. cit., h. 302. 
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Para pejabat syariat (parewa sara’) mempunyai tugas masing-masing, kadhi 
yang berkedudukan di pusat kerajaan yang berfungsi sebagai penasehat raja dalam 
persoalan agama. Dia berwenang memimpin pelaksanaan sara’ dan berhak turun 
tangan memutuskan, untuk hal-hal tertentu, apakah yang harus digunakan adalah 
hukum syariat (sara’) ataukah hukum adat (ade’). Amil yang berfungsi untuk 
mengumpulkan zakat fitrah, serta berwenang mewakili penguasa dalam hal 
pemeliharaan masjid kerajaan. Di setiap daerah-daerah palili (daerah bawahan) 
didirikan sebuah masjid dan diangkat seorang imam digelar petta imang (puang 
imang) yang berfungsi sebagai imam salat berjamaah, serta menjadi guru mengaji. 
Imam dibantu seorang khatib (puang katte’) yang berfungsi menyampaikan khotbah 
Jumat serta sebagai guru agama. Petugas masjid lainnya adalah muazin atau disebut 
bilala (bilal) dan terakhir adalah doja yang bertugas memelihara kebersihan masjid 
dan menyediakan air wudhu.15  
Pejabat sara’ sangat berperan dalam mengatur urusan upacara-upacara 
keagamaan, seperti Maulid Nabi, Isra Mi’raj, Idul Adha dan upacara lainnya di 
istana raja. Mereka pun sangat berperang dalam pernikahan raja, serta upacara 
kematian raja, serta mengajarkan pendidikan agama bagi orang-orang muda dan 
anak-anak di masjid dan langgar atau di rumah kediaman mereka.16 
Dimasukkannya pejabat syariat (parewa sara’) dalam struktur kerajaan, 
memberi warna baru dalam sistem pemerintahan, dimana raja dalam mengambil 
keputusan selain pertimbangan dari pejabat adat (parewa ade’), raja juga meminta 
pertimbangan dari pejabat sara’ (parewa sara’) tertinggi yakni kadhi, jadi pejabat 
                                                          
15Critian Pelras, op. cit., h. 213. 
16Mattulada,Islam di Sulawesi Selatan….., h. 55. 
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sara’ sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh raja. Posisi kadhi 
disamakan kedudukannya dengan pejabat adat dalam struktur kerajaan, sehingga 
dalam menjalankan tugasnya kadhi mempunyai kewenangan untuk memutuskan 
apakah hukum syariat (sara’) yang digunakan ataukah hukum adat (ade’).     
B. Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat  
Penerimaan Islam di Bone dan masuknya syariat Islam sebagai bagian 
integral dari pangngadereng, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bone, 
memperoleh warna baru. Karena sara’ (syariat) memberikan peranannya dalam 
berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya. Diakui bahwa kehadiran Islam tidak 
banyak merubah nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan sehingga adat istiadat 
pra-Islam, sebagian masih tetap dilestarikan. Kehadiran Islam di Bone lebih kepada 
menambah dan memperkaya budaya. Dengan demikian yang tampak di sini adalah 
terjadinya negosiasi antara syariat Islam dengan tradisi-tradisi lokal.  
Menurut Ahmad M. Sewang, pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial, akan 
mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan upacara inisiasi atau siklus hidup (rites 
de passage),17 yang oleh Abady disebut “cycle life ceremonies” yaitu upacara-
upacara lingkaran hidup. Upacara yang dimaksud ditandai dengan perpindahan satu 
fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti kelahiran, 
perkawinan dan kematian.18 Berangkat dari pendapat tersebut, maka dalam 
pembahasan akulturasi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Bone, akan 
mengacu pada siklus hidup, yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. 
                                                          
17Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 191.  
18Yusri Abady, Proses Islamisasi di Sulawesi dan Maluku: Suatu Pendekatan Sejarah, 
Laporan hasil Penelitian (Ujung Pandang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Balai 
Penelitian Lektur Keagamaan, 1986/1987), h. 156.  
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1. Kelahiran        
Seorang bayi yang baru lahir akan disambut dengan ritus atau upacara 
sebagai pertanda bahwa kehadirannya sangat diharapkan. Pada masyarakat Bone pra 
Islam, upacara menyambut bayi dilakukan pemotongan hewan dengan maksud 
mempersembahkan darah hewan yang disembelih kepada “Patotoe” (yang 
menentukan nasib), sebagai ucapan terima kasih karena sang bayi lahir dengan 
selamat, upacara ini disebut “maccera ana”. Hal ini sesuai dengan makna “cera’” 
yaitu darah. Adapun macam dan jumlah hewan yang disembelih tergantung strata 
sosial orang tua si bayi. Semakin tinggi strata sosialnya, maka semakin banyak pula 
hewan yang disembelih. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan upacara tersebut, 
ditentukan oleh keluarga si bayi.19 
Dalam upacara maccera’ ana disiapkan sesajen berupa masakan daging dari 
hewan yang disembelih serta kue-kue yang terbuat dari gula merah dan kelapa, 
sebagai simbol agar sang bayi, manis seperti gula dan hidupnya bermanfaat seperti 
buah kelapa. Ritus tersebut dipimpin oleh seorang “sandro” (dukun) dan lewat 
sesajen itu sandro mendoakan agar sang bayi dijauhkan dari roh-roh jahat.  
Setelah adanya pengaruh Islam, maccera’ ana diganti dengan aqiqah,20  di 
mana macam dan jumlah hewan yang disembelih, ditentukan oleh sara’ yaitu 
pemotongan dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi 
                                                          
19Nurhayati Djamas, “Varian Keagamaan Orang Bugis-Makassar,” dalam Mukhlis dan 
Kathryn Robinson (ed.), Agama dan Realitas Sosial (Ujungpandang: Lephas, 1985), h. 299.   
20Perintah pelaksanaan aqiqah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 ْﻟا َﻊَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلا.ىََذْﻷا ُﮫْﻨَﻋ اُﻮﻄﯿَِﻣأَو ﺎًﻣَد ُﮫْﻨَﻋ اُﻮﻘﯾِﺮَْھَﺄﻓ ٌَﺔﻘِﯿﻘَﻋ ِمَﻼُﻐ  
Artinya: “ Bagi anak yang baru dilahirkan harus diaqiqah, karena itu alirkanlah darah baginya dan 
hindarkan dari penyakit.” (Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, kitab: al-Ada>hi ‘an Rasu>lillah, Juz IV 
al-‘Aqiqah bi Sya>tin, No. 1433)”.  
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perempuan.21 Begitupun dengan waktu pelaksanaannya.22 Dalam upacara ini 
ditandai pula dengan pemotongan rambut si bayi oleh seorang ahli sara’ (imam atau 
tokoh-tokoh agama).  
Dalam pelaksanaan pemotongan rambut, tampaknya masih ditemukan ritus-
ritus pra-Islam. Hal ini dapat dilihat pada alat yang dipakai untuk memotong 
rambut, terlebih dahulu diletakkan pada buah kelapa yang sudah disiapkan. Buah 
kelapa tersebut dikupas ujungnya sampai kelihatan airnya sehingga alat tersebut 
dapat menyentuh air kelapa. Pemakaian kelapa dalam ritus ini dimaknai sebagai 
simbol agar bayi kelak dapat seperti pohon kelapa yang kokoh dan serba guna.23 
Sebab pohon kelapa, selain sebagai pohon yang tumbuh kokoh, juga keseluruhan dari 
kelapa itu bermanfaat, mulai dari akar hingga buahnya. Ritual-ritual pra-Islam 
seperti tersebut di atas, ternyata masih dilaksanakan bukan hanya pada awal-awal 
penerimaan Islam akan tetapi sampai sekarang ritual-ritual seperti tersebut masih 
saja menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aqiqah. 
Dengan demikian, tradisi-tradisi pra-Islam, masih dilaksanakan pada prosesi 
aqiqah. Ulama tidak menghapus tradisi-tradisi pra-Islam tersebut, mungkin karena 
dianggap tradisi tersebut tidak merusak aqidah Islam. Pengaruh Islam terlihat pada 
                                                          
21Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, sebagai berikut: 
 َِﺔﯾِرﺎَﺠْﻟا ْﻦَﻋَو ِنَﺎَﺘِﺌﻓﺎَﻜُﻣ ِنَﺎﺗﺎَﺷ ِمَﻼُﻐْﻟا ْﻦَﻋ ُْﻢھَﺮََﻣأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ٌةﺎَﺷ   
Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan agar menyembelihkan dua ekor kambing 
bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan”. ibid. 
22Petunjuk mengenai waktu pelaksanaan aqiqah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, 
sebagai berikut: 
 َلَﺎﻗ َُﺴﯾَو ِِﻊﺑﺎ ﱠﺴﻟا َمَْﻮﯾ ُﮫْﻨَﻋ َُﺢﺑُْﺬﯾ ِِﮫَﺘﻘِﯿﻘَِﻌﺑ ٌَﻦَﮭﺗْﺮُﻣ ُمَﻼُﻐْﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر ُﮫُﺳْأَر َُﻖﻠُْﺤﯾَو ﻰﱠﻤ  
Artinya: “anak yang baru dilahirkan akan tergadai dengan aqiqahnya, seyogianya diaqiqah pada hari 
ketujuh, lalu diberi nama dan rambutnya dicukur.” ibid., No. 1442. 
23Ahmad M.Sewang, op. cit., h. 194.  
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jumlah hewan yang disembelih, waktu pelaksanaannya serta pemberian nama-nama 
Islami seperti Muhammad, Abdullah, Khadijah, Aisyah, Fatimah dan lain-lain. Di 
samping itu, pengaruh Islam yang mononjol dalam pelaksanaan aqiqah yaitu 
prosesnya dipimpin oleh seorang ahli agama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa, 
proses akulturasi antara adat dan Islam dalam aqiqah mengambil bentuk negosiasi. 
Masyarakat Bone tidak menolak pengaruh Islam, tetapi juga tidak menerima secara 
penuh. 
2. Perkawinan         
Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala ‘saling mengambil satu 
sama lain’, jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal 
dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka adalah mitra dan 
bukan hanya kedua mempelai, akan tetapi penyatuan dan persekutuan dua 
keluarga.24 Perkawinan dalam masyarakat Bugis-Makassar diangap sebagai sesuatu 
yang sakral.  Dalam ajaran Islam, kehidupan seseorang dianggap belum utuh jika 
belum kawin, seperti yang diterangkan dalam firman Allah, QS al-Dza>riyat/51: 49 
dan QS Ar-Ru>m/30: 21.25  
                                                          
24Critian Pelras, op. cit., h. 178.  
25 Redaksi QS al-Dza>riyat/51: 49 adalah: 
     
    
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran 
Allah”. 
Sedangkan redaksi QS al-Ru>m/30: 21 adalah: 
      
   
    
       
   
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Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bone, terdapat beberapa fase 
yang harus dilalui, yang merupakan warisan pra-Islam dan kemudian mendapat 
pengaruh Islam, yaitu sebagai berikut: 
a. Mammanu-manu (saling menjajaki), ialah kunjungan dari keluarga pihak lelaki 
kepada keluarga perempuan, untuk memeriksa kemungkinan, apakah peminangan 
dapat dilakukan. Orang yang melakukan kegiatan ini biasanya hanya satu atau 
dua orang, yang sudah tua yang terpandang dalam keluarga. Kalau kemungkinan 
itu ada, maka dilakukanlah kegiatan selanjutnya. 
b. Madduta (meminang), yaitu kunjungan resmi dari keluarga pihak lelaki kepada 
keluarga perempuan buat membicarakan langkah-langkah pelaksanaan upacara 
pernikahan. Dibicarakan tentang balanca (belanja) perkawinan, yaitu jumlah uang 
tertentu guna membiayai pesta dan keramaian upacara perkawinan, yang menjadi 
beban pihak laki-laki. Adapun tentang Sompa (uang mahar atau mas kawin), akan 
diikuti menurut kebiasaan atau derajat keluarga wanita, sesuai dengan kedudukan 
keluarga itu, menurut lapisan kemasyarakatannya. Setelah tercapainya 
kesepakatan tentang balanca, maka masing-masing keluarga melakukan kegiatan 
berikutnya. 
c. Mattampa atau Maddupa ialah peberitahuan kepada semua kaum kerabat, 
mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahun itu juga berarti 
undangan untuk ikut serta dalam proses perkawinan. Kaum kerabat (yang dekat), 
                                                                                                                                                                     
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: 
Karya Toha Semarang, tt), h. 417 dan 324. 
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dengan pemberitahuan itu juga berarti panggilan untuk memberikan bantuan 
tenaga, harta dan sebagainya bagi perkawinan itu. 
d. Mappaenre’ balanca yaitu satu iring-iringan pria-wanita, muda-mudi dari pihak 
laki-laki dalam upacara membawa belanja perkawinan beserta segala macam jenis 
buah-buahan, kue-kue, perangkat-perangkat pakaian lengkap penganting 
perempuan. Pihak keluarga wanita menerima rombongan itu dengan memberi 
jamuan. Beberapa hari kemudian menyusul acara-acara lain. 
e. Mappacci yakni pembersihan jiwa dan penerimaan restu dari kaum kerabat yang 
dilakukan tiga hari sebelum pernikahan. 
f. Menre’botting atau botting yakni hubungan kunjungan calon mempelai laki-laki 
ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah dengan syariat 
Islam yang dipimpin oleh ahli agama atau kadhi/imam. Pelaksanaan perkawinan 
ini, belum berhenti sampai disini, sebab biasanya masih ditambah dengan 
beberapa acara lainnya seperti “marola” yakni kunjungan balasan dari mempelai 
perempuan yang diiringi dengan mempelai laki-laki berkunjung ke rumah orang 
tua laki-laki atau kerabatnya untuk meminta restu. Mabbennitellu (bermalam tiga 
malam), yakni kunjungan mempelai laki-laki ke rumah orang tua atau kerabat 
istrinya untuk bermalam selama tiga malam. 26    
Peranan sara’ dalam perkawinan terlihat dalam cara nikah menurut syariat 
Islam yang dilakukan oleh seorang ahli agama atau kadhi/imam, yang sebelum Islam, 
doa-doa perkawinan dilakukan oleh seorang sanro (dukun). Dalam acara akad nikah, 
                                                          
26Sitti Aminah Pabittei, “Adat dan Upacara Perkawinan Bugis”, dalam Sitti Aminah Pabittei 
(ed), Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Bidang Sejarah dan 




juga belum ditinggalkan adat perkawinan pra-Islam yaitu persentuhan pertama 
antara ibu jari pria dengan ibu jari wanita sebagai tanda nikah menurut tradisi.27 
Pesta perkawinan yang diramaikan dengan makan dan minum (walimatul 
ursy) antara kedua belah pihak, dianggap oleh ulama tidak merusak syariat 
sepanjang dalam walimah tersebut dijauhkan dari makan babi dan tidak melanggar 
norma agama, karena itu atas inisiatif para ulama, menyelingi pesta itu dengan 
bacaan barzanji yang biasanya dilakukan pada waktu malam hari sebelum tiba hari 
akad. 
Pengaruh Islam yang lain, dapat pula dilihat pada acara “mappatamma 
korang” (khatam al-Qur’an) yang dilakukan sebelum barzanji. Dalam acara ini  
dipimpin oleh seorang Imam,28 dan dihadiri oleh sang calon pengantin sebagai 
simbol bahwa ia telah resmi tamma korang (khatam al-Qur’an). 
Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan penetrasi Islam dalam perkawinan 
mengambil bentuk negosiasi yaitu melanjutkan tradisi-tradisi pra-Islam yang 
dianggap tidak melanggar syari’at Islam dan dilaksanakan bersama dengan syariat 
Islam. Pengaruh Islam, terlihat pada sompa yaitu mahar dan pada prosesi pernikahan 
ini  melaksanakan rukun nikah menurut Islam yaitu sigat (akad) yang dilakukan oleh 
imam, wali perempuan dan dua orang saksi. 
3.  Kematian        
Kematian bagi masyarakat Bone, mempunyai ritual yang banyak diwarnai 
oleh ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena kematian merupakan peralihan hidup 
                                                          
27Abu Hamid, “Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan”, dalam 
Taufik Abdullah, (ed.) Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 
349.  
28Dalam upacara khatam al-Qur’an, Imam hanya mengambil beberapa surah dari al-Qur’an  
untuk dibaca oleh orang yang akan khatam al-Qur’an. 
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manusia dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius, dan Islam diyakini 
sebagai agama yang dapat menjawab segala persoalan misterius setelah kematian.  
Menurut kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar pra-Islam, seorang yang 
meninggal dunia dikuburkan bersama dengan harta bendanya yang berharga dan 
benda-benda yang disayangi atau disenangi si mayit. Penguburan itu dimaksudkan 
agar roh jahat tidak datang mengganggu kepada yang masih hidup. Setelah Islam 
diterima masyarakat, kebiasaan itu masih tetap berlangsung, tetapi harta benda itu 
tidak dikuburkan melainkan disedekahkan kepada mereka yang menyelenggarakan 
jenazah, seperti memandikan, mengapani, menyembahyangkan, dan menguburkan29 
Selain pada prosesi penguburan, pengaruh Islam yang lain, juga tergambar pada 
proses penyelesaian utang piutang simayit yang dibebankan kepada ahli warisnya. 
Di samping itu, pengurus Islam juga ditemukan dalam upacara yang menyertai 
kematian, seperti tradisi berjaga malam. Menurut kepercayaan pra-Islam, mayat 
seorang yang meninggal dunia harus dijaga rohnya sebelum dimakamkan, agar tidak 
mengganggu keluarga dan orang yang masih hidup. Tradisi berjaga malam ini, masih 
tetap dipertahankan pasca Islam, tetapi diisi dengan pengajian al-Qur’an, bahkan 
pengajian al-Qur’an juga dilakukan pada hari-hari tertentu setelah kematian,30 
seperti hari ketujuh, hari keempat belas, keempat puluh dan hari yang ke seratus 
setelah hari pemakaman. Hari-hari ini dipercayai sebagai hari kembalinya roh dari 
kubur untuk datang menjenguk keluarga. Peran syariat Islam dalam kematian 
terlihat pada prosesi-prosesi, seperti melakukan sembahyang mayat, bacaan talqin di 
atas kubur serta ingatan-ingatan kepada Allah (saat-saat ditimpa kesusahan).31 Dari 
uraian tersebut, disimpulkan, penetrasi Islam dalam kematian mengambil bentuk 
                                                          
29Ahmad M. Sewang, op. cit., h. 153. 




negosiasi yaitu melanjutkan tradisi-tradisi pra-Islam yang dianggap tidak melanggar 
syari’at Islam dan dilaksanakan bersama dengan syariat Islam 
Berdasarkan uraian di atas, mengenai pengaruh Islam dalam politik, sosial 
masyarakat Bone, dapat disimpulkan bahwa penetrasi Islam dalam politik, 
memperlihatkan bentuk negosiasi. Pelaksanaan sistem pangngadereng, nampak 
pembagian tugas antara pakkatenni ade’ (pemangku adat) dengan parewa sara’ 
(pejabat syariat). Kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan 
bidangnya masing-masing dan memiliki kekuasaan otonomi tersendiri. Pemimpin 
tertinggi pakkatenni ade’ adalah raja yang khusus menangani pemerintahan 
sedangkan pemimpin tertinggi parewa sara’ adalah kalie yang menangani hal-hal 
yang berhubungan dengan syariat Islam. 
Demikian juga dengan penetrasi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat 
mengambil bentuk negosiasi. Teori negosiasi dalam islamisasi dikembangkan oleh 
Sartono, mengenai perubahan sosial yang juga mencakup proses akulturasi. Proses 
ini akan memperlihatkan spektrum variasi-variasi sikap kultural yang dimulai dari 
penolakan, negosiasi dan penerimaan penuh.32 Berdasarkan kerangka ini, Islam di 
Bone tidak ditolak (rejection) dan juga tidak  diterima penuh (reception). Proses 
akulturasi disini bersifat negosiasi, yang mana syariat Islam dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan tradisi lokal. Sehingga Islam telah menjadi tradisi tersendiri 
yang secara kukuh tertanam dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Kemampuan 
Islam membentuk tradisi baru di Nusantara, dalam pandangan Harry J. Benda 
diungkapkan, bahwa ini dilatarbelakangi oleh sifat Islam yang universal dan 
mengajarkan persamaan serta kemampuan Islam mengakomodasi kepercayaan lama. 
                                                          
32Sartono Kartodirjo, op. cit., h. 160.  
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Lebih lanjut menurut analisis Harry, seandainya kehadiran Islam di Indonesia 
menghapus segala sesuatu yang sudah mapan, maka mungkin sekali Islam tidak akan 
menemukan tempat untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia.33 Strategi para tokoh 
pembawa Islam dengan tidak menghapus sistem yang telah ada dalam masyarakat 
Bone, seperti sistem pangangadereng tidak dihapus hanya dilengkapi dengan 
memasukkan unsur Islam (sara’), sehingga Islam di Kerajaan Bone dapat 
berkembang dan menyatuh masyarakat Bone. 
                                                          
33Harry J. Benda, “Kontinuitas dan Perubahan Islam dalam di Indonesia,” dalam Taufiq 
Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat Lintas Historis Islam di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor 






1. Pembentukan Kerajaan Bone diawali dengan kemunculan To Manurung (orang 
yang dipercaya turun dari langit sebagai personifikasi dewa di bumi) yang 
sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Akan tetapi, pada saat ini 
kepercayaan tersebut tidaklah benar dan To Manurung dianggap sebagai 
antropologi politik dengan kemampuan raja menyusun berbagai sistem 
kenegaraan sesuai sikap hidup dan nilai-nilai ideal dari wujud kebudayaannya, 
seperti hukum, kaidah kehidupan dan sebagainya. Kesepakatan seluruh rakyat 
(anang) pada saat itu yang diwakili oleh matowa dengan To Manurung untuk 
tetap tinggal di daerahnya dan menjadi raja. Pada saat itulah Kerajaan Bone 
terbentuk dan raja pertamanya adalah To Manurung yang selanjutnya 
dinamakan Mata Silompo’e Manurung’e ri Matajang. Selanjutnya raja 
digantikan oleh keturunannya yang mempunyai darah To Manurung dengan 
tidak membedakan laki-laki atau perempuan, mudah atau tua, dan bahkan raja 
tidak hanya diperuntukkan bagi putra/putri mahkota saja, akan tetapi, baik 
saudara, kemanakan, sepupu dari raja sebelum dan atas persetujuan dari Ade 
Pitue setelah terbentuknya. Dalam strata sosial To Manurung adalah dasar 
strata sosial masyarakat di Kerajaan Bone, dia dan keturunannya memiliki 
starata yang paling tinggi yang disebut anakarung dan lapisan dibawanya 
adalah lapisan maradeka dan ata’. Kepercayaan kepada To Manurung sebagai 




pada saat itu mempercayai makhluk supranatural yang mempunyai kekuatan, 
sehingga masyarakat melakukan ritual-ritual kepada dewa supaya mereka 
dimurkai oleh dewa. Ada tiga yang dipercayai menguasai dunia ini yakni; 
dewa langit (dewata langie), dewa bumi (dewata mallinoe), dan dewa air 
(dewata uwae) dan dewa tersebut adalah pembantu dewata seuwae dipandang 
sebagai pusat kekuatan manusia, hewan dan makhluk lainnya, meliputi 
makhluk halus, orang yang masih hidup dan orang yang telah mati semuanya 
bergantung kepadanya. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone 
menjadi suatu kerajaan yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan pada 
masa La Tenritatta Sultan Saaduddin (1672-1696 M) sampai awal abad XX, 
sehingga Kerajaan Bone dianggap sebagai standar dari pola-pola kehidupan 
politik-ekonomi dan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. maka 
sampai sekarang ini yang dijadikan bahasa Bugis standar, adalah bahasa Bugis 
orang Bone. Sistem kebudayaan masyarakat atau yang disebut pangngadereng 
di Bone tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, 
yang mempunyai empat unsur yakni: ade’, rapang, bicara, dan wari. Empat 
unsur pangngadereng inilah yang menjadi standar pola kehidupan 
bermasyarakat Kerajaan Bone atau pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi 
Selatan. 
2.  Perkenalan Kerajaan Islam dengan agama Islam tidak terlepas dari peran 
kerajaan kembar orang Makassar, yakni Kerajaan Gowa-Tallo, yang 
selanjutnya dikenal dengan Kerajaan Gowa. Perkenalan dilakukan oleh 
Kerajaan Gowa dengan dua cara yakni dengan cara damai dan perang. Dengan 




Tenriruwa Sultan Abdullah (1611 M), meskipun menurut informasi dari 
Lontara Akkarungeng ri Bone Raja X Kerajaan Bone We Tenri Tuppu yang 
masuk Islam di Sidenreng, dan dalam lontara tidak dijelaskan faktor yang 
mempengaruhi beliau masuk Islam. Akan tetapi, merujuk pada teori Taufik 
Abdullah tentang fairness (kewajaran) dalam sejarah, maka faktor yang dapat 
mempengaruhi beliau memeluk agama Islam di Sidenreng adalah pengaruh 
dari Kedatuan Luwu yang lebih dahulu memeluk agama Islam dan 
menjadikannya sebagai agama resmi kedatuan, penyebaran Islam berkembang 
dari Kedatuan Luwu itu lebih bersifat lunak dan damai. We Tenri Tuppu 
Matinroe ri Sidenreng adalah raja Bone yang pertama masuk Islam pada tahun 
1611 M. Selanjutnya cara kedua yang dilakukan Kerajaan Gowa yakni Perang, 
ditandai dengan perang yang dikenal dengan nama Musu Selleng (perang 
pengislaman), dalam peperangan tersebut Kerajaan Bone mengalami kekalahan 
pada tanggal 23 November 1611 M, dan memaksa Raja XII Kerajaan Bone La 
Tenri Pale Sultan Abdullah (1611-1626 M) memeluk Islam dan seluruh 
rakyatnya dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, Kerajaan Bone 
adalah kerajaan terakhir memeluk Islam di Sulawesi Selatan, kecuali Toraja. 
Penerimaan Islam di Kerajaan Bone terbilang singkat disebabkan kepercayaan 
masyarakat mengenai raja yang merupakan keturunan To Manurung yang 
merupakan personifikasi dewa di bumi, dan sebuah ungkapan dalam bahasa 
Bugis polo papa, polo panni (patah tulang, patah sayap), sebuah ungkapan 
masyarakat tentang perintah raja, dimana rakya tidak punya daya dan kekuatan 
untuk tidak melaksanakan perintah rajanya. Penyebaran dengan singkat itu, 




Perkembangan agama Islam di Kerajaan Bone sangatlah menarik dengan 
memperkenalkan Islam versi baru yang tidak kenal di kerajaan-kerajaan lain di 
Sulawesi Selatan, yakni dengan menyerukan untuk menghapus sistem 
perbudakan di Kerajaan Bone dan di beberapa kerajaan-kerajaan tetangganya. 
Diterimanya Islam di Kerajaan Bone, maka kerajaan pun bercorak Islam 
dengan pemakaian term Islam pada raja yakni ‘Sultan’ hal yang sama 
dilakukan dibeberapa kerajaan di Nusantara, meskipun di Kerajaan tidak 
mengkonversi “kerajaan” ke “kesultanan”, akan tetapi pemakaian gelar sultan 
pada raja menandakan kerajaan terbut sudah bercorak Islam. Sebagai 
konsukuwensi logis diterimanya Islam, pada masa La Maddaremmeng Sultan 
Saleh (1626-1643 dan 1667-1672 M) struktur kerajaan ditambah dengan 
pejabat syariat Islam (parewa sara’) dengan mengangkat Fakih Amrullah 
sebagai Kadhi (kali) serta dibantu oleh pejabat-pejabat sara’ lainnya seperti; 
Khatib (katte), Imam (imang), Amil (amele’), dan doja. Mereka semua 
mempunyai tugas dalam melaksanakan syariat Islam dan mengajarkan kepada 
masyarakat. Sehingga syariat Islam sudah masuk pada ke pelosok daerah dan 
menyatu dengan sosial kultur masyarakat, dengan dimasukkannya sara’ pada 
struktur kerajaan dan sara’ juga dimasukkan di pangngadereng (sistem 
kebudayaan masyarakat) yang sebelum datangnya Islam hanya terdapat empat 
unsur yakni, ade’, rapang, bicara, dan wari.  Pada masa Raja XVI Kerajaan 
Bone La Patau Matanna Tikka Matinroe ri Nagauleng Sultan Alimuddin 
(1696-1714 M), Islam semakin menyatu dengan sosial masyarakat Bone pada 
saat dan pada saat itulah ungkapan dalam bahasa Bugis tenna ugi kotenna 




menandakan bahwa Islam sudah menjadi identitas tersendiri bagi orang Bugis, 
disebabkan syariat Islam (sara’) sendiri sudah menjadi unsur dari 
pangngadereng. Pangngadereng sebagai sistem kebudayaan masyarakat orang 
Bugis dan didalamnya sudah masuk syariat Islam, sehingga orang yang 
melanggarnya yang salah satunya adalah syariat Islam, maka orang tersebut 
tidak bisa dikatakan sebagai orang Bugis.  
3. Akulturasi dalam politik dan sosial masyarakat Bone, memperlihatkan bentuk 
negosiasi. Dalam pelaksanaan sistem pangngadereng, nampak pembagian 
tugas antara pakkatenni ade’ (pemangku adat) dengan parewa sara’ (pejabat 
syariat). Kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan 
bidangnya masing-masing dan memiliki kekuasaan otonomi tersendiri. 
Pemimpin tertinggi pakkatenni ade’ adalah raja yang khusus menangani 
pemerintahan sedangkan pemimpin tertinggi parewa sara’ adalah kalie yang 
menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Demikian juga 
dengan penetrasi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat mengambil bentuk 
negosiasi. Maksud akulturasi yang bersifat negosiasi adalah syariat Islam 
dilaksanakan secara bersama-sama dengan tradisi lokal.   
B. Implikasi 
Sebagai penutup dari uraian tesis ini, akan dikemukakan beberapa implikasi 
penelitian, sebagai berikut: 
1. Kesuksesan pengembangan Islam pada masyarakat di Kerajaan Bone pada 
abad XVII-XVIII, karena adanya kerjasama antara umara dan ulama. 




menjadi pendamping pemerintah atau pemerintah menggandeng ulama 
sebagai mitra dalam pengembangan syiar Islam di masyarakat. 
2. Ulama dan cendekiawan muslim harus menjadi pioner dalam pengembangan 
dakwah Islam dan menjadi panutan masyarakat. Di samping itu harus lebih 
adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan dalam era 
globalisasi. 
3. Sistem dakwah perlu dibenahi kembali yang mengarah kepada pembudayaan 
ajaran Islam dalam masyarakat. 
4. Penelitian tentang islamisasi di Kerajaan Bone terasa sangat kurang dilakukan 
oleh sejarawan baik lokal maupun nasional. Penelitian ini, meskipun penulis 
cukup menyadari adanya keterbatasan dalam menyajikan data yang sangat 
terinci dan mendalam serta komprehensif tentang islamisasi di Kerajaan 
Bone, tetapi dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengkajian yang lebih 
mendalam. Harapan ini tentu tumbuh dari suatu kesadaran tentang pentingnya 
mengetahui  proses islamisasi di Kerajaan Bone untuk tujuan pengembangan 
dakwah Islam di Bone dan Sulawesi-Selatan. 
5. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif untuk 
melestarikan nilai-nilai religius yang pernah mengakar dalam tradisi 
masyarakat muslim di Bone. 
6. Penelitian tentang islamisasi Nusantara, khususnya Islamisasi di Kerajaan 
Bone masih kurang dilakukan oleh peneliti sejarah. Oleh karena itu dapat 
dikembangkan untuk mengelaborasi sejarah penyebaran dan perkembangan 
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Daftar Raja-raja Bone 
 
No. Nama dan gelar setelah wafatnya Waktu Memerintah 
1 Mata Silompoe Manurunge ri Matajang ± 1300-1370 
2 La Ummasa Panre Bessie ± 1370-1398 
3 La Saliu Kerampelua ± 1398-1470 
4 We Benrigau Makkaleppie Mallajange ri Cina ± 1470-1510 
5 La Tentisukki Mappajungnge ± 1510-1535 
6 La Ulio Bote’e Matinroe ri Itterung ± 1535-1560 
7 La Tenrirawe Bongkange Matinroe ri Gucinna ± 1560-1578 
8 La Icca Matinroe ri Addenenna ± 1578-1589 
9 La Pattawe Matinroe ri Bettung ± 1589-1596 
10 We Tenrituppu Matinroe ri Sidenreng ± 1598-1605 
11 La Tenriruwa, Matinroe ri Bantaeng ± 1605-1606 
12 La Tenripale, Matinroe ri Tallo ± 1606-1631 
13 La Maddaremmeng, Matinroe ri Bukaka ± 1631-1640 
14 La Tenritatta, To Erung, Arung Palakka, 




15 La Patau Matanna Tikka, Matinroe ri Nagauleng ± 1696-1714 
16 Bataritoja, Matinroe ri Tippulue ± 1714-1715 
17 La Padang Sajati, Towapawara Petta ri Alloe ± 1715-1718 




No. Nama dan gelar setelah wafatnya Waktu Memerintah 
19 La Panaongi To Pawawoi, Petta I Pessi ± 1721-1723 
20 Bataritoja, Matinroe Tippulue ± 1723-1748 
21 La Mappasossong, Datu Baringeng, Matinroe ri 
Mallimongeng 
± 1748-1775 
22 La Tenrituppu, Matinroe ri Rompegading ± 1775-1812 
23 Toapantunru, Arung Palakka, Matinroe ri 
Lalebbata 
± 1812-1823 
24 I Manieng, Arung Data, Matinroe ri Lalebbata ± 1823-1835 
25 I Mappaseleng, Arung Panyili, Matinroe ri Aja 
Benteng 
± 1835-1845 
26 La Parenrengi, Arumpugi, Matinroe ri Kessi ± 1845-1857 
27 We Tenriwaru, Besse Kajuara, Mpelaie Passempe ± 1857-1869 
28 Ahmad Singkeru Rukka, Matinroe ri Topaccing ± 1869-1871 
29 Siti Fatimah, I Banrigau Datu Citta ± 1871-1895 
30 La Pawawoi Karaeng Sigeri Matinroe Bandong ± 1895-1905 




Daftar raja-raja Kerajaan Bone tersebut di atas dikutip dari Mattulada, dalam buku 
Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. 



























Gambar Makam Raja Bone XVI La Patau Matanna Tikka Matinroe ri 
Nagauleng di Dokumentasiakan pada tanggal 25 Maret 2013 di Kelurahan 


























Gambar Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone dan gambar Bendera Kerajaan 
Bone yang didokumentasikan di Museum Lapawawoi Kabupaten Bone  


























Gambar stempel Kerajaan Bone yang didokumentasikan di Museum Lapawawoi 



























Gambar Museum Lapawawoi Kabupaten Bone yang terletak di kota 
Watampone dan gambar singgasana raja di Kerajaan Bone yang di Meseum 


















Gambar Kubah sebelah barat adalah makam La Maddaremmeng Matinroe ri 
Bukaka raja XIII Kerajaan Bone dan Kubah sebelah timur adalah makam 
Bataritoja Datu Talaga raja Bone XVII dan XXI. Di kompleks pemakaman 
Kalokkoe Bukaka di Watampone. 
Gambar makam La Maddaremmeng  tampak dari dalam, didokumentasikan 
pada tanggal 25 Maret 2013. 
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